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ABSTRAK

Arii penting penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen térhadap hubungan hukum dokter dan pasien adalah sejauh
mana undang-undang ini mampu melindungi pasien, yang notabene termasuk sebagai
konsumen di bidang jasa pelayanan medis.

Studi ini dititikberatkan pada tiga permasalahan, yaitu : (1). Apakah jasa
pelayanan medis terhadap pasien termasuk dalam ruang lingkup Undang-undang
Perlindungan Konsumen? (2). Faktor-faktor apa saja yang dapat melahirkan konflik
dalam hubungan hukum dokter dan pasien, serta bagaimana upaya pencegahan dan
penyelesaiannya? (3). Apakah ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dapat
diterapkan dalam perlindungan terhadap hubungan hukum dokter dan pasien?

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui apakah jasa
pelayanan medis terhadap pasien termasuk dalam ruang lingkup Undang-undang
Perlindungan Konsumen; mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat melahirkan
konflik dalam hubungan hukum dokter dan pasien, serta bagaimana upaya pencegahan
dan penyelesaiannya dan mengetahui apakah ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun
1999 dapat diterapkan dalam perlindungan terhadap hubungan hukum dokter dan
pasien.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk
menemukan hukum ir concreto, yang didukung metode -pendekatan yuridis empirik
untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

Hasil temuan studi menunjukkan bahwa : Pertama, jasa pelayanan medis
terhadap pasien termasuk dalam ruvang lingkup Undang-undang Perlindungan
Konsumen karena pada dasarmya pasien adalah konsumen dar jasa medis yang
dihasilkan oleh dokter sebagai pelaku usaha, sehingga harus juga dilindungi hak-
h'aknya oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen. Kedua, Faktor-faktor penyebab
timbulnya konflik antara dbkter dengan pasien adalah kurangnya komunikasi antara

dokter dengan pasien, kurangnya pengetahuan dan pemahaman pasien terhadap
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hakekat perjanjian terapeutik, tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap
standar pelayanan di bidang kesehatan, dan dokter yang wanprestasi, lalai atau berbuat
kesalahan. Upaya pencegahan yang harus dilakukan meliputi pencegahan pelanggaran
kewajiban profesional dokter, mengembangkan komumnikasi yang baik antara dokter
dengan pasien/keluarganya, pemenuhan segala kewajiban pasien, dan kerja sama yang
baik antara pasien dengan dokter. Adapun upaya penyelesaian konflik antara dokter
dengan pasien dilakukan melalui musyawarah mufakat, penyelesaian melalui Majelis
Kehormatan Etik Kedokteran IDI, penyelesaian melalui Majelis Disiplin Tenaga
Kesehatan dan melalui Pengadilan Negeri. Ketiga, UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dapat diterapkan dalam perlindungan terhadap hubungan
hukum dokter dan pasien, meskipun undang-undang ini hanya mengatur secara umum

terhadap hak-hak pasien yang dipersamakan kedudukannya dengan konsumen,




BAB1I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dahulu masyarakat dapat dikatakan selalu patuh kepada dokter tanpa
dapat bertanya apapun karena ketidaktahuan atas hak-haknya, tetapi tidakiah
demikian halnya pada masa kini. Pandangan bahwa tindakan yang dilakukan oleh
dokter selalu benar, kini telah ditinggalkan dan diganti dengan pandangan-
pandangan kritis. Pendapat lama yang menyatakan seolah-olah dokter adalah
“kebal” terhadap hukum, sekarang juga sudah tidak dianut lagi. Dokter dipandang
sebagai profesi yang sangat disanjung-sanjung karena kemampuannya mengetahui
hal-hal yang tidak tampak dari luar, bahkan dokter dianggap sebagai rohaniawan.

Péndangan demikian bergeser, dokter lebih dipandang sebagai ilmuwan
yang pengetahuannya diperlukan untuk menyembuhbkan suatu penyakit, karenanya
kecakapan ilmiah tanpa melupakan segi seni dan artistiknya, sangat dituntut dari
seorang dokter. Berkaitan dengan hal tersebut Verberne, yang dikutip oleh Dr.
Veronica Komalawati, SHMH mengatakan bahwa :

“Posisi kekuasaan dokter tidak lagi selaras dengan sikap rasional

dalam masyarakat kita dan harus ditetapkan bahwa kepercayaan yang

dulu diberikan kepada dokter secara perseorangan, lebih bergeser ke
arah ilmu kedokteran itu sendiri, seperti yang lebih terwujud di dalam
organisasi dan lembaga-lembaga (ilmu) kedokieran yang turut serta
dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan,
keluarga dan lingkungannya, memungkinkan karya semi seperti
transplantasi. Dengan demikian, autoritas dokter mulai mundur
sampai menjadi sebuah roda gigi biasanya di dalam mesin medis yang
besar, yang dengan itu sekaligus menetapkan awal hubungan baru

yang pertama antara pasien dan dokter, yaitu tanpa melangkahi
ambang autoriter antara manusia dengan manusia.” '

! Dr. Veronica Komalawati, SH MH, Fukem dan Etika Dalam Praktek Dokter, Jakarta, Pustaka
Sinar Harapan, 1989, hal.13.
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Hubungan antara pasien dengan dokter dalam pelayanan medis
merupakan suatu hubungan kepercayaan yang tidak tertulis dan dilakukan secara
diam-diam dalam suasana saling mempercayai (konfidensial). Dalam ilmu
kedokteran modemn sekarang ini hubungan ini disebut “transaksi teraupetik” dan
karena sifatnya yang sukarela dan tidak tertulis yang timbul dari permintaan dan
pemenuhan dalam hubungan yang bersifat alamiah.

Dalam transaksi itu, maka pasien minta diberi pelayanan kedokteran
untuk menanggulangi penderitaannya dan dokter memberi ﬁelayanan kedokteran
berupa pemeriksaan, pengobatan dan pertolongan medis lain, dengan kemampuan
yang sebaik-baiknya.

Hubungan pasien dengan dokter dianggap sudah dimulai :

1. Pada saat pasien dipersilakan oleh dokter untuk masuk ruang prakiek atau
ruang periksa di rumah sakit. Pasien yang datang di luar jam kerja dokter tidak
dipersilakan masuk ruang periksa dokter, dianggap belum mengadakan
hubungan pasien-dokter.

2. Pada saat dokter datang atas panggilan pasien, masuk halaman rumah pasien
tersebut.”

Mengenai hubungan antar manusia pada pelayanan medis, Soerjono
Soekanto dalam salah satu artikel yang dimuat di harian Kofnpas mengemukakan
sebagai berikut :

“Hubungan antara dokter dengan pasien mengandung pelbagai seni

psikologis, sosiologis, yuridis, dan seterusnya. Dari segi sosiologis,

dokter maupun pasien mempunyai kedudukan den peranan tertentu.
Dalam kenyataan kedudukan dokter cenderung lebih tinggi daripada

* Soerjono Sockanto, Segi-segi Hukum dan Kewajiban Pasien, Bandung Mandar Maju, 1990,
hal.18.




pasien oleh karena faktor-faktor tertentu. Kemampuan dan kecakapan

dokter-dokter dalam bidang kesehatan hampir-hampir tidak diragukan

oleh pasien, sehingga hampir semua keputusan ada di tangan dokter.

Kedudukan dokter yang lebih tinggi itu pada umumnya dilandaskan

pada faktor kepercayaan pasien akan kemampuan dan kecakapan

dokter tentang kesehatan, keawaman pasien terhadap profesi
kedokteran pada khususnya, sikap solider antar sejawat dokter dan
sifat isolatif terhadap profesi lain. Oleh karenanya secara sosiologis
kedudukan dokter lebih tinggi dari pasien. Selain dari itu, dalam
proses pengobatan dan perawatan yang dilakukan secara bersama-
sama oleh beberapa tenaga kesehatan, dokter dianggap pihak yang

memegang peranan sentral.” *

Dahulu apabila seseorang yang sakit kemudian berobat kepada dokter
atau dirawat di rumah sakit, maka seseorang (pasien) tidak dapat menuntut
kerugian akibat kelalaian dokter dalam menjalankan tugasnya. Pasien umumnya
hanya dapat menerima saja segala sesuatu yang dikatakan dokter tanpa dapat
bertanya apapun. Dengan kata lain, semua keputusan sepenuhnya berada di tangan
dokter.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-
haknya, maka pola hubungan demikian ini juga mengalami perubahan yang sangat
berarti. Pada saat int secara hukum dokter adalah pariner dari pasien yang sama
kedudukannya. Pasien mempunyai hak dan kewajiban tertentu, seperti halnya
dokter. Walaupun seseorang dalam keadaan sakit, tetapi kedudukan hukumnya
tetap sama dengan orang yang sehat. Sama sekali keliru jika menganggap
seseorang yang sakit selalu tidak dapat mengambil keputusan, sepanjang dia masih
sadar dan dapat mempergunakan akal pikirannya. Putusan yang diambil pasien

dapat dikatakan sah bila dilakukan dalam keadaan sadar (consieus), tegas dan jelas

yang diputuskan {equivocal) serta sukarela tanpa ada paksaan (voluntere). Karena

3 Koran Harian Umum Kompas, 30 Januari 1987, hal 4,




sebenarnya pasien adalah subyek hukufn yang mandiri dan dapat mengambil
keputusan untuk kepentingannya sendiri.

Dokter dalam melaksanakan tugasnya terhadap pasien tidak dapat
dilepaskan kaitannya dengan hubungan antara dokter sebagai pemberi jasa dan
pasien sebagai penerima jasa. Dokter dalam menjalankan tugasnya harus
berdasarkan  standart  profesi/standart  pelayanan  kesehatan.  Dalam
perkembangannya karena pengaruh paham konsumerisme, dokter kadang-kadang
bertindak dalam kewenangan profesinya secara menyimpang. Hal tersebut dapat
membawa dampak negatif bagi pasien. Suatu tindakan menyimpang yang dilakukan
oleh dokter sehingga membawa kerugian akan memiberi hak bagi pihak yang
dirugikan untuk menuntut ganti kerugian. Oleh karena itu hak-hak yang dipunyai
oleh pasien sebagai konsumen dalam pelayanan jasa kesehatan yang dilakukan oleh
dokter perlu diefektifkan.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang—imdang Nomer 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 3 yang antara lain dinyatakan
sebagai berikut :

a. Perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan
kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya
dari ekses negatif pemakatan barang dan/atau jasa;

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan

informasi;




e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam
berusaha;

£. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan

usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan dan

keselamatan konsumen.*

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, pasien yang diartikan sebagai

konsumen dalam hubungannya dengan dokter sebagai jasa layanan yang berbentuk
pekerjaan atau profesi dalam bidang kesehatan, mempunyai hubungan yang tidak
bisa lepas antara satu dengan yang lain, Pasien (konsumen) mempunyai hak-hak

untuk menuntut apabila dokter salah dalam melakukan tugasnya.

B. PERUMUSAN MASALAH
Dari uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut : |

1. Apakah jasa pelayanan medis terhadap pasien termasuk dalam ruang lingkup
Undang-undang Perlindungan konsumen?

2. Faktor-faktor apa saja yang dapat melahirkan konflik dalam hubungan hukum
dokter dan pasien, serta bagaimana upaya pencegahan dan penyelesaiannya?

3. Apakah ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat diterapkan

dalam perlindungan terhadap hubungan hukum dokter dan pasien?

* Husni Syawali, SH.MH, Neni Sri Imaniyati, SH.MH, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar
Maju, Bandung, 2000, hal.93.




C. KERANGKA PEMIKIRAN

Kekuasaan manusia paling tinggi adalah mengatur dirinya sendiri yang
dapat dipertahankan sejauh tidak mengganggu hak orang lain (salus aegroti
suprema lex). Dalam bidang keschatan hak pasien untuk dihargai daﬁ diakui
sebagai manusia sesuai dengan martabatnya sebagai makhlik Tuhan, adalah The
Right of Self Determination (hak untuk menentukan nasib sendiri) dan The Right
of Information (hak atas informasi).

Dokter yang akan melakukan tindakan medis harus ada persetujuan dari
pasien (informed consent). Dokter dalam memberikan informasi (informed) antara
lain tentang tata cara tindakan medis yang akan dilakukan, resiko, alternatif
tindakan medis lain, prognosis dan diagnosis. Informasi ini lebih efektif diberikan
secara lisan, karena akan terjadi tanya-jawab dialogis (two ways traffic). Informasi
secara tertulis dikhawatirkan akan menimbulkan kerancuan. Sedangkan persetujuan
(consent) pasien dilakukan baik secara lisan (oral), tertulis (wriffer) atau bahkan
tersirat (implied). Persetujuan secara tertulis terutama dibutuhkan jika tindakan
medis yang akan dilakukan memiliki resiko tinggi, misalnya tindakan invasif
(bedah) atau bius (anestesi). Consent diberikan oleh pasien secara bebas, rasional
dan tanpa paksaan.

Selanjutnya ilmu kedokteran adalah suatu seni dan sains (art and
science) yang dimatangkan dalam pengalaman. Init berarti dapat saja cara
pendekatan terhadap penyakit, dokter yang satu berbeda dengan yang lain, namun
tetap harus berdasarkan ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada setiap tindakan yang dilakukan dokter, baik yang bersifat diagnosis maupun

teraupetik selalu mengandung unsur resiko yang melekat pada tindakannya itu




sendiri (risk of treatment), kecelakaan (accident), dan komplikasi (complication).

Namun jika dokter sudah lege atis artinya bertindak hati-hati, teliti dan berdasarkan

“standar profesi medis”, maka ia tidak dapat dipersalahkan jika timbul akibat yang

tidak diinginkan bahkan akibat yang fatal (meninggal dunia). |

Profesi kedokteran menjadi sangat penting, karena perkembangan
kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, serta
perkembangan keprofesian. Masyarakat menuntut agar pelayanan kedokteran
dilakukan secara lebih humanis dan bersifat sostal. Kehormatan profesi kedokteran
terletak pada kepercayaan pasien terhadap profesi ini, maka kedudukan yang lemah
pada pasien tidak boleh disalahgunakan. Agar dipercaya, dokter harus berpegang
pada standart etis tertentu, yaitu KODEKI, dengan asas-asasnya :

a. Premum non nocere atau sejak awal tidak ada niat untuk menyakiti,
mencederai, merugikan atau mencelakakan pasien, baik secara langsung
maupun tidak langsung;

b. Beneficence, segala tindakan medis yang dilakukan adalah untuk kebaikan
pasien;

c. Justice, atau adil, dokter tidak akan membedakan pasien berdasarkan
kekayaan, suku bangsa, kedudukan, sosial, agama, jenis kelamin dan politik;

d. Fidelity, atau jujur, dokter menghargai hak pasien, mengetahui batas
kompetensinya sendiri, dan memberikan informasi yang benar ktepada._pasien.5

| Selanjutnya ciri khusus profesi adalah disinterested, spesifitas,

Jungsional, universalisme. Demikian pula profesi kedokteran mengharuskan

penguasaan pengetahuan umum dan sistematis yang tinggi, lebih berorientasi

kepada kepentingan umum, adanya pengawasan ketat atas perilaku pribadi melalui




kode etik yang dihayati dalam sosialisasi proses pekerjaan, suatu sistem balas jasa

yang merupakan lambang prestasi kerja bukan merupakan alat untuk mencapai

tujuan kepentingan pribadi. Sedangkan “dalil” tentang profesi kedokteran menurut

Hippoactes adalah : |

a. Setiap dokter harus berusaha menguasai ilmunya sebaik mungkin;

b. Seorang dokter harus menjaga martabat profesinya;

c. Seorang dokter haruslah menjadi orang yang suci dan mengabdikan diri
sepenuh waktunya untuk profesinya;

d. Integrasi ilmiah dan sosial.®

Meskipun pasien mempunyai posisi lemah namun disamping mempunyai
hak dasar manusia tersebut di atas, juga mempunyai potensi jang berupa hak-hak
yang harus dihormati. Dokter diwajibkan oleh hukum maupun oleh KODEKI untuk
memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap pasiennya.

Perlindungan hukum terhadap dokter dan pasien telah diatur dalam
Undang-undang Kesehatan, namun Undang-undang Kesehatan belum sepenuhnya
dapat dilaksanakan karena belum semua Peraturan Pemerintah yang ditunjuk dalam
Undang-undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 telah direalisasikan.

Menurut pasal 53 ayat 2 UU Kesehatan, dinyatakan bahwa :

“Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk
mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien”.’

Yang dimaksud hak pasien adalah hak informasi, hak untuk memberikan

persetujuan, hak atas rahasia kedokteran dan hak atas pendapat kedua (second

* Az, Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Daya Widya, Jakarta, 1999, hal.55.
S Sidharta, B. Arief, Keseimbangan Etik dan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan, Artikel dalam
Majalah IImiah Pro Yustisia, No. 3 Th.VIII Juli 1990, hal. 9.

" M. Jusuf Hanafiah, Amri Amir, Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta, 1999,
hal.34,




opinion). Dalam ayat 3 disebutkan bahwa ketentuan mengenai hak-hak pasien ini
akan diatur kemudian dengan peraturan pemerintah. Namun hingga saat ini belum
dikeluarkan PP tersebut.

Babkan yang keluar adalah SE Digen Pelayanan Medik No. YM.
02.04.3.5.5.204 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah
Sakit, dengan jumlah hak dan kewajiban masing-masing sebagai berikut : hak
pasien 16, hak dokter 9, hak rumah sakit 6, kewajiban pasien 5, kewajiban dokter
12, kewajiban rumah sakit 13.

Untuk mengatasi posisi pasien yang lemah, maka hak pasien jumlahnya
paling banyak, sedangkan untuk menyeimbangkan posisi pasien, kewajiban dokter
dan rumah sakit jumlahnya lebih banyak dari kewajiban pasien. Namun pasien
biasanya tidak menggunakan hak-haknya karena sakit, tidak dapat berpikir, lemah
dan rasa was-was apakah bisa sembuh atau mati. Oleh karenanya yang paling
penting adalah pemenuhan kewajiban dari dokter dan rumah sakit secara adil, jujur
dan baik.

Jika disimak dalam SE Dirjen diatas, kewajiban dokter menunjukkan
sifat yang spesifik, antara lain : dokter wajib memberi pelayanan medis sesuai
dengan standar profest dan menghormati hak-hak pasien; dokter wajib merujuk
pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian dan kemampuan yang lebih baik;
dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasiennya,
bahkan juga setelah pasiennya meninggal dunia; dokter wajib membuat rekam
medis; dokter wajib menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan
ilmu kedokteran.

Karakteristik berikutnya ialah bahwa hubungan dokter dan pasien

termasuk dalam “inspanningsverbintenis” yaitu perjanjian ikhtiar, karena dokter




tidak dapat menjamin pasti sembuh. Sulit sekali untuk memastikan kesembuhan
karena tubuh manusia sangat kompleks dengan jaringan yang berbeda dan tak
terkendali, sementara ilmu kedokteran penuh ketidakpastian sehingga dokter tidak
dapat menjamin seratus persen kesembuhan pasien.

Jadi yang diperjanjikan antara dokter dan pasien bukaniah penyembuhan
penyakit tetapi ikhtiar/usaha dokter yang maksimal untuk penyembuhan suatu
penyakit. Meskipun pasiennya mati, jika dokter sudah melakukan ikhtiar/usaha
maksimal sesuai standar profesi medis dan berhati-hati (fege atis) dokter tidak
dapat dipersalahkan.

Pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan menanggung resiko
lebih besar daripada konsumen barang/jasa yang lain. Resiko fersebut berupa cacat
atau bahkan kematian. Oleh karena itu berbagai perlindungan terhadap pasien
diatur secara tegas antara lain dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

Penjelasan UU Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa pada
dasarnya UU Perlindungaﬁ Konsumen bukan merupakan awal dan akhir hukum
yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Ada undang-undang yang
materinya melindungi kepentingan konsumen antara lain Undang-undang
Kesehatan. Terbentuknya UU Kesehatan dengan tujuan agar pelaku usaha (dokter)
dan konsumen jasa pelayanan kesehatan mendapatkan perlindungan dari UU
Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat dilihat pada :

1. UU Perlindungan Konsumen merupakan landasan yang kuat untuk menjamin
adanya kepastian hukum, untuk memberi perlindungan baik bagi konsumen

maupun pelaku usaha yang beritikat baik;
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Penjelasan  UU Perlindungan Konsumen bahwa materi UU Kesehatan
melindungi konsumen;

UU Perlindungan Konsumen adalah payung yang mengintegrasikan dan
memperkuat penegakan hukum bidang perlindungan konsumen;

Ketentuan Peralihan UU Perlindungan Konsumen (pasal 64) berbunyi :
“Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi
konsumen yang telah ada pada saat UU ini diundangkan, dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam UU ini”;

UU Perlindungan Konsumen mengandung asas “Lex speéialis derogat lex
generalis” artinya ketentuan umum UU Kesehatan sebagai lex specialis UU
Perlindungan Konsumen sebagai lex generali. ®

Dari karakteristik di atas, maka beberapa pasal dalam UU Perlindungan

Konsumen menjadi tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan, misalnya :

MW Pasal 4 ayat a, hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barangfjasa tidak sepenuhnya terpenuhi karena dokter harus
mengintervensi tubuh pasien untuk melaksanakan tindakan medik, misainya
suntik, bedah, dan tain-lain;

B Pasal 4 ayat b, hak konsumen untuk memilih jasa tidak berlaku dalam keadaan
darurat, karena dokter harus mengadakan upaya penyelamatan tanp;cl pasien

dapat memilih tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya,

# Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal.61.
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W Pasal 4 ayat c, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur tidak dapat

diberlakukan dalam kasus-kasus tertentu, misalnya pasien lemah jantung, karena
akan berakibat lebih melemahkan pasien;

Pasal 4 ayat h, ganti rugi harus diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh). hari, tidak
mungkin dilaksanakan dalam pelayanan kesehatan, karena pembuktian kesalahan
memerlukan waktu yang tidak sedikit;

Pasal 7 ayat e, kewajiban memberikan jaminan dan/atau garansi, tidak dapat
dilakukan, karena hasil pelayanan kesehatan tidak dapat dipastikan (uncertainty);
Pasal 8 ayat d, jasa dokter tidak dapat diberi label, sehingga dokter tidak dapat
menjamin kondisi dan kemanjurannya;

Pasal 9 sampai dengan pasal 17, iklan/promosi dilarang pada pelayanan

kesehatan (menurut pasal 4 dan pasal 6 KODEKI);

B Pasal 18, pencanfuman klausula baku, karena ilmu kedokteran tidak ada

kepastian (uncertainty);

Pasal 22, menyatakan adanya pembuktian terbalik akan berakibat timbulnya
defensive medicine di kalangan dokter, yaitu melakukan pemeriksaan secara
berlebihan, mengasuransikan profesi, mempekerjakan penasehat hukum, yang
semua pada akhirnya biaya harus dipikul pasien. Sikap mempersenjatai diri pada
waktu orang meminta pertolongan medis mencerminkan kurangnya kepercayaan
terhadap pemberi pelayanan kesehatan. Reaksi defensive medicine daﬁ dokter
mencerminkan ketidakpercayaannya kepada itikad baik pasien. Keadaan ini
menimbulkan krisis pelayanan kesehatan yang dapat diatasi dengan perlindungan

hukum, antara lain berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak;

M Pasal 23, gugatan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen. {DI (Ikatan

Dokter Indonesia) sudah menetapkan melalui MKEK (Majelis Kehormatan Etik
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Kedokteran) dan BPA (Badan Pembelaan Anggota). Penyelesaian sengketa
melalui MKEK dan BPA tersebut tidak dapat dilakukan melalui class action.
W Pasal 26, pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib menjamin barang
| yang diperjanjikan. Dokter tidak dapat menjamin kesembuhan, hanya menjamin
bahwa akan dilakukan upaya yang sebaik-baiknya.

Agar perlindungan konsumen ini lebih efel;ctif', perlu pendekatan boftom
up, ada empowering konsumen itu sendiri, baik dilakukan secara individual maupun
secara kelembagaan dengan membangun organisasi konsumen yang kuat dan
tangguh. Di samping itu juga melalui pendekatan fop down yaitu adanya
departemen khusus yang mengurusi perlindungan konsumen, jadi mutlak
dibutuhkan adanya political will dari pemerintah.

Menurut Azl Azwar, Badan Penyelesaiaﬁ Sengketa Konsumen sangat
menguntungkan bagi pelayanan kesehatan karena pada dasarnya sama dengan
Badan Pengadilan Profesi yang telah lama didambakan. Karena bagi profesi
kedokteran penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan dipandang lebih baik jika
diselesaikan melalui badan pengadilan profesi, bukan pengadilan umum.”

Konflik dokter dengan pasien biasanya terjadi karena : Lack of
Communication (kurang komunikasi), Lag of Communication (komunikasi
terhambat), Communication Gap (celah dalam komunikasi), Incommunicado
(komunikasi macet total). Jadi konflik dapat dihindari jika komunikasi doi(ter dan
pasien berjalan baik. Baik dokter sebagai pelaku usaha maupun pasien sebagai
konsumen, perlu memahami UU Perlindungan Konsumen disamping UU Kesehatan,

agar terhindar dari tuntutan dan gugatan di pengadilan.

® Azrur Azwar, Beberapa Catatan Tentang UU Perlindungan Konsumen dan Dampaknya
Terhadap Pelayanan Kesehatan, Makalah Seminar, Jakarta, 13 November 1999, hal.3,
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Menurut Merdias Almatsier, dengan adanya bentuk gugatan “Class
Action”, maka sebaiknya dokter bersikap :

1. Berpartisipasi aktif pada Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Badan
Penyelesatan Sengketa Konsumen dengan berupaya memasukkan unsur IDI
sebagai anggota;

2. Meningkatkan mutu pelayanan kedokteran dengan cara :

a. Mengembangkan pendidikan kedokteran berlanjut

b. Mengembangkan standar pelayanan medik

c. Mengembangkan standar praktek kedokteran

d. Memperjuangkan RUU Praktek Kedokteran

e. Meningkatkan perilaku dan cara kerja yang profesional yang menuntut

kecenﬁatan, kesungguhan, kejujuran, kehati-hatian etis dan terampil

f. Mengembangkan Hukum Kedokteran

g. Mengikuti program asuransi profesi

h. Pembentukan tim penapisan teknologi kedokteran™

Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi diskriminasi maupun hal-hal

yang tidak sesuai dalam perlindungan konsumen jasa kedokteran, yang dapat
menimbulkan gugatan maupun tuntutan hukum serta kerugian bagi pasien maupun

dokter.

1° Merdias Almatsier, Antisipasi Kesiapan Tenaga Kesehatan dan Grganisasi Profesi
Kedokteran/Kesehatan dalam Pemberlakuan UU No.8 Tahun 1999, Makalah Seminar 21 Mei
2000, hal.4.
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D. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penelitian ini
bertujuan :

1. Untuk mengetahui apakah jasa pelayanan medis terhadap pasien termasuk
dalam ruang lingkup Undang-undang Perlindungan Konsumen;

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang dapat melahirkan konflik dalam
hubungan hukum dokter dan pasien serta bagaimana upaya pencegahan dan
penyelesaiannya;

3. Untuk mengetahui apakah ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dapat

diterapkan dalam perlindungan terhadap hubungan hukum dokter dan pasien.

E. KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian mengenai penerapan UU No. 8 tahun 1999 dalam hubungan
hukum dokter dan pasien ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian
baik secara praktis maupun teoritis, yaitu :

1. Praktis

Dengan adanya penelitian ini maka :

a. Diharapkan dapat memberi masukan bagi policy maker dalam
mengambil keputusan atau membuat kebijakan yang berkaitan
dengan perlindungan konsumen jasa pelayanan medis.

b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi dokter maupun pasien untuk

mengetahui hak-hak dan kewajibannya.
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. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan yang
berkaitan dengan pelaksanaan UU Perlindungan Konsumen = dalam
hubungannya dengan dokter-pasien dan diharapkan dapat bermanfaat

dalam hukum kesehatan dan hukum perlindungan konsumen.

F. METODE PENELITIAN

1.

Objek Penelitian
Obyek penelitian ini adalah hubungan hukum dokter dan pasien, dan peraturan
perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan konsumen dan

kesehatan.

Pendekatan

Penelitian ini terutama menggunakan pendekatan yuridis normatif karena
merupakén penelitian yang berusaha menemukan hukum in concreto. Penelitian
hukum in concreto dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peraturan
perundang-undangan diterapkan, yaitu dengan menganalisa data sekunder dan
meneliti taraf sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal peraturan

hukum tertulis, !

! Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986,

hal.50.
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Namun demikian, untuk mendukung pendekatan yuridis normatif, penulis juga
menggunakan metode pendekatan yuridis empirik untuk mendapatkan hasil

yang lebih akurat.

3. Jenis Data
1. Data sekunder meliputi :
a. Bahan hukum primer terdiri dari :

B Kitab Undang-undang Hukum Perdata

B Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum
Perlindungan Konsumen

M Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

B Peraturan yang berhubungan dengan kode etik kedokteran

b. Bahan hukum sekunder terdiri dari :

B Beberapa bahan kepustakaan yang berkaitan dengan
perlindungan konsumen dan tentang pelayanan medis
kedokteran

B Hasil kesimpulan seminar, simposium atau lokakarya yang
berkaitan dengan pelayanan kesehatan oleh dokter terhadap
pasien

¢. Bahan hukum tertier (penunjang) terdiri dan :
B Kamus Hukum
B Kamus Bahasa Indonesia
2. Data Primer (Data Empiris)
Yaitu data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan, melalui

wawancara,
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4. Tahapan Penelitian

1. Tahap Orientasi
Pada tahap ini walaupun penelitian belum benar-benar terfokus tetapi
peneliti sudah memiliki gambaran umum tentang apa yang akan
diteliti. Dalam tahap ini, peneliti sudah membaca sebanyak mungkin
hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti dan juga telah
melakukan pra survey di lokasi dimana penelitian akan dilakukan.

2. Tahap Eksplorasi
Pada tahap ini fokus perhatian sudah lebih jelas sehingga data yang
dikumpulkan dapat lebih terarah dan spesifik.

3. Tahap Mengecek Hasil Penelitian
Lincoln dan Guba menyebutnya sebagai member check. Informasi
harus dicek kebenarannya agar hasil penelitian dapat dipercaya, yaitu
dengan memperoleh informasi dari berbagai pihak. Dalam tahap ini,
hasil pengamatan dan wawancara yang telah terkumpul segera
dianalisis dan dituangkan dalam bentuk laporan, diperbanyak dan
dibagikan kepada responden yang bersangkutan untuk dibaca dan
dinilai apakah sesuai dengan informasi yang telah diberikan. Tujuan
member check adalah agar responden mengecek kebenaran laporan

sehingga hasil penelitian dapat dipercaya.'?

12 Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001, hal.4.
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5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian paling sedikit terdapat tiga teknik pengumpulan data

yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengématan atau observasi dan

wawancara atau interview. >

Pengumpulan data melalui studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan

. data sekunder dalam penelitian normatif. Sedangkan wawancara dan
observasi digunakan untuk mendapatkan data primer.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan dengan dua

cara, yattu :

a. Dengan mengumpulkan data dari berbagai tulisan yang telah ada
merupakan konsekuensi dari penelitian normatif/kepustakaan yang
didasarkan pada " data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti
mengumpulkan data yang berupa penelitian kepustakaan yai_tu dengan
membaca tulisan atau artikel dalam jurnal, majalah, koran serta
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan
konsumen dalam hubungan dokter dan pasien.

b. Mengumpulkan data dari lapangan secara langsung, merupakan_
konsekuensi dari penelitian empiris yang didasarkan pada data primer.
Yang dimaksud dengan “lapangan” disini adalah suatu maéyérakat,
komunitas atau kelompok tertentu yang menjadi obyek penelitian.
Dalam kegiatan mengumpulkan data dari lapangan harus selalu

menggunakan alat pengumpul data yang tersusun secara baik dan sesuai

13 Soerjono Sockanto, Sri Mamudji, Penelitian Bukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985, hal.66.
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dengan tujuan penelitian. Alat tersebut meliputi observasi, angket dan

interview (wawancara).

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang digunakan adalah :

W Observasi, ialah studi yang disengaja dan sistematis. tentang
fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan
dan pencatatan. Secara umum dalam penelitian kualitatif, jenis
observast yang dilakukan adalah observasi tak berstruktur yang tidak
berdasarkan suatu pedoman yang telah disiapkan sebelumnya. Hal ini
dilakukan karena dalam penelitian kualitatif fokus observasi
umumnya akan berkembang selama kegiatan penelitian berléngsung.
Dalam tahap orientasi, jenis observasi yang digunakan adalah
observast deskriptif dimané peneliti berusaha merekam dan
memperhatikan sebanyak mungkin situasi sosial yang diobservasi
sehingga didapat gambaran yang umum dan menyeluruh:

M Interview atau wawancara, adalah suatu percakapan yang diarahkan
pada suatn masalah tertentu, yang merupakan proses tanya jawab.
Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan terus terang agar

informan mengetahui untuk apa informasi yang sudah ia berikan.

. Instrumen Penelitian

Salah satu karakteristik dalam penelitian kualitatif adalah peneliti
merupakan instrumen utama. Makéudnya adalah peneliti merupakan alat
utama untuk mengamati, menanyakan, melacak dan mengabstraksikan
apa yang ditelitinya. Disamping itu digunakan pula instrumen sekunder,

yaitu dokumen/catatan atau tape recorder.
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7. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian kualitatif adalah informan yang dapat

memberikan informasi sebanyak munkin. Subyek penelitian tidak

dipandang sebagai obyek penelitian yang kedudukannya lebih rendah

tetapt memiliki kedudukan yang sama dengan peneliti. Dalam penelitian

ini, subyek atau informan awal adalah :

M Dokter

W Pasien

W Yayasan Lembaga Konsumen

B Jkatan Dokter Indonesia Cabang Semarang

Kriteria pemilihan informan awal dalam penelitian kualitatif adalah :

B Subyek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan
yang menjadi sasaran penelitian

M Subyek yang masih terlibat secara aktif pada lingkungan atau
kegiatan yang menjadi sasaran penelitian

W Subyek yang mempunyai kesempatan untuk dimintai informasi

M Subyek yang sebelumnya masih merasa asing dengan peneliti
sehingga peneliti dapat merasa lebih tertantang untuk belajar
sebanyak mungkin dan subyek yang semacam guru baru bagi

dirinya*

1 Soerjono Sockanto, Sti Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985, hal.71.
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G. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penulisan ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari empat
bab. Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, maka disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

Bab I berisi gambaran umum mengenai isi tesis, pembatasan dan
permasalahan yang berkaitan dengan penerapan Undang-undang No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen terhadap hubungan hukum dokter dan pasien,
tujuan penelitian, kontribusi yang diharapkan dari penulisan tesis ini dan kerangka
teori yang memberikan petunjuk dan mengarahkan penyusunan tesis dan metode
penelitian.

Bab I merupakan tinjauan pustaka terhadap substansi dari aspek
hukum penerapan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen terhadap hubungan hukum dokter dan pasien. Bab ini ‘menguraikan
tentang pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan, hubungan hukum
dokter sebagai penghasil jasa dan pasien sebagai konsumen jasa medis, dan aspek
hukum perlindungan konsumen jasa medis.

Bab IIl merupakan penguraian hasil penelitian yang telah dilakukan
serta analisis terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pada bagian
hasil penelitian menguraikan mengenai jasa pelayanan medis termasuk ruang lingkup
undang-undang perlindungan konsumen, factor-faktor penyebab timbulnya konflik
antara dokter dengan pasien, upaya pencegahan dan upaya penyelesaiannya, serta

penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai perlindungan terhadap
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hubungan hukum dokter dan pasien. Sedangkan pada bagian analisis hasil penelitian
disajikan uraian pembahasan dari hasil penelitian.
Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan

merupakan bagian akhir dari penulisan tesis sekaligus sebagai rangkuman. .
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BABI1
TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERBADAP

HUBUNGAN HUKUM DOKTER DAN PASIEN

A. Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan

1. Tinjauan Umum Pelayanan Kesehatan
1.1. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Pelayanan  kesehatan  merupakan  setiap upaya yang
diselenggarakan secara mandiri atau bersama-sama dalam suatu
organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah dan
menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan,
keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.

Pelayanan kesechatan menurut Benyamin Lumenta adalah segala
upaya dan kegiatan pencegahan dan pengobatan penyakit, semua upaya
dan kegiatan peningkatan serta pemeliharaan kesehatan yang dilakukan
oleh pranata sosial atau lembaga dengan suatu populasi fertentu,
masyarakat atau komunitas."

Hodgelts dan Casio membedakan pelayanan kesehatan menjadi

dua bentuk yaitu pelayanan kesehatan perorangan (personal health

! Benyamin Lumenta. Pelayanan Medis, Citra, Konflik dan Harapan, (Yogyakarta : Kanisius,
1989), hal.15
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sevices) atau pelayanan kedokteran (medical services) atau pelayanan

medis dan pelayanan kesehatan lingkungan (environmental health) atau

pelayanan kesehatan masyarakat (public health services).?

Leavel dan Clark menguraikan ciri-ciri kedua bentuk pelayanan

kesehatan tersebut, sebagai berikut :

B pelayanan kesehatan perorangan ditujukan untuk menyembuhkan
penyakit (curative) dan memulihkan keschatan (rehabilitatif) dengan
sasaran utama perorangan dan keluarga;

M pelayanan kesehatan lingkungan ditujukan untuk meningkatkan kesehatan
(promotive} dan mencegah penyakit (preventif) dengan sasaran utama
kelompok masyarakat.®

Berdasarkan sifat pelayanannya, maka jenis pelayanan kesehatan

! dapat dibedakan menjadi pelayanan dasar, pelayanan ekstramural

(ambulatory} dan pelayanan intramural. Pelayanan dasar mencakup
pelayanan kesehatan preventif dan kuratif, yang diselenggarakan khusus
untuk did sendiri dan untuk lingkungan sekitarnya, demi peningkatan
kesehatan dan pelenyapan ancaman gangguan kesehatan. Pelayanan
ekstramural (ambulatory), mencakup pelayanan kesehatan spesialistis dan
non spesialistis, yakni pasien memperoleh pelayanan kesehatan di sebuah
lembaga atau di rumahnya tanpa opname. Pelayanan intramural, mérupakan
penyelenggaraan pelayanan medik umum dan spesialistis di dalam lembaga,
yakni pasien mendapat rawat inap dan pelayanan ini diberikan oleh berbagai

rutnah sakit umum.

2 Hodgelis dan Casio (1983) dalam Azrul Aswar. Pengantar Pelayanan Kesehatan Dokter
Keluarga, (Jakarta : IDI, 1995, hal.1

T i)
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Secara umum, ciri-ciri pelayanan kesehatan dikemukakan oleh
Marius Widjajarta, meliputi : ketidaktahuan konsumen (consumer
ignorance), pengaruh penyedia jasa kesehatan yang besar terhadap
konsumen sehingga konsumen tidak memiliki daya tawar dan daya pilih
(supply induced demand), produk pelayanan pelayanan kesehatan bukan
konsep homogen, pembahasan terhadap kompetisi, ketidakpastian tentang
sakit dan schat sebagai hak asasi.*
Menurut Benyamin Lumenta, pelayanan kesehatan yang baik
dapat terselenggara, jika memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. Terbatas pada pelaksanaan pengobatan yang didasarkan atas
ilmu kedokteran;
b. Menekankan pencegahan;
c. Menghendaki kerjasama yang wajar antara kaum awam (pasien)
dengan para pelaksana ilmu pengetahuan kedokteran (dokter);
d. Mengobati seseorang seutuhnya,
e. Memelihara hubungan pribadi antara dokter dengan pasien
secara erat dan berkesinambungan;
f. Dikoordinasi dengan pembinaan kesejahteraan sosial;

g. Mengkoordinasi semua jenis (spesialisasi) pelayanan medis;

3 Leavel dan Clark (1953) dalam Azrul Aswar. Ibid, hal.2

4 Marius Widjajarta. Kedudukan Konsunren Keschatan di Bidang Jasa Pelayanan Keschatan
Asing di Daerah, (Semarang : Makalah dalam Seminar Nasiomal Jasa Pelayanan Kesehatan Asing di
Dacrah dan Implikasinys, FH Universitas 17 Agostus 1945 Semarang dan Yayasan Pemberdayaan
Konsumen Kesehatan Indonesia (YPPKI) Perwakilan Jateng, 10 Oktober 2001), hal.2
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h. Memanfaatkan semua pelayanan yang diperlukan dan yang dapat
diberikan ilmu pengetahuan kedokteran modern kepada

masyarakat yang membutuhkan.®

Pelayanan kesehatan yang bermutu menurut Tabish, berarti
memberikan suatu produk pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan
individu dan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi
dimulai dengan standar etika manajerial yang tinggi pula, meliputi :
sistem untuk melakukan standar profesional; baik dari sudut tingkah
laku, organisasi serta penilaian kegiatan sehari-hari, sistem
pengamatan agar pelayanan selalu diberikan sesuai standar dan deteksi
bila terdapat penyimpangan; serta sistem untuk senantiasa menunjang

berlakunya standar profesional.®

Tenaga Kesehatan

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, yang dimaksud
dengan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri
dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis

tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.’

3 Benyamin Lumenta. Qp.cit, hal.113.
6 Tabish (1998) dalam Tjandra Yoga Aditama, Manajemen Administrasi Rumah Sakit, (Jakarta, Ul

Press, 2000), hal.20
7 Prof, Hermien Hadiati Koeswadii, SH. Hukum Kedokteran (Studi tentang Hubungan Hukum

mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak), (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1998), hal.213.
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Sedangkan pasal 2 Peraturan Pemerintah ini mengatur

mengenai Jenis Tenaga Kesehatan, sebagai berikut :

1. Tenaga kesehatan terdini dari ;

a.

b.

f.

qg.

tenaga medis;

tenaga keperawatan;

tenaga kefarmasian;

tenaga kesehatan masyarakat;
tenaga gizi;

tenaga keterapian fisik;

tenaga keteknisan medis.

2. Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi.

3. Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan.

4. Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten

apoteker.

5. Tenaga kesehatan mesyarakat meliputi epidemiolog kesehatan,

entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan penyuluh kesehatan,

administrator kesehatan dan sanitarian

6. Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietsien.

7. Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan

terapis wicara,

8. Tenaga keteknisan medis meliputi radiografer, radioterapis, teknis

gigi, teknis elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien,

otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.®

E Ibid, hal. 214

28




1.3. Asas-asas Pelayanan Kesehatan
Tujuan dari Undang-undang Kesehatan Nomor 23 Tazhun
1992 adalah untuk meningkatkan . kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang optimal.®
Untuk mencapai cita-cita tersebut maka upaya kesehatan
diselenggarakan berdasarkan azas sebagai berikut
a. Azas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.
Dengan azas tersebut penyelenggaraan kesehatan dilandasi
perikemanusiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan
tidak membeda-bedakan golongan, agama dan bangsa.
b. Azas manfaat
Artinya, upaya kesehatan harus dapat memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat
bagi setiap warga negara.
c. Azas usaha bersama dan kekeluargaan
Berdasarkan azas ini maka upaya kesehatan diselenggarakan
melalui kegiatan yang dilakukan oleh selumh lapisan masyarakat
dengan semangat kekeluargaan.

d. Azas adil dan merata

? Konsiderans UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, (Surabaya : Arkola, 1992), hal. 35
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Artinya, penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan
pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan dengan
biaya terjangkau.

e. Arzas perikehidupan daiam keseimbangan
Azas ini menuntut upaya kesehatan harus dilaksanakan secara
seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, fisik dan
mental, material dan spiritual.

f. Asas kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
Berdasarkan azas ini maka penyelenggaraan upaya kesehatan
harus bertumpu pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan

memanfaatkan potensi nasional seluas-luasnya."

2. Pelayanan Medis sebagai Bagian dari Pelayanan Kesehatan
2.1. DPengertian Jasa Pelayanan Medis |
Istilah pelayanan medis ditemukan dalam definiss Hukum
Kedokteran dalam Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia (Perhuki), sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan hukum kesehatan adalah semua
ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan
pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya serta
hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap
lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan
maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan
dalam segala aspek organisasi, sarana, pedoman-pedoman
medis nasional/internasional, hukum di bidang kesehatan,
yurisprudensi serta  ilmu  pengetahuan  bidang
kedokteran/kesehatan. Yang dimaksud dengan hukum

1°3ofwan Dahlan, Hukum Kesehatan Rambu-rambu bagi Profesi Dokter, (Semarang : Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, 1999), hal. 14.
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kedokteran ialah bagian hukum kesehatan yang menyangkut

pelayanan medis™."

Apabila dilihat dari arti katanya, istilah “medis” berasal dari
kata medica (Latin), yang berarti pemulihan atau obat. Sedangkan
dalam bahasa Inggrs digunakan istilah medic atau medico yang
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi dokter.'” Sehingga
yang  dimaksud dengan “pelayanan medis” adalah pelayanan
kesehatan yang dilakukan oleh dokter.

istilah .“pelayanan medis” digunakan untuk membedakan
antara pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dengan
pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.
Sebab pengertian pelayanan kesehatan oleh dokter yang dulu diartikan
secara sempit, hanyalah meliputi segi penyembuhan penyakit (kuratif)
dan segi pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Sekarang pengertian ini
telah diartikan secara luas yaitu juga meliputi segi pencegahan
penyakit (preventif) dan segi peningkatan kesehatan (promotif). 1

Pelﬁyanan medis mencakup semua upaya dan kegiatan berupa
pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), peningkatan (promotif),
dan pemulihan (rehabilitatif) kesehatan, yang dilaksanakan atas dasar
hubungan individual antara para ahli di bidang kedokteranr dengan

individu yang membutuhkannya.

1 1y Veronica Komalawaii, SH.MH. Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, (Jakarta : Pustaka
Sinar Harapan, 1989), hal.71-72.

12 John M.Echols, Hassan Shadilly, Kamus Inggris Indonesia.
13D, Veronica Komalasari, SHMH. Op.cit, hal. 74
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Menurut Lumenta, pelayanan medis adalah suatu kegiatan
mikrosostal yang berlaku antara perorangan, sedangkan pelayanan
kesehatan adalah suatu kegiatan makrososial yang berlaku antara
pranata atau lembaga dengan suatu populasi tertentﬁ, maéyarakat atau
komunitas. Baik pelayanan kesehatan atau pelayanan medis
mempunyai tujuan yang sama yaitu memenuhi kebutuhan individu
atau masyarakat, untuk mengatasi, menetralisasi atau menormalisasi
semua masalah atau penyimpangan terhadap keadaan kesehatan yang
normatif. '*

Menurut Somers, untuk dapat diselenggarakannya pelayanan
medis yang baik, banyak syarat yang harus dipenuhi, mencakup
delapan hal pokok, yaiti tersedia (available), wajar (appropriate),
berkesinambungan (continue), dapat diterima (acceptable), dapat
dicapai (accesible), dapat dijangkau (affordable), efisien (efficient),

dan bermutu (quality) .’

Tenaga Medis

Tenaga medis mempunyai cakupan yang lebih sempit,
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; pasal 2

nomor (2), “Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi”

14 D. Veronica Komalasari, SH.MH. Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik
{Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien). (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal.80.

!5 Azwar, A. Standar Pelayanan Medis, Bandung : Mandar Madju, 1994), hal. 14,
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Menurut Staatscommissie Medische Beroepsuitoefening di
negeri Belanda, pelaksanaan profesi medis adalah :

(... pelaksanaan dari satu atau beberapa kegiatan berikut yang

menyangkut seseorang, dengan tujuan untuk  mengusut,

menyembuhkan atau mencegah penyakit

1. pemeriksaan;

2. memastikan sifat penyakit atau kekurangan yang diderita
seseorang yang mungkin dideritanya;,

3. memberikan nasihat mengenai perawatannya;

4. pelaksanaan perawatanaya. ...)"

Sedangkan Leenen berpendapat, seorang yang melaksanakan
profest dokter adalah : (... barang siapa yang berdasarkan perundang-
undangan yang ada mempunyai wewenang untuk secara mandiri dan
bertanggung jawab melaksanakan ilmu kedokteran menurut ruang

lingkupnya atau sebagian dari ruang lingkup tersebut serta

memanfaatkan wewenang tersebut secara nyata. ...)."’

. Asas-asas Pelayanan Medis

Pelayanan medis dalam hubungan terapeutik mengandung asas
yang berlaku juga dalam hubungan kontraktual. Asas-asas tersebut
antara lain :

1. Asas Konsensual.

18D, Veronica Komalasari, SHMH. Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik
(Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien), (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal.16

7 L oc.cit.
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Berdasarkan asas ini maka masing-masing pihak harus
menyatakan persetujuannya. Dengan kata lain, dokter atau rumah
sakit juga harus menyatakan persetujuannya, baik secara eksplisit
(misalnya secéra lisan menyatakan sanggup) maupun secara
emplisit {misalnya menerima pendaftaran, memberikan nomor urut
atau menjual karcis). Pernyataan kesanggupan itu tidak harus
disampaikan sendiri oleh dokter, tetapi dapat disampaikan lewat
pegawainya.

2. Asas Itikat Baik.

Ttikat baik (utmost of good faith) merupakan asas yang paling
utama dalam setiap hubungan kontraktual, termasuk hubungan
terapeutik. Tanpa disertai itikat baik maka hubungan terapeutik
juga tidak sah menurut hukum.

3. AsasBebas

Para pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan kontraktual
bebas menentukan apa saja yang akan menjadi hak dan kewajiban
masing-masing sepanjang hal itu disepakati semua pihak,
termasuk menentukan bentuk perikatannya. Hanya saja yang perlu
disadari dalam hubungan terapeutik adalah bahwa upaya medis itu
penuh dengan uncertanty dan hasilnya tidak dapat diperhitungkan
secara matematik. Oleh sebab itu harus dipikirkan masak-masak
sebelum memberikan garansi kepada pasien.

4. Asas Tidak Melanggar Hukum.
Meskipun para pihak bebas menentukan isi kesepakatan,

namun tidak boleh melanggar hukum. Jika misalnya pasien
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meminta dokter melakukan aborsi tanpa indikasi medis dan dokter
pun setuju maka hal ini tidak boleh dianggap hubungan terapeutik.
Kesepakatan seperti itu harus dipandang sebagai permufakatan
jahat yang jUStI'l; dapat menyeret dokter serta pasien. ke meja
hijau. Karena bukan merupakan hubungan kontraktual maka

dokter pun tidak dapat digugat mengganti kerugian yang terjadi

atas dasar wanprestasi jika seandainya timbul kerugian pada {
pasien akibat kelalaian dokter ketika melakukan aborsi.
5. Asas Kepatutan dan Kebiasaan
Dalam hukum perdata dinyatakan bahwa para pihak yang telah

mengadakan perikatan, selain harus tunduk pada apa yang telah

disepakati juga pada apa yang sudah menjadi kebiasaan dan
kepatutan. Kebiasaan dan kepatutan yang berlaku dalam dunia i
kedokteran akan sedikit membedakan hubungan terapeutik
dengan hubungan kontraktual lainnya, seperti misalnya dalam hal
pemutusan hubungan secara sepihak oleh pihak pasien mengingat

hubungan tersebut merupakan hubungan kepercayaan sehingga

sudah sepatutnya jika pasien dapat memutuskan kapan saja bila [

kepercayaannya kepada dokter hilang.'®

3. Pasien sebagai Konsumen Jasa Medis
3.1. Pengertian Pasien sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Medis
Kata “konsumen” berasal dari kata bahasa Belanda

“Konsument”. Kata “konsument” dalam bahasa Belanda tersebut oleh
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para ahli hukum pada umumnya sudah disepakati untuk
mengartikannya sebagai pemakai terakhir dari benda dan jasa
(“uiteindelijk gebruiker van goederen en diensten”) yang diserahkan
kepada mereka oleh pengusaha ( “ondermer R

Menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, Pasal 1 butir (2),dijelaskan bahwa :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau

Jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan

diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain

dan tidak untuk diperdagangkan. “

Sedangkan butir (5). menvatakan :

“Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau

prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan
oleh konsumen. "%’

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka jasa pelayanan
medis dapat diartikan sebagai layanan atau prestasi kesehatan yang
dilakukan oleh dokter dan disediakan bagi masyarakat untuk
dimanfaatkan konsumen.

Berbicara mengenai konsumen, dalam kaitannya dengan
pembicaraan mengenai hak atas pelayanan medis, pasien merupakan
konsumen atas jasa.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian pasien sebagai konsumen
jasa pelayanan medis adalah “Setiap orang pemakai jasa layanan atau

prestasi kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan disediakan bagi

masyarakat.”

18 gofwan Dahlan. Op.cit, hal. 31-32,

19 prof Hermien Hadiati Koeswadji, SH. Hukum dan Masalah Medik, (Surabaya : Airlangga

University Press, 1984), hal. 31.
% Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999, (Jakarta : Sinar Grafika, 1999).
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3.2. Kewajiban-kewajiban Pasien

Sebagai imbangan atas hak-hak yang dimiliki seseorang, maka

kepadanya juga dibebani kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi,

karena pada hakekatnya keseimbangan hak dan kewajiban adalah tolok

ukur rasa keadilan terhadap din seseorang. Dalam hal hubungan dari

dua pihak, maka hak pihak yang satu akan diimbangi oleh kewajiban

pihak yang lain, demikian pula sebaliknya. Beberapa kewajiban pasien

menurut Chrisdiono M. Achadiat:

1.

Kewajiban memberikan informasi medik.

Sebagaimana telah diketahui, informasi medik yang diperoleh
melalui wawancara atau anamnesis mgrupakan salah satu unsur
utama dalam penegakan diagnosis penyakit yang diderita seorang
pasien dan selanjutnya diagnosis ini sangat penting untuk
menentukan tindakan medik. Apabila pasien secara sengaja
menyembunyikan informasi atau memberikan informasi yang salah
dan kemudian timbul cedera, maka dokter dapat terlepas dari
kesalahan. Hal ini sangat erat pula kaitannya dengan apa yang
disebut “itikat baik™ dari pasien tersebut. Selain itu berkaitan pula
dengan contributory negligence, dimana pasien turut‘ terlibat
dalam peristiwa “kelalaian” yang tergjadi. Dalam hukum,
contributory negligence dapat merupakan salah satu bentuk

peniadaan kesalahan terhadap suatu tuduhan kelalaian.
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2.

Kewajiban mentaati petunjuk atau nasihat dokter.

Kewajiban ini penting karena berkaitan langsung dengan
keberhasilan tindak medik yang diambil dokter. Seperti halnya
kewajiban memberikan informasi medik, segala akibat yang timbul
karena tidak dipenuhinya petunjuk atau nasihat dokter, tentu
terlepas dart tanggung jawab dokter yang merawatnya tersebut.
Selain itu dokterpun berhak memutuskan Aubungan profesional
dokter-pasien, apalagi dinilainya bahwa kerjasama pasien sudah
tidak ada gunanya lagi. Disamping itu, kewajiban ini juga
berkaitan dengan contributory negligence yang telah disebutkan

tadi.

. Kewajiban memenuhi aturan-aturan pada sarana kesehatan,

Dalam hal ini termasuk kewajiban menyelesaikan administrasi
keuangan dan sebagainya. Juga termasuk hal-hal mengenai jam
kunjungan, penunggu pasien, makanan yang boleh atau tidak

boleh, dan lain-lain.

. Kewajiban memberikan imbalan jasa kepada dokter.

Kewajiban ini perlu ditegakkan untuk tercapainya kesebandingan
hukum dalam hubungan dokter-pasien, dimana segala jerih payah
dokter harus dihargai dengan sepantasnya sejauh keadaan pasien

memungkinkan.

. Kewajiban berterus terang

Apabila selama dalam perawatan dokter atau rumah sakit timbul
masalah, misalnya pasien tidak puas atas perawatan atau

pengobatan yang diberikan, maka pasien wajib menyampaikannya
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1.

pertama kahi kepada dokter yang merawatnya itu. Beberapa
penulis mengaitkan masalah ini dengan itikat baik dan fairplay

dari pasien terhadap dokternya.

. Kewajiban menyimpan rahasia pribadi dokter yang diketahuinya.

Beberapa penulis menyebutkan bahwa kewajiban ini sebenarnya
merupakan kesejajaran dengan hak pasien untuk sendiri, yakni

untuk rahasianya yang wajib disimpan oleh dokter.”*

Sedangkan Soegjono Soekanto merumuskan kewajiban-

kewajiban pasien menurut hukum sebagai berikut :

Kewajiban memberikan informasi kepada tenaga kesehatan,
sehingga tenaga kesehatan dan ahli mempunyai bahan yang cukup
untuk mengambil keputusan. Hal ini juga sangat penting, agar
tenaga kesehatan tidak melakukan kesalahan. Landasannya adalah
bahwa hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien
merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan,
sehingga sampai batas-batas tertentu dituntut adanya suatu
keterbukaan.

Kewajiban untuk melaksanakan nasihat-nasihat yang diberikan
tenaga kesehatan dalam rangka perawatan. Kalau pasien
meragukan manfaat nasihat itu, yang bersangkutan mempunyai

hak untuk meminta penjelasan yang lebith mendalam.

2 Dr, Chrisdiono M. Achadiat. Pernik-pernik Hukum Kedokteran Melindungi Pasien dan

Dokter, (Jakarta : Widya Medika, 1996), hal.7-9.
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3. Kewajiban menghormati kerahasiaan diri dan kewajiban tenaga
kesehatan untuk menyimpan rahasia kedokteran, serta

kesendiriannya (“privacy”).

I

. Kewajiban untuk memberikan imbalan terhadap . jasa-jasa
profesional yang telah dibeﬁkan oleh tenaga kesehatan.
5. Kewajiban untuk memberi ganti rugi, apabila tindakan-tindakan
pasien merugikan tenaga kesehatan.
6. Kewajiban untuk berterus terang apabila timbul masalah (dalam
hubungan dengan tenaga kesehatan dan rumah sakit, baik yang

langsung maupun tidak langsung).”

3.3, Hak-hak Pasien
Menurut Chrisdiono M. Achadiat, hak-hak pasien meliputi :
1. Hak atas informasi medik
Dalam hal ini pasien berhak mengetahui segala sesuatu yang
berkaitan dengan keadaan penyakit, yakni tentang diagnosis,
tindak medis yang akan dilakukan, resitko dari dilakukan atau
tidak dilakukannya tindak medik tersebut. Informasi medik yang
berhak diketahui oleh pasien, termasuk pula identitas dokter yang
merawat serta aturan-aturan yang berlaku di rumah sakit témpat 1a
dirawat (misalnya tentang tarif dan cara pembayaran pada rumah
sakit tersebut). Dokter dapat menahan informasi medik, apabila

hal tersebut akan melemahkan daya tahan pasien.

22 Prof. Dr. Soerjono Sockanto, SHMA. Segi-segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien dalam
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2.

Hak memberikan persetujuan tindak medik.
Persetujuan tindak medik (atau yang lebih dikenal sebagai

informed consenf) merupakan hal yang sangat prinsip dalam

profesi kedokteran, bila ditinjau dari sudut hukum perdata

maupun pidana.

. Hak un_tuk meimilih dokter atau rumah sakit,

Walaupun pada dasarnya dianggap semua dokter memiliki
kemampuan yang sama untuk melakukan tindak medik dalam
bidangnya, namun pasien tetap berhak memilih dokter atau
rumahsakit yang dikehendakinya. Hal ini dapat dilaksanakan oleh
pasien tentu saja dengan pelbagai konsekuensi yang harus

ditanggungnya, misalnya masalah biaya.

. Hak atas rahasia medik

Rumusan rahasia medik seperti yang tercantum dalam beberapa

literatur ialah :

a. Segala sesuatu yang disampaikan oleh pasien (secara sadar
atau tidak sadar) kepada dokter.

b. Segala sesuatu yang diketahui oleh dokter sewaktu
mengobati dan merawat pasien.

Etika kedokteran menyatakan bahwa rahasia ini harus dihormati

oleh dokter, bahkan setelah pasien itu meninggal.

Hak untuk menolak pengobatan atau perawatan serta tindak

medik.

Kerangka Hukum Kesehatan, (Bandung : Mandar Maju, 1990), hal.39-40.
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Beberapa penulis menyebut hak ini sebagai hak untuk
memutuskan hubungan dokter-pasien dan hal ini memberikan
keleluasaan kepada pasien untuk memperoleh alternatif tindak
medik yang lain. Hak ini mermpakan perwujudan pasien untuk
menentukan nasibnya sendini (The Right of Self-determination).

Dengan demikian dokter atau rumah sakit tidak boleh memaksa
pasien untuk menerima suatu tindak medik tertentu, melainkan
dokter harus menjelaskan resiko atau kemungkinan yang terjadi
bila tindak medik itu tidak dilakukan. Bila setelah menerima
penjelasan  pasien tetap menolak,maka pasien harus

menandatangani penolakannya itu.

. Hak atas second opinion.

Dalam usaha mendapatkan “second opinion” dari dokter lain,
maka dokter pertama tidak perlu tersinggung, demikian pula
dengan keputusan pasien setelah mendapatkan “second opinion”.
Tentu saja akibat yang timbul dari perbuatan pasien itu merupakan
konsekuensi pasien itu sendiri.

. Hak untuk mengetahui isi rekam medik.

Secara umum telah diketahui bahwa pasien adalah pemilik isi
rekam medik, tetapi dokter atau rumah sakit adalah pemilik
berkas rekam medik serta bertanggung;iawab sepenuhnya atas

rekam medik tersebut. Apabila pasien menghendaki keluarga atau
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pengacaranya untuk mengetahui isi rekam tersebut, maka pasien

harus membuat ijin tertulis atau surat kuasa untuk itu.”

Soerjono Soekanto merumuskan pokok-pokok hak pasien
yang terdiri dari :

1. hak pasien atas perawatan dan pengurusan, meliputi :

hak untuk menolak cara perawatan tertentu;

hak untuk memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit yang

akan merawat pasien;

hak atas pembatasan terhadap pengaturan kebebasan

perawatan,

hak untuk mengakhiri perjanjian perawatan.

2. Hak pasien atas informasi.
Pasien mempunyat hak untuk mendapatkan informasi tentang
dirinya, tenaga kesehatan yang akan merawatnya, aturan rumah
sakit dan seterusnya. Kecuali itu pasien mempunyai hak untuk
mendapatkan jawaban atas segala pertanyaan yang diajukannya.

3. Hak pasien untuk menclak perawatan tanpa ijin.
Artinya, pasien mempunyai hak untuk memberikan ijin agar
tenaga kesehatan boleh merawatnya. Secara prinsipiel pasien
sendini yang memberikan ijin tersebut. Pengecualiannya adalah :

- pasien dianggap belum cakap untuk rﬁenentukan

kehendaknya menurut hukum, misalnya pasien dibawah

% Ibid, hal. 5-7
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umur yang harus didampingi oleh orang tuanya atau
walinya,

- pasien mengalami gangguan jiwa, sehingga harus
didampingi pengampu.

- pasien dalam keadaan tidak sadar (artinya, dalam keadaan
darurat dianggap sudah ada ijin).

- tindakan-tindakan rutin dalam bidang  keschatan
sebagaimana dilakukan oleh setiap tenaga kesehatan pada
umumnya.

4, Hak pasien perlindungan kerahasiaan.
Ada hubungan antara hak pasien perlindungan kerahasiaan dengan
wajib rahasia kedokteran. Para pihak yang wajib menyimpan
kerahasiaan karena jabatan dan pekerjaannya, mempunyai
kewajiban dan hak untuk tidak bicara.
5. Hak pasien mengenai bantuan hukum, yang mencakup :
- hak pasien menggugat atau menuntut. Hak ini mencakup
beberapa aspek, yaitu :
a. gugatan atau tuntutan mengenai teknis-medis, tenaga
kesehatan, dan aspek-aspek pelayanan perawatan
b. gugatan atau tuntutan mengenai aspek-aspek-rasional
perawatan
c. gugatan atau tuntutan mengenai aspek-aspek organisasi
perawatan
d. gugatan atau tuntutan mengenai aspek-aspek finansial

perawatan
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- hak pasien untuk ganti rugj, antara lain adalah :
a. General damages : akibat langsung dari perilaku tenaga
kesehatan, seperti kesakitan dan penderitaan,
b. Special damages, yaitu :
e biaya perawatan
¢ kehilangan penghasilan
¢ aspek mental, dan seferusnya.
c. Punitive/lexemplary damages . akibat perilaku yang
disengaja oleh tenaga kesehatan.
6. Hak pasien atas mutu lngkungan hidup yang mencakup,
antara
lain
- hak pasien rasa aman dan tidak diganggu terhadap
kesendirian. Hak ini mencakup wewenang pasien untuk
mengendalikan  kemungkinan bahwa  pihak lain
menghubungi dirinya untuk memperoleh informasi
mengenai dirinya.
- hak pasien atas kunjungan selama 24 jam.
7. Hak pasien untuk menasihatkan mengenai percobaan oleh tenaga
kesehatan atau ahlinya.
Seorang pasien‘tidak boleh dipaksa dipergunakan sebagai objek
percobaan berdaéarkan ilmu dan teknologi, tanpa terlebih dulu

memperoleh persetujuannya. >

% prof. Dr. Soesjono Soekanto, SH.MA Op.cit, hal. 33-39,
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3.

4.

Kedudukan Hukum Pasien Sebagai Konsumen Jasa Medis

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan
kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah—kéidah dalam suatu
kehidupan bersama; atau keseluruhan peraturan tingkah laku yang
berlaku dalam suatu kehidupan bersama; atau keseluruhan peraturan
tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yan dapat
dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum itu mengatur
suatu hubungan hukum. Hubungan hukum terdiri dari ikatan-ikatan
antara individu dan individu atau antara individu dan masyarakat.
Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Karena hukum itu
bersifat abstrak, maka tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru
menjadi kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan
dibebani kewajiban. Jadi, hak dan kewajiban itu timbul karena
hukum.*

Sekalipun di dalam hubungan antara dokter dan pasien tujuan
utamanya adalah kepentingan pasien yang berupa pengobatan penyakit
dan perawatan kesehatan, namun karena hubungan dokter dan pasien
merupakan hubungan hukum antara dua subjek hukum sebagai
pendukung hak dan kewajiban, maka hukum melindungi baik
kepentingan dokter maupun kepentingan pasien. Hal ini tidak berarti
bahwa kepentingan yang satu lebih dilindungi daripada kepentingan

yang lain. Hukum justru merupakan sarana unfuk menciptakan

2% Sudikno Mertokusumo R.M. Mengenal Hukum, Suatn Pengantar, (Yogyakarta : Kanisius,
1989, hal. 37.
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keserasian atau terjalinnya keserasian antara kepentingan dokter dan
pasien, sebab keserasian antara kepentingan dokter dan pasien
merupakan salah satu penunjang keberhasilan pelayanan medik
berdasarkan  Sistem Kesehatan Nasional. Dengan demikian
pemahaman terhadap kedudukan pasien sebagai konsumen jasa medis
menurut peraturan hukum yang berlaku adalah sama dan sederajat
dengan kedudukan hukum dokter sebagai penghaﬁil jasa layanan

medis.

B. Hubungan Hukum Dokter Sebagai Penghasil Jasa dan Pasien Sebagai

Konsumen Jasa Medis

1. Hubungan Hukum Dekter dan Pasien
1.1, Pola Hubungan Dokter dan Pasien
Thiroux mengemukakan 3 (tiga) pola hubungan dokter dan
pasien,® yaitu hubungan paternalisme, individualisme dan reciprocal
atau collegial.

Menurut pandangan paternalisme, dokter harus berperan
sebagai orangtua terhadap pasien atau keluarganya. Dalam pandangan
ini, setiap keputusan tentang perawatan dan pengobatan pasien,
termasuk informasi yang dapat diberikan séluruhnya berada di tangan

dokter yang mempunyai pengetahuan superior tentang pengobatan.

%1y, Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik, Op.cit, hal.
44-46.

37




1.2

Pasien, yang tidak mempunyai pengetahuan bidang pengobatan, tidak
boleh campur tangan dalam pengobatan.

Pandangan individualisme, pasien mempunyai hak mutlak atas
tubuh.dan nyawanya sendiri. Dalam pandangan ini, segala keputusan
tentang perawatan dan pengobatan pasien berada dalam tangan pasien
sendiri karena pasien yang mempunyai hak atas dirinya sendiri.
Sedangkan pandangan reciprocal atau collegial, pasien dan
keluarganya adalah anggota inti dalam kelompok, sedang dokter, juru
rawat dan profesional kesehatan lainnya bekerja sama untuk
melakukan yang terbatk untuk pasien dan keluarganya. Dalam
pandangan ini, kemampuan profesional dokter dilihat sesuai dengan
ilmu dan ketrampilannya, dan hak pasien atas tubuh dan nyawanya
sendiri tidak dilihat secara mutiak tetapi harus diberi prioritas utama.
Oleh karena itu, keputusan yang diambil mengenai perawatan dan
pengobatan harus bersifat reciprocal (artinya menyangkut memberi
dan menerima) dan collegial (artinya menyangkut suatu pendekatan
kelompok atau tim yang setiap anggotanya mempunyai masukan yang

sama).

Pelaksanaan Profesi Dokter sebagai Penghasil Jasa Medis |
Konsep profesi mencakup isi, klien, organisasi dan
pengawasan. Suatu profesi berlandaskan atau disusun berdasarkan
suatu kumpulan pengetahuan yang terspesialisasi (isi). Menurut
Everett Hughes, suatu profesi memiliki suatu lisensi dan suatu mandat

untuk melaksanakan pekerjaannya, sebagian disahkan oleh hukum, dan
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sebagian lagi disahkan oleh kesepakatan informal dari masyarakat atau

persetujuan, bahwa tuntutan terhadap status profesional itu memang

benar-benar sah. Sedangkan menurut Friedson, suatu profesi juga
dapat dilihat sebagai status istimewa da]afn pembagian kerja yang
didukung oleh kepercayaan pihak resmi dan kadang-kadang juga oleh
kepercayaan pihak masyarakat, bahwa status itu memang pantas.”’

Menurut Soerjono Soekanto, cin-ciri pokok suatu profesi
antara lain :**

a. Warga masyarakat yang memerlukan bantuan atau jasa
profesional dan memintanya, biasanya berada pada posisi
tergantung. Yang bersangkutan meminta bantuan berdasarkan
tujuan tertentu dalam fikirannya, misalnya agar penyakitnya
sembuh,

k;. Hubungan antara warga ma..«;yarakat yang memerlukan bantuan
profesional dengan pihak yang memberikan jasa profesional
didasarkan pada kepercayaan. Artinya pithak pertama bersedia
memberikan segala informasi yang diperlukan oleh pihak kedua,
hal mana biasanya tidak dilakukan pada pihak lain.

c. Secara umum, apabila warga masyarakat meminta bantuan jasa
profesional atas dasar kepercayaan, tidak dapat menilai kegiatan

atau ketrampilan profesional yang diterimanya.

27 George M. Foster dan Barbara Gallatin Anderson, Antropologi Kesebatan, Penerjemah : Priyanti
Pakan Suryadarma dan Meutia F. Hatta Swasono, Cetakan I, (Jakarta : Penerbit UL, 1986), hal. 210.

® Soerjono Sockanto. Aspek Hukum Keschatan (Suatu Kumpulan Catatan), (Jakarta ; Ind-Hiil Co,
1989), hal, 166-167,
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d. Seseorang yang melaksanakan pekerjaan profesional - yang
didasarkan pada kepercayaan hampir selalu berada pada posisi
mandiri walaupun yang bersangkutan bekerja pada pihak lain.
Walaupun ada taraf otono;ni profesional tertentu, akan tetapi
atasan mempunyai wewenang untuk dalam hal-hal tertentu
memberikan petunjuk-petunjuk yang bersifat korektif.

e. Sifat pekerjaan profesional mengakibatkan bahwa suatu hasil yang
pasti tidak selalu dapat dijamin, hanya ada kewajiban untuk
melakukan pekerjaan sebaik-baiknya. Akan tetapi pembuktian:
bahwa pekerjaan telah dilakukan sebaik-baiknya tidak selalu dapat

dibuktikan dengan mudah.

Selain itu, dapat ditemukan beberapa ciri profesi, antara lain :*

1. merupakan suatu pekerjaan yang berkedudukm tinggi dari para
ahli yang terampil dalam menerapkan pengetahuan secara
sistematis;

2. mempunyai kompetensi secara eksklusif terhadap pengetahuan
dan keterampilan tertentu;

3. didasarkan pendidikan yang intensif dan disiplin tertentu;

4. mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan pengetahuan
dan keterampilannya, serta mempertahankan kehormatan;

5. mempunyai etik tersendiri sebagai pedoman uniuk menilai

pekerjaannya;

2 Dr. Veronica Komalawati, SH.MH, 2002 Op.cit, hal. 19
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6. cenderung mengabaikan pengendalian dari masyarakat atau
individu;

7. pelaksanaannya dipengaruhi oleh masyarakat, kelompok
kepentingan tertentu, dan organisasi profesional . lainnya,

teritama darl segi pengakuan terhadap kemandiriannya.

Pengertian dokter adalah orang yang karena pengetahuan
keilmuannya, diberi hak dan kewajiban untuk memeriksa penderita, |
mendiagnosa penyakitnya, memberikan pengobatan dan menentukan
prognosa secara rasional berdasarkan kaidah ilmu kedokteran. Di
dalam peraturan perundang-undangan tentang kesehatan tidak terdapat
rumusan yang jelas tentang pengertian profesi dokter. Veronica
Komalawati merumuskan bahwa dokter sebagai pengemban profesi,
merupakan orang yang memiliki keahlian keilmuan dalam bidang
kedokteran yang secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan anggota
masyarakat yang memerlukan pelayanannya. Dokter sendiri yang
memutuskan apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan tindakan
profesionalnya, dan secara pribadi bertanggung jawab atas mutu
pelayanan yang diberikannya. Jadi hubungan antara pengemban profesi
dengan anggota masyarakat adalah hubungan personal, yaitu hﬁbungan
antara subjek pendukung hak yang secara formal yuridis mempunyai
kedudukan yang sama, atau dengan kata lain hubungan dokter dan
pasien merupakan hubungan personal yang bersifat horizontal.

Pelaksanaan profesi dokter berorientasi pada pemberian

pelayanan, maka para pelaksananya tidak terlepas dar penilaian

[UFT-PUSTAL-GHNP

e
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1.3.

masyarakat atas penampilan dan perilakunya. Dengan demikian,
seorang dokter dituntut untuk m.elaksanakan profesinya sesuai dengan
standar ilmu dengan keterampilan yang dimilikinya. Hal ini juga
ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (2) Undahg—undang Nomor 23 Tahun
1992 tentang Kesehatan, bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan
tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi dan
menghormati hak pasien®® Adapun yang dimaksud dengan standar
profesi dalam pasal tersebut adalah pedoman yang harus dipergunakan
sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik. Dalam hal ini,
termasuk juga Kode Etik sebagai pedoman perilaku dokter dalam

menjalankan profesinya.

Karakteristik Hubungan Hukum Dokter dan Pasien
Berdasarkan c¢irt yang ditemukan dalam profesi, maka
pekerjaan dokter mempunyai ciri khusus, antara lain merupakan
hubungan vang sangat pribadi karena didasarkan pada kepercayaan.
Menurut Van der Mijn ciri-ciri pokok dalam pelayanan kesehatan
adalah sebagai berikut :*'
1. Setiap orang yang memintakan pertolongan profesional pada
umumnya berada pada posisi ketergantungan, artinya, Bahwa ia
harus meminta semacam pertolongan tertentu dengan maksud

mencapai suatu tujuan khusus; umpamanya, untuk meningkatkan

3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Keschatan, (Surabaya :
Arkola, 1992), hal. 19.

3Van der Mijn. Issues of Health Law, dalam Dr. Veronica Komalawati, SHMH, Hukum dan Etika
dalam Praktek Dokter, Op.cit, hal. 14.
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kesehatannya, melakukan suatu tuntutan hukum atau menyatakan
kehendaknya (membuat wasiat).

Setiap orang yang meminta pertolongan dari orang yang
mempunyai profesi yang bersifat rahasia, tidak dapat menilai

keahlian profesional itu; sekali lagi, ini secara umum;

. Hubungan antara orang yang minta pertolongan dan orang yang

memberi pertolongan bersifat rahasia dalam arti bahwa pihak yang
pertama bersedia memberi keterangan-keterangan yang tidak akan

ia ungkapkan kepada orang lain;

. Setiap orang yang menjalankan suatu profest yang bersifat rahasia,

hampir selalu memegang posisi yang tidak bergantung (bebas),
juga apabila ia tidak berpraktek swasta. Malah dalam kasus
demikian ada otonomi profesi dan hanya beberapa kemungkinan
saja bagi pihak majikan untuk melakukan tindakan-tindakan
korektif,

Sifat pekerjaan ini membawa konsekuensi pula bahwa hasilnya
tidak selalu dapat dijamin, melainkan hanya ada kewajiban untuk

melakukan yang terbaik. Kewajiban itu tidak mudah untuk diuji.

Konsekuensi dari sifat pelayanan kesehatan yang demikian

yaitu kesembuhan pasien tidak selalu dapat dijamin. Hal itu juga

menunjukkan sifat hubungan yang terjadi antara dokter dan pasien,

yakni perjanjian untuk mengupayakan penyembuhan yang harus

dilakukan dengan hati-hati dan usaha keras.
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Mengenai hubungan hukum dokter dan pasien ini Sofwan
Dahlan menguraikan sebagai berikut:*

“Bentuk prestasi yang menjadi kewajiban penyedia jasa layanan
medik amat tergantung dari jenis perikatan yang disepakati,
yaitu inspaning-verbintenis atau resultaat-verbintenis. Jika
sebelumnya tidak ditentukan secara khusus maka yang akan

berlaku adalah jenis perikatan yang lazim, yaitu
inspaning-verbintenis di mana dokter hanya dituntut
untuk memberikan prestasinya berupa upaya medik yang

layak berdasarkan teori kebenaran yang sudah teruji

kebenarannya.”

2. Perjanjian Te;'apeutik Sebagai Dasar Hubungan Hukum Dokter dan
Pasien
2.1. Subjek, Objek dan Tujuan Transaksi Terapeutik

Hubungan  antara  pasien dengan  dokter dalam
pelayanan medis merupakan suatu  hubungan yang saling
mempercayai (konfidensial). Dalam ilmu kedokteran moder sekarang
ini hubungan ini disebut “transaksi terapeutik”.

Transaksi terapeutik dapat digolongkan sebagai perjanjian yang
diatur dalam ketentuan Pasal 1601 Bab 7A Buku HI KUH Perdata,
maka termasuk jenis perjanjian untuk melakukan jasa yang diatur
dalam ketentuan khusus. Ketentuan khusus yang dimaksudkan adalah
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Selain itu
jika dilihat ciri yang dimilikinya yaitu pemberian pertolongan yang

dapat dikategorikan sebagai pengurusan urusan orang lain

32 Sofwan Dahlan. Hukum Kesehatan Rambu-rambu bagi Profesi Dokter, (Semarang : Badan

Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal. 31.
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(zaakwaarneming) yang diatur dalam pasal 1354 KUH Perdata, maka
tliansaksi terapeutik merupakan perjanjian sui generis.

Subjek perjanjian merupakan pihak-pihak yang terikat dengan
suatu perjanjian. KUH Perdata membedakan tigé golongan yang
tersangkut pada penanjian, yaitu . para pihak yang mengadakan
perjar_ljian itu sendiri, para ahli waris mereka dan méreka yang
mendapat hak daripadanya, dan pihak ketiga. oBjek perjanjian
merupakan prestasi, berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata terdapat
tiga macam prestasi,
yaitu : untuk memberikan sesuatu (fe geven), untuk berbuat sesuatu (Ze
doen) atau tidak berbuat sesuatu (of niet te doen).

Apabila dibandingkan dengan perjanjian pada umumnya,
perjanjian terapeutik memiliki beberapa kekhﬁsusan. Menurut
Veronica  Komalawati, kekhususan yang terdapat dalam perjanjian
terapeutik terletak pada subjek, objek dan tujuannya :

a. Subjeknya terdiri dari dokter dan pasien.
Dokter sebagai pemberi pelayanan medik profesional yang
pelayanannya didasarkan pada prinsip pemberian pertolongan, ia
mempunyai kualifikasi dan kewenangan tertentu sebagai tenaga
kesehatan profesional di bidang medik. Seorang pasién tidak
memiliki kualifikasi dan kewenangan tersebut, tetapi memerlukan
pertolongan jasa pelayanan profesional dokter dan atas jasa
tersebut pasien bersedia membayar honorarium kepada dokter

yang menolonguya.
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b. Objeknya berupa upaya medik profesional yang bercirikan
pemberian pertolongan.

c. Tujuannya adalah pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang
berorientasi  kekeluargaan, mencakup kegiatan peningkatan
kesehatan  (promotif), pencegahan penyakit (preventif),
penyembuhan penyakit (kwratif) dan pemulihan kesehatan

(rehabilitatif)

Objek perjanjian terapeutik merupakan pelayanan medis, yaitu
suatu upaya dokter untuk menyembuhkan suatu penyakit yang diderita
pasien melalui tindakan medis. Apabila dilihat dari segi medik, objek
perjanjian terapeutik memiliki berbagai variasi sebagaimana diuraikan
oleh J.Guwandi sebagai berikut :

a. Dokter berusaha menyembuhkan penyakit yang diderita

pasien,

Sifat tindakan adalah Awratif, dengan melakukan
pemeriksaan, menegakkan diagnosis dan memberikan
terapi. Misalnya dokter melakukan operasi usus buntu,
atau dokter merawat pasien demam berdarah.

b. Mernngankan penderitaan.

Dokter berusaha meringankan rasa sakit dengan

memberikan pengobatan dalam kasus penyakit yang tidak

3 Veronica Komalawati, Op.cit, hal. 134.
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bisa dihilangkan. Misalnya pasien kanker diberi obat
anagesik.

. GeneralCheck-up.

Tujuannya adalah uﬁtuk memeriksa apakah pasien
menderita -suatu penyakit atau tidak, yang bisa
mengganggu pekerjaan yang akan diberikan. General
check-up bisa dilakukan dengan cara permintaan pasien
secara sukarela, permintaan calon majikan sebagai syarat
penerimaan pegawai, atau pelaksanaan tugas-tugas khusus
yang akan diberikan dan permintaan karena hendak
menjadi anggota TNI.

. Memperpanjang hidup.

Jiwa pasien hanya bisa ditolong atau diperpanjang
hidupnya untuk jangka waktu tertentu. Misalnya pada
pasten penyakit gagal ginjal (chronic renal failure) harus
dilakukan cuci darah paling sedikit dua kali seminggu.

. Dalam rangka transplantasi.

Alternatif usaha penyembuhan yang lain adalah dengan
cara transplantasi organ, misalnya pada pasien ggal ginjal
yakni transpalntasi ginjal dari donor.

. Dalam pengaturan Family Planning (KB).

Pasien tidak dalam keadaan sakit, tetapi ingin membatasi
atau menjarangkan kehamilan melalui Keluarga Berencana.

Dalam kasus lain, suatu keluarga yang sehat, tetapi tidak
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memperoleh keturunan sehingga diusahakan oleh dokter

melalui inseminasi-buatan.

. Untuk tujuan rehabilitasi atau kosmetik melalui

pembedahan.

Tindakan medis dilakukan untuk rehabilitasi umumnya
dilakukan terhadap pasien yang cacat akibat kelainan
bawaan atau penyakit yang didapat seperti trauma atau
luka bakar.

Imunisasi

Tindakan it dityjukan untuk mencegag terhadap suatu
penyakit tertentu bagi seseorang yang mempunyai resiko
terkena. Misalnya anggota pasien yang menderita Hepatitis
B, dianjurkan sekali untuk mendapatkan vaksinasi
Hepatitis B. Usaha preventif ini bersifat spesifik untuk

mencegah penularan penyakit Hepatitis B.**

Tujuan perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien pada

umumnya adalah untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan
seseorang. Perjanjian terapeutik sebagai bagian pokok dari upaya
kesehatan, memiliki tujuan yang tidak terlepas dari tujuan ilmu

kedokteran, yaitu :

* J Guwandi. Tindakan Medik dan Tanggung Jawab Produk Medik, (Jakarta : Balai Penerbit
FKUI, 1993), hal 48-49.
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a. Untuk menyembuhkan dan mencegah penyakit.

Pemberi pelayanan medik berkewajiban untuk memberikan
bantuan medik yang dibatasi é]eh kriterium memiliki kemampuan
untuk menyembuhkan, dan dapat mencegah atau menghentikan
proses penyakit yang bersangkutan. Secara yuridis ditegaskan
dalam Pasal 50 Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan;

“Tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya

bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan

kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau
kewenangannva.”

. Untuk meringankan penderitaan.

Tindakan medik yang dilakukan dalam penyembuhan
penyalit dan pemulihan kesehatan pasien harus secara nyata
ditujukan untuk memperbaiki keadaan pasien, atau agar keadaan
keschatan pasien lebih baik dari sebelumnya. Secara yuridis,
apabila dokter tidak memenuhi kewajibannya dengan berbuat
sesuatu yang meringankan atau mengurangi perasaan sakit,
sehingga menimbulkan kerugian fisik ataupun non fisik pada
pasien, maka dokter yang bersangkutan dapat dituntut
penggantian kerugian (Pasal 55 Undang-undang No. 23 Tahun

1992 tentang Kesehatan).

. Untuk mendampingi pasien.

Kegiatan mendampingi pasien sama besarnya dengan
kegiatan untuk menyembuhkan pasien. Sekalipun kegiatan teknik

medik dapat merupakan pelayanan yang baik terhadap pasien,

59




hukum telah mewajibkan dokter selaku profesional untuk
melakukan kegiatan pemberian ‘pertolongan maupun kegiatan
secar teknis medik sesuai dengan waktu bekerja yang disediakan,

dengan mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.*

2.2. Syarat Sah dan Akibat Hukum Transaksi Terapeutik

Syarat sah transaksi terapeutik didasarkan pada Pasal 1320

KUH Perdata, yang menyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian

diperlukan 4 (empat) syarat sebagai berikut :

1.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Secara yuridis, yang dimaksud adanya kesepakatan adalah tidak
adanya kekhilafan, atau paksaan, atau penipuan (Pasal 1321 KUH
Perdata). Dihubungkan dengan transaksi ferapeutik sebagai
hubungan interpersonal, maka informed consent untuk
dilakukannya tindakan baik yang bersifat diagnostik maupun
terapeutik adalah merupakan konstruksi dari persesuaian
kehendak yang harus dinyatakan baik oleh dokter maupun pasien
setelah masing-masing menyatakan kehendaknya sehingga
masing-masing telah mendapatkan informasi secara bertimbal

balik.

35 Danny Wiradharma. Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, (Jakarta : PT Binarupa Aksara,

1996), hal.52-54
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Sebenarnya kesepakatan/persetujuan (informed consent) itu pada
umumnya dianggap telah ada, sebab didasarkan atas kondisi-
kondisi sebagai berikut :*

. secéra faktual pasien mau menjalani suatu prosedur kesehatan
dalam rangka penanganan terhadap penyakitnya,

* dengan atau tanpa persetujuan yang faktual yaitu berdasarkan
sikap tindak pasien dapat ditarik kesimpulan bahwa yang
bersangkutan telah memberikan persetujuannya.

2. Kecakapan untuk membuat perikatan. |
Secara yuridis, yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat
perikatan adalah kewenangan seseorahg untuk mengikatkan diri,
karena tidak dilarang oleh undang-undang. Di dalam transaksi
terapeutik, pihak penerima pelayanan medis adalah orang dewasa
yang cakap untuk bertindak. Orang dewasa yang tidak cakap
untuk bertindak memerlukan persetujuan dari pengampunya.
Sedangkan anak di bawah umur memerlukan persetujuan dari
orangtuanya atau walinya.
3. Suatu hal tertentu.

Di dalam Pasal 1333 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu

perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang

paling sedikit ditentukan jenisnya (ayat(1)). Tidaklah menjadi
halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu

terkemudian dapat ditentukan atau dihitung (ayat(2)).

3 Soerjono Sockanto dan Herkutanto. Pengantar Hukum Kesehatan, (Bandung : Nova, 1987),
hal.121.
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Dihubungkan dengan objek dalam transaksi terapeutik, maka
urusan yang dimaksudkan adalah sesuatu yang perlu ditangani,
yaitu berupa upaya penyembuhan. Upaya penyembuhan tersebut
harus dapat dije]askan.karena dalam pelaksanaannya diperlukan
kerja sama yang didasarkan sikap saling percaya antara dokter dan
pasien. Oleh karena upaya penyembuhan yang akan dilakuakan itu
harus dapat ditentukan, maka diperlukan adanya standar
pelayanan medik.

4. Suatu sebab yang halal.
Hal ini oleh undang-undang tidak dielaskan secara tegas, tetapi
dapat ditafsirkan secara contrario menurut ketentuan Pasal 1335
dan Pasal 1337 KUH Perdata.
Di dalam Pasal 1335 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu
perjanjian tanpa sebab, atau yang tefah dibuat karena suatu sebab
yang palsu atau terlarang, tidak mempunyat kekuatan.
Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu sebab adalah
terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila

berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.’

Akibat hukum transaksi terapeutik, sebagaimana perjanjian
lainnya diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, disebutkan
bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka

yang membuatnya sebagai undang-undang. Oleh karena itu, jika

3 Dr, Veronica Komalawati, SHMH. Op.cit, hal 86-94.
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transaksi terapeutik telah memenuhi syarat sahnya perjanjian
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka semua
kewajiban yang timbul mengikat baik dokter maupun pasiennya.

Ada kelompok profesi dokter yang berpendapat bahwa untuk
menghindari tanggung jawab terhadap risiko-risiko yang mungkin
timbul dalam suatu pelayanan medis, sebaiknya dibuat exoneratie
clausule (pasal mengenai pengecualian tanggung jawab) terhadap
akibat tindakan medis tertentu yang dicantumkan dalam informed
consent yang dibuat secara tertulis.

Veronica Komalawati menyatakan bahwa tindakan dokter
dalam pelayanan medis merupakan suatu upaya yang hasilnya belum
pasti, akan tetapi akibat yang timbul dar tindakan itu dapat diketahui
berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dokter yang bersangkutan.
Karenanya, kemungkinan terjadinya kesalahan dalam tindakan medis
merupakan tanggung jawab dokter, sedangkan suatu pembebasan
terhadap kesalahan (kelalaian, kurang berhati-hati) dianggap
bertentangan dengan kesusilaan.*®

Dalam perjanjian dapat dilakukan penambahan atau
pengurangan kewajiban berdasarkan asas kebebasan berkontrak.
Tetapi untuk membuat eksoneras'i' terhadap “akibat yangrtimbul”
karena pelaksanaan perjanjian, harus diperhatikan kepentingan masing-
masing pihak agar tidak bertentangan dengan undang-undang,

kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan.

38 Dr. Veronica Komalawati, SH.MH, Op.cit, hal. 142
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Untuk akibat yang timbul karena pelaksanaan transaksi
terapeutik, eksonerasi hanya dimungkinkan jika tidak bertentangan

dengan undang-undang, kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan.

2.3. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi Terapeutik
Untuk melihat atan mendudukkan hubungan dokter dengan
pasien yang mempunyai landasan hukum, dapat dimulai dengan Pasal
1313 KUH Perdata :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atan lebih mengikatkan dirinva terhadap orang lain.”

Dalam transaksi terapeutik terdapat hubungan atau persetujuan
antara pasien atau keluarga pasien dengan dokter. Di satu pihak pasien
atau keluarga pasien memrilukan kepandaian dan keterampilan dokter
untuk mengatasi masalah kesehatannya, sedangkan di pihak [ain para
dokter mempunyai kepandaian dan keterampilan yang dapat
diberikannya untuk kesembuhan pasien. Dengan demikian akibat
persetujuan ini akan terjadi “perjanjian” antara dua pihak, yang
dilanjutkan dengan “perikatan”.

Dalam undang-undang dijelaskan yang dimaksud dengan
perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di
mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain,
sedangkan pihak yang lain itu berkewajiban memenuhi tuntutan itu.*

Menurut Satjipto Rahardjo :*°

3 M Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, (Jakarta : EGC,
1999), hal. 40.
 Satjipto Rahardjo. lImu Hukum, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 40.
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Hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-
hubungan tertentu yang dipilihnya. Dengan adanya
pengkualifikasian  oleh  hukum, maka terjadilah
hubungan-hubungan itu hubungan hukum. Agar terjadi
hubungan hukum, diperlukan pihak-pihak yang
melakukan hal itu yang disebut subjek hukum,
sedangkan  sasaran dari jalinan hubungan ity
disebut objek hukum.”

Hubungan dokter dengan pasien pada masa kini disebut dengan
transaksi terapeutik . Hubungan para pihak dalam perjanjian tersebut
dapat diterangkan sebagai berikut :*!

“Dalam hukum Perdata; perjanjian antara sang
pengobat dan sang penderita bertolak dari perjanjian
terapeutik,  perjanjian  untuk  mencari  upaya
penyembuhan. Bila para pihak sudah mencapai kata
sepakat (toestemming van degenen die zich verbiden)
dan syarat-syarat mengenai subjek perjanjian (para
pihak) serta objek perjanjian (objek yang diperjanjikan)
sudah dipenuhi, perjanjian tersebut berfungsi sebagai
hukum/undang-undang bagi para pembuat perjanjian
itu.”

Perikatan dalam transaksi terapeutik terjadi antara dua pihak,
yaitu dokter sebagai penghasil jasa medis dan pasien sebagai
konsumen layanan medis. Di dalam pelayanan medis sehari-hari,
hubungan para pihak dalam transaksi terapeutik dapat mengandung
hubungan-hubungan perjanjian yang diatur dalam buku III KUH
Perdata, yaitu : hubungan pemberian kuasa, hubungan pengurusan

sukarela dan hubungan melakukan pekerjaan.

a. Hubungan pemberian kuasa

! Hermien Hadiati Koeswadji. Aspck Medikolegal Keschatan dan Rekam Medik, (Surabaya :
Makalah Forum Masa PPDS 1 UNAIR, tan[a tahun), hal. 18.




Mengenai hubungan pemberian kuasa, KUH Perdata
mengaturnya sebagai berikut :
Pasal 1792 KUH Perdata :

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana

seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang

menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan
suatu urusan.”
Pasal 1793 KUH Perdata :

“Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akte

umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan bahkan dalam

sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu
kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan
disimpulkan dari pelaksana kuasa itu oleh si kuasa.”

Dengan demikian, pemberian kuasa adalah bebas dari suatu
bentuk cara/formalitas tertentu, sehingga merupakan suatu
perjanjian konsensual,** yaitu perjanjian yang sudah mengikat sah
pada detik tercapainya sepakat antara pemberi dan penerima
kuasa.

Pemberian kuasa dapat terjadi secara tegas atau secara
diam-diam. Pemberian kuasa secara tegas terjadi apabila pemberi
kuasa secara nyata memberikan kuasa kepada penerima kuasa,
baik secara tertulis maupun secara lisan. Pemberian kuasa secara
diam-diam terjadi bila dalam pemberian kuasa tersebut tidak ada

perjanjian secara tegas dari pemberi kuasa kepada penerima

kuasa.

2 Subekti. Aneka Perjanjian, (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 1992), hal. 141.
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Ada beberapa kewajiban pokok yang harus dilaksanakan oleh

penerima kuasa dalam hubungan pemberian kuasa, antara lain :*

a. melaksanakan kuasa yang diberikan dengan sebaik mungkin;

b. mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul. sebagai
akibat kelalaiannya;

c. melaporkan dan membuat perhitungan pertanggungjawaban
atas segala sesuatu yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan
kuasa;

d. bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh kuasa
substitusi; dan

e. membayar bunga uang tunai yang diterimanya atas
penggunaan uang untuk kepentingan pribadi.

Dalam perjanjian terapeutik, hubungan pemberian kuasa
dapat terjadi apabila seorang pasien datang kepada dokter dan
menyatakan keluhan-keluhannya. Selanjutnya dokter melakukan
diagnosis dan menentukan terapi yang tepat bagi pasien. Selama
dalam proses diagnosis dan pemberian terapi, pasien menuruti
segala perintah dokter walaupun ia tidak secara langsung
memberikan  pernyataan.  Kepercayaan pasien  terhadap
profesionalitas dokter telah melahirkan pemberian‘ kuasa

sepenuhnya, baik itu dinyatakan secara tegas maupun diam-diam.

b. Hubungan pengurusan sukarela

3 M. Yahya Harahap. Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung : Alumni, 1986), hal 310-311,
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Perjanjian terapeutik dapat pula berbentuk hubungan

pengurusan sukarela (zaakwaarneming)® sebagaimana diatur

dalam Pasal 1354 KUH Perdata :

“Jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat
perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau
lfanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam
mengikat dirinya untuk urusan tersebut, hingga orang yang
diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan
itn.”

Pengurusan sukarela merupakan perikatan yang terjadi jika

seseorang dengan sukarela tanpa diberi kuasa atau memenuhi

permintaan, mengurus kepentingan-kepentingan pihak lain, baik

dengan maupun tanpa sepengetahuan pihak-pihak yang diurus.

Untuk mengurus kepentingan orang lain, di dalamnya

terkandung syarat-syarat 4

a.

b.

Yang diurus kepentingan orang lain;
Ia harus menghendaki dan mengetahui untuk mengurus

kepentingan orang lain;

. Mengurus kepentingan orang lain akan timbul perikatan

untuk meneruskan pengurusannya;,
Orang yang diurus kepentingannya wajib memberikan
pengganti kerugia kepada yang mengurus kepentingannya
atas biaya-biaya yang dikeluarkan;

Mengurus kepentingan orang lain tidak boleh menagih upah;

4 Abdulkadir Muhammad. Hukem Perdata Indonesia, (Bandung : PT Citra Aitya Bhakti, 2000),

hal.245.
45

Purwahid patrik. Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari
Undang-undang), (Bandung : CV Mandar Madju, 1994), hal. 72-73.
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. Apabila pengurusan kepentingan orang lain tidak
sebagaimana  patutnya maka orang yang diurus
kepentingannya tidak berkewajiban untuk menguatkan apa
yang telah dilaksanakan dleh yang mengurus;

. Meninggainya orang yang  berkepentingan  tidak
menghentikan pengurusannya sampai para ahli warisnya

mengambil alihnya.

Pengurusan sukarela yang dilakukan secara wajar dan layak
mengakibatkan semua perikatan yang dilakukan oleh pengurus
sukarela sah menurut hukum. Hubungan pengurusan sukarela
dalam transaksi terapeutik terjadi apabila pasien dalam keadaan
tidak sadar schingga dokter tidak mungkin memberikan
informasi dan meminta persetujuan tindak medis, maka dokter
dapat bertindak atau melakukan upaya medis tanpa seijin pasien
sebagai tindakan berdasarkan zaakwaarneming atau pengurusan
sukarela menurut ketentuan pasal 1354 KUH Perdata. Dalam
keadaan demikian, perikatan yang timbul tidak berdasarkan
suatu perbuatan menurut hukum. Dokter dibebani kewajiban
oleh hukum untuk mengurus kepentingan pasien dengaﬁ sebaik-~

baiknya.

. Hubungan melakukan pekerjaan.

Menurut ketentuan KUH Perdata ada tiga macam hubungan

perjanjian melakukan pekefjaan, yaitu : perjanjian untuk
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melakukan jasa tertentu, perjanjian pemborongan pekerjaan dan
perjanjian perburuhan.

Bentuk hubungan perjanjian pemborongan pekerjaan dan
perjanjian perburuhan tidak diuraikan lebih lanjut dalam tesis ini
karena tidak ada relevansi dengan hubungan hukum para pihak
dalam transaksi terapeutik.

Dalam perjanjian untuk melakukan jasa tertentu; suatu pihak
menghendaki pihak lawannya untuk melakukan pekerjaan guna
mencapai suatu tujuan dan ia bersedia untuk membayar upah.
Segala yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut,
diserahkan kepada pihak lawan karena ia adalah seorang yang
ahli dalam melakukan pekerjaan itu dan sudah memasang tarif
untuk melakukan pekerjaan tersebut. Contoh hubungan ini
terjadi dalam hubungan antara pengacara dengan kliennya,
hubungan notaris dengan khennya, serta hubungan dokter

dengan pasiennya.

3. Informed Consent dalam Hubungan Hukum Doktel; dan Pasien
3.1. Latar Belakang Timbulnya Informed Consent
Consent berasal dari bahasa Latin “consentio™ yang é.rtinya :
persetujuan, ijin, menyetujui, memberi ijin atau wewenang kepada
seseorang untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian informed
consent dapat diartikan sebagai suatu ijin atau pernyataan setuju dart
pasien yang diberikan secara bebas, sadar dan rasional, setelah ia

mendapat informasi yang dipahaminya dari dokter tentang
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penyakitnya. Perlu ditekankan bahwa informasi yang dipahami oleh

pasien artinya informasi itu disampaikan dalam “bahasa” pasien, bukan

dengan “bahasa” atau istilah-istilah medik. Teori “The Idea of

Informed Consent” yang dikemukakan oleh Jay Katz menegaskan,

bahwa pada hakekatnya informed consent adalah suatu pemikiran

bahwa keputusan pemberian pengobatan atas pasien harus terjadi

secara kolaboratif (kerja sama) antara dokter dan pasien.*

Latar belakang informed consent secara prinsip adalah bahwa

settap manusia berhak untuk berperanserta dalam pengambilan

keputusan yang menyangkut dirinya. Hal ini kemudian dijabarkan

menjadi :*’

1.

Pasien harus memahami dan mempunyai informasi yang cukup
untuk mengambil keputusan mengenai perawatan terhadap
dirinya.

Pasien harus memberikan persetujuan atas perawatan
terhadapnya, baik secara lisan atau tertulis, secara eksplisit

maupun implisit.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dasar dari informed

. 4
consent ialah :*

1.

Hubungan dokter-pasien berasaskan kepercayaan.

% Dr. Chrisdiono M. Achadiat. Pernik-pernik Hukum Kedokteran Melindungi Pasier dan
Dokter, Op.cit, hal. 34.

47 Samil RS. Kode Etik Kedokteran Indonesia, (Jakarta : Bagian Obstetri dan Ginekologi FKUI,
1980) hal, 8-15.

8 Soerjono Sockanto. Aspek Hukum Kesehatan, Op.cit, hal 136-137.
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2. Adanya hak otonomi atau menentukan sendiri atas dirinya sendiri.

3. Adanya hubungan perjanjian antara dokter-pasien.

Sofwan Dahlan mengemukakan sebagai berikut:

“Latar belakang diperlukannya ijin pasien adalah karena
tindakan medik yang dilakukan oleh dokter, hasilnya penuh
dengan ketidakpastian (uncertainty) dan tidak dapat
diperhitungkan secara matematik karena dipengaruhi oleh
Jaktor-faktor lain yang berada di luar kekuasaan dan kontrol
dokter; seperti misalnya virulensi penyakit, kepatuhan pasien,
kualitas obat dan sebagainya. Selain itu, hampir semua
tindakan medik mengandung resiko (possibility of bad
consequence) dan bahkan untuk tindakan medik tertentu
selalu diikuti akibat (what follows logically or effectively from
some causal action or condition) yang tak menyenangkan.
Yang pasti, baik risiko maupun akibat buruk yang mengikuti
akan ditanggung dan dirasakan sendiri oleh pasien, bukan
oleh dokter atau orang lain. "

3.2. Fungsi Informed Consent

Informed Consent berperan sebagai sarana dalam upaya
menirigkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan setiap orang
untuk berperan serta dalam upaya medis yang dilakukan, sehingga
dapat meminimaikan risiko.

Melalui informed consent terjalin komunikasi dan informasi
dalam hubungan dokter dan pasien yang dapat mengurangi dari semua
kemungkinan timbulnya ﬁalpractice. Informasi dari dokter b-erﬁmgsi
sebagai pelindung pasien dan untuk menjamin pelaksanaan hak pasien

dalam menentukan apa yang seharusnya dilakukan atau diperbuat

4 Sofwan Dahlan. Hukum Keschatan Rambu-rambu bagi Profesi Dokter, Op.cit, hal. 40.
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terhadap tubuhnya, dan hal ini dianggap lebih penting daripada

penyembuhan itu sendiri.

Informed consent tidak hanya memiliki arti penting bagi pasien,

melainkan juga bagi dokter. Azrul Azwar mengemukakan lima arti

penting informed consent bagi dokter, yaitu :

a.

Dapat membantu lancamya tindakan kedokteran.

Penyampaian informasi kepada pasien mengenai penyakit,
terapi, keuntungan, risiko dan lain-lain, tentang tindakan medik
yang akan dilakukan, akan membantu terjalin hubungan yang
serasi antara dokter dengan pasien. Pasien akan menentukan hal
yang terbaik dengan landasan informasi yang diberikan dokter,
sehingga tindakan medikpun akan lancar dijalani kedua belah
pihak, karena keduanya telah memahami kegunaan semua

tindakan medik itu.

. Dapat mengurangi timbulnya akibat sampingan dan komplikasi.

Penyampaian informasi yang baik akan memberikan
dampak baik dalam komunikasi dokter-pasien, terutama dalam
menerapkan terapi. Dokter sebelum menyuntik pasien dengan
penisilin, maka harus diketahui dulu apakah pasien alergi atau
tidak terhadap obat tersebut. Bila pasien memang alergi, maka
akibat resiko yang besar (anafilaktik shock) dapat dihindari.
Risiko besar itu dapat terjadi, karena dokter enggan untuk
bertanya pada pasien.

Demikian pula dengan tindakan-tindakan pengobatan lain yang

akan dilakukan dokter itu hendaknya dikomunikasikan terlebih
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dahulu dengan pasiennya. Hal yang demikian jelas akan
menguntungkan dokter karena bebas dari tanggung jawab dan

kewajiban menangani akibat/efek.

. Dapat mempercepat prosés pemulihan dan penyembuhan

penyakit.

Oleh karena adanya pengetahuan dan pemahaman yang
cukup dari pasien terhadap tindakan kedokteran yang akan
dilakukan, maka pada proses penyembuhan dan pemulihan akan
lebih cepat sembuh. Keadaan yang demikian jelas dapat

menguntungkan dokter, karena mengurangi beban kernja.

d. Dapat meningkatkan mutu pelayanan.

Lancarnya tindakan kedokteran, berkurangnya akibat
sampingan, dan komplikasi, serta cepatnya proses pemulihan dan
penyembuhan penyakit menyebabkan meningkatnya keberhasilan
mutu pelayanan. Keadaan ini menguntungkan dokter dan dapat
meningkatkan reputasinya sebagai dokter. Apabila hal ini dapat
dipertahankan, maka pada gilirannya akan berpengaruh pada
perbaikan kedudukan dan penghasilan. Pasien akan semakin
banyak menunggu untuk diperiksa karena dasar kepercayaan akan

“kebaikan” dokter telah tertanam di benak mereka.

. Dapat melindungi dokter dari kemungkinan tuntutan hukum.

Perlindungan yang dimaksud disini ialah apabila di satu
pihak, tindakan dokter yang dilakukan memang tidak
menimbulkan masalah apapun, dan di lain pihak, kalaupun

kebetulan sampai menimbulkan masalah, misalnya akibat
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sampingan dan atau komplikasi, sama sekali tidak ada hubungan
dengan kelalaian atau kesalahan tindakan (malpractice).
Timbulnya masalah tersebut semata-mata hanya karena berlakunya
prinsip ketidakpastian hasil dari setiap tindakan kedokteran/medik.
Dengan perkataan lain, semua tindakan kedokteran yang
dilakukan tersebut, memang telah sesuai dengan standar pelayanan

profesi (standar profesi medik) yang telah ditetapkan,™

Informed consent sebagai jalur komunikasi dua arah antara
dokter dengan pasien belum termanfaatkan dengan baik. Hal ini
membuka peluang terjadinya tuntutan hukum kepada dokter oleh
pasien, ketika timbul kerugian yang diderita pasien karena kurang atau
tidak diberikannya informasi oleh dokter.”!

Menurut Pinky Saptandari Wisjnubroto, tingkat keberhasilan
proses komunikasi dalam hubungan dokter dan pasien dipengaruhi
oleh : kecakapan dokter, sikap dokter, pengetahuan dokter sebagai
komunikator, dan sistem sosial budaya. Sedangkan faktor-faktor
penghambat komunikasi adalah : kecakapan kurang dalam
berkomunikasi, sikap yang kurang tepat, kurang pengetahuan, kurang

memahami sistem sosial budaya, prasangka yang tidak beralasan, jarak

50 Azrul Azwar. Latar Belakang Pentingaya Informed Consent, (Jakarta : Makalah Seminar
Rumah Sakit Pertamina, 1991), hal.6-7. .

5! Marthalena Pohan. Tanggung Gugat Advokat, Dokter dan Notaris, (Surabaya : Bina Iimu,
1995), hal 18.
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fisik, tidak ada persamaan persepsi, mendominir pembicaraan dan
bicara berlebihan.**

Soerjono  Soekanto mengemukakan bahwa, tidak setiap
informasi yaﬁg diberikan oleh dokter dapat dipahami oleh pasien. Ada
beberapa penyebab pasien tidak memahami informasi yang diberikan
oleh dokter, yaitu karena tidak ada kepastian dan informed consent
berisi aspek-aspek hukum. Dokter berbicara mengenai istilah-istilah
kedokteran yang tidak dapat dipahami oleh pasien awam, atau kadang-
kadang diskusi antara pasien dan dokter timbul keadaan konflik karena
adanya kesalahpahaman. Kadang-kadang pasien tidak memahami
hukum dan juga dokter tidak mengerti hukum, sehingga perlu adanya
penyerasian antara istilah awam dengan istilah hukum dan

kedokteran,

C. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Medis

1. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen

. Perkembangan Perlindungan Konsumen

Perhatian dunia terhadap masalah perlindungan konsumen
semakin meningkat pada dua dasawarsa terakhir dengan rﬁaraknya
gerakan pertindungan konsumen di Eropa dan Amerika. Di Amerika,
untuk pertama kalinya, dalam rangka perlindungan konsumen, J.F

Kennedy memformulasikan empat hak dasar, yaitu :

52 Pinky Saptandari Wisjnubroto. Manfaat Pertindik bagi Masyarakat, (Surabaya : Makalah
Kongres Nasional IV Perhuki, FK Unair, 26-27 Juli 1996), hal.4.
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d.

Hak memperoleh keamanan dan kesehatan (the right
safety);

. Hak memilih (the right to choose);

Hak mendapat informasi yang jujur (the right to be
informed)
Hak untuk didengar (the right to be heard)™

Dt Eropa, Masyarakat Ekonomi Eropa (Furopese Economische

Gemeenschap atan ECG) merumuskan lima hak dasar konsumen,

yaitu ;*°

a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan

b.
c.
d.
e.

Hak perlindungan kepentingan ekonomi
Hak mendapat ganti rugi

Hak atas penerangan -

Hak untuk didengar

Kemudian, Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) melalui Resolusi

No. 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (Guidelines

Jor Consumer Protection), menyatakan bahwa kepentingan konsumen

yang perlu dilindungi meliputi :

&.

b.

Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap
kesehatan dan keamanannya;

Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi
konsumen;

Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen
untuk memberikan kemampuan bagi mereka melakukan
pilihan yang sesuai dengan kehendak dan kebutuhan

pribadi;

. Pendidikan konsumen;

Tersedianya upaya ganti rugi yang efekty’

. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau

organisasi lainnya yang relevan dan memberikan
kesempatan  kepada  organisasi  fersebut  untuk

53 Soerjono Soekanto. Op.cit, hal 22-23.
54 1 F Kennedy (1962) dalam Munir Fuady. Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, (Bandung :

PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 165.

55 Mariam Darus Badrulzaman, Perfindungan terhadap Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian
Baku (Standar), (Jakarta : Makalah Simposium Aspek-aspck Hukum Masalah Perlindungan
Kensimen, BPHN< Bina Cipta, 1980), hal.6.
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menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan
keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.’®

Oleh karena itu menurut ketentuan Resolusi PBB, berlaku

etika bagi produsen barang dan pemberi jasa profesional. Bagi pemberi

jasa profesional (termasuk dokter), berlaku etika bahwa jasa yang
diberikan harus :

a. Menjamin kehati-hatian (duty of care) dalam memberikan
jasa, karena kepercayaan yang diberikan oleh pemben jasa
harus dipelihara oleh penerima jasa;

b. Menjamin kerahasiaan (confidentialy) atas data dan
informasi milik pemberi jasa, karena pemberi jasa pada
umumnya memberikan akses terhadap data dan informasi
yang dimilikinya bagi penerima jasa;

c. Bebas dari benturan kepentingan (avoiding conflict of
interest) antara pembeﬁ jasa dan penerima jasa lainnya dari

satu pemberi jasa yang sama,

d. Dilakukan sebaik mungkin (best effors), karena

keberhasilan pemberian jasa oleh pemberi jasa tidak diukur
dari hasil pemberian jasa, melainkan diukur dari usaha atau

proses yang dilakukan oleh pemberi jasa.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah
tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah. Oleh

karena itu, menurut John W. Head diperlukan upaya perlindungan

% Loc.cit.

78




konsumen melalui Hukum Perlindungan Konsumen. Suatu upaya

perlindungan konsumen hendaknya mengandung hal-hal sebagai

berikut :

a.

Hukum yang member]afcukan persyaratan keadilan dalam
kontrak berbentuk standar;

Hukum yang mengharuskan pemberian informasi kepada
konsumen;

Hukum yang melarang praktek jual beli tertentu;

Hukum yang menjamin akses kepada konsumen atas
informasi keuangan yang berhubungan dengan bisnis atau

diri mereka sendin;

. Mengandung peraturan pengadilan tertentu untuk

menyelesaikan kasus sengketa konsumen,®’

1.2. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum

konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat

mengatur,

yang mengandung sifat yang melindungi konsumen.

Sedangkan Hukum Konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas

dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah

antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa

konsumen, di dalam pergaulan hidup.™®

57 John W. Head. Pengantar Umum Hukum Ekonomi No.1, (Jakarta : Proyek Elips dan FH UI,

1997), hal.64-65.

5% Az. Nasution Konsumen dan Hukum, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), hal, 34-35.

79




Menurut norma hukum positif Indonesia, landasan yuridis
tertinggi perlindungan konsumen di Indonesia terdapat dalam Pasal 23
ayat (1) UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa :

“Segala warga negara bersamaan kedudukarmya dalam

hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal tersebut memberikan landasan konstistusional bagi perlindungan
konsumen di Indonesia, karena dalam ketentuan itu secara jelas
dinyatakan bahwa kedudukan hukum semua warga negara adalah sama
sederajat (equality before the law). Sebagai warga negara, kedudukan
hukum konsumen adalah sama dengan penghasil barang dan jasa.
Landasan konstitusional tersebut juga berkaitan erat dengan konsep
bahwa setiap orang adatah konsumen,”

Dalam rangka menciptakan landasan hukum yang kuat bagi
pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat,
untuk melaksanakan pemberdz;yaan konsumen melalui pembinaan dan
pendidikan, pada tanggal 20 April 1999 telah disahkan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan ketentuan undang-undang fersebut, perlindungan
konsumen di Indonesia diselenggarakan sebagai usaba bersama
berdasarkan lima asas, sebagaimana termuat dalam Pasall 2 dan
Penjelasan Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen :

a. Asas Manfaat

5% Sidharta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta : PT Grasindo, 2000), hal. 74.
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Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala
upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi  kepentingan

konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.,

. Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipast seluruh rakyat dapat
dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan kesempatan
kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya

dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

. Asas keseimbangan

Asas  keseimbangan  dimaksudkan untuk  memberikan
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan

pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada
konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan

barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha
maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara

menjamin kepastian hukum.
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1.3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen Berlaku bagi Bidang Jasa Pelayanan Medis

Kemajuan teknologi kedokteran dan perkembangan industri

kesehatan, telah menempatkan pasien sebagai konsﬁmen jasa industni
kesehatan. Industri Kesehatan menurut Benyamin Lumenta,
merupakan suatu mekanisme pemberian dan pémanfaatan pelayanan
kesehatan sebagai suatu uapaya inovasi, aktivasi dan motivasi
pelayanan kesehatan, dengan konsekuensi primer berupa pemenuhan
suatu hak, yaitu hak pasien atau hak konsumen dan konsekuensi
sekunder berupa imbalan,* ;
Tanpa disadari, kemajuan teknologi kedokteran telah
menimbulkan kompetisi dalam perkembangan industri kesehatan.
Kompetisi industri keschatan dalam arti positif, merupakan
kemampuan untuk menberikan kepadf; konsumen barang atau jasa
pemeliharaan kesehatan yang bermutu lebih tinggi, berharga lebih
rendah, pelayanan yang lebih sempurna, lebih mudah terjangkau dan
memenuhi kebutuhan, tuntutan, harapan dan kepuasan konsumen.®’
R.Sianturi mengemukakan; pasien selaku konsumen jasa
pelayanan kesehatan sering menghadapi beberapa masalah, antara

lain 2

&0 Benyamin Lumenta. Pasien, Citra, Peran, dan Perilaku, Tinjauan Fenomena Sosiai,
(Yogyakarta : Kanisius, 1989), hal.90.

6 Samsi Jacobalis. Apa dan Bagaimana Globalisasi Ekonomi serta Liberalisasi Industri Jasa
Kesehatan di Indonesia, (Surabaya : Makalah Kongres Nasional PERHUKI, FK Airlangga, 26-27
Juli 1996), hal 9.

6 R Sianturi, Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Peraturan Perundang-undangan
Kesehatan, (Jakaria : Makalah Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen,
BPHN, Bina Cipta, 1990), hal.1-2. ) :
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a. Tarf pelayanan kesehatan batk di sarana kesehatan
pemerintah maupun sarana keschatan swasta dirasakan
terlalu tinggi dan di luar jangkauan kemampuan sebagian
besar niasyarakat;

b. Pada beberapa sarana pelayanan kesehatan fungsi sosialnya
kurang terlihat;

c. Tarif dokter dan dokter gigi dirasakan terlalu tinggi;

d. Kualitas pelayanan kesehatan pada umumnya menurun,
walaupun kuantitasnya bertambah. Hal ini menampakkan
kurangnya komunikasi antara pembern jasa dan orang sakit
sebagai penerima jasa;

e. Harga obat di apotek dirasakan terlalu tinggi dan sering

terjadi kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien.

Lebih khusus lagi, Howard B. Waitkin dan Barbara Waterman
menegaskan; perlindungan pasien selaku konsumen jasa kesehatan
perlu diberikan karena lemahnya kedudukan pasien dalam transaksi
terapeutik yang disebabkan oleh adanya penstratifikasian dalam sistem
kesehatan yaitu adanya unsur kewenangan cialam sistem kesehatan.
Kewenangan itu meliputi : wewenang yang didasarkan atas iceahlian
(authority of expertice; keahlian teknis), yaitu keahlian teknik di

bidang medik dan wewenang yang muncul akibat birokratisasi dunia
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kedokteran (authority of office; keahlian kantor), yaitu peluang untuk
menduduki jabatan tinggi dalam struktur birokrasi.®®

Undang-undang no.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen merupakan landasan hﬁkum yang kuat untuk menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi
konsumen maupun pelaku usaha yang beritikad batk. Menurut

Sarsintorini  Putra, Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen tetap berlaku pada jasa pelayanan kesehatan
dengan dasar hukum sebagai berikut :**

a. Penjelasan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa undang-undang
tersebut adalah payung yang mengintegrasikan dan memperkuat
penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen (an
umbrella aci),

b. Ketentuan Peralihan, Pasal 64 Undang-undang Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen berbunyi :

“Segala ketentuan peraturan perundang-undangan
yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada
pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan
atau tidak bertentangan dalam undang-undang ini.”

c. Menganut asas lex specialis derogat lex generalis artinya

ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Undang-

undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sebagai Jex

%3 11 B. Waitzkin dan B. Waterman. Sosiologi Keschatan, (Jakarta : Prima Aksara, 1993), hal.113.
# Sarsintorini Putra. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Jasa Pelayanan Keschatan untuk
Mewujudkan Derajat Kesehatan yang Optimal, (Orasi [lmiah dalam Dies Natalis ke-37
Universitas 17 Agustus 1945, 30 Agustus 2000)
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specialis, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen sebagai lex genmeralis. Artinya jika
kedua-duanya mengatur, maka yang berlaku adalah yang bersifat
khusus, yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan, Namun jika dalam Undang-undang No. 23 Tahun
1992 tentang Kesehatan tidak mengatur sendiri, maka Undang-
undang No.8 Tahun 1999 tentang Konsumen berlaku untuk jasa

pelayanan kesehatan.

Dalam perspekiif, secara umum diharapkan bahwa Undang-
undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dapat berfungsi
sebagai alat untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna
penyelenggaraan pembangunan kegehatan yang meliputi upaya
kesehatan dan sumber daya, penjangkan perkembangan yang semakin
kompleks yang akan terjadi dalam kurun waktu mendatang dan
pemberi kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemberi dan

penerima jasa pelayanan kesehatan.®

2. Hak-hak Pasien yang Dilindungi oleh Hukum
2.1.  Hak atas Informasi dan Memberikan Persetujuan
Persetujuan yang diberikan oleh pasien haruslah didasarkan
atas informasi yang diberikan sebelumnya oleh seorang dokter.

Sebelum menjalani perawatan, pasien berhak atas informasi mengenai

65 M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Keschatan, Op.cit. hal. 30.

85




perawatan dan risiko-risikonya. Proses ini lazim disebut informed
consent.”

Dalam hubungan dokter dengan pasien, informed consent
sangat diperfukan karena masing-masing pihak akan terlindungi oleh
hukum. Kurangnya informasi yang diberikan oleh dokter atau bahkan
sama sekali tidak diberikan, yang kemudian dapat menyebabkan
timbuinya akibat kerugién pada pasien akan melahirkan gugatan pada
pasien terhadap tanggung jawab hukum dokter.”’

Dasar yuridis dan keharusan memperoleh ijin atau persetujuan
pasien menurut Sollis seperti dikutip J.Guwandi adalah :

a. Hubungan kontrak berdasarkan Pasal 1320, 1321 KUH
Perdata (Burgerlijk Wetboek). Untuk sahnya suatu
perjaﬁjian diharuskan adanya suatu ijin atau persetujuan
yurisdis. Dan suatu ijin yang diperoleh berdasarkan
kekhilafan, tekanan atau tipuan secara yuridis tidak
mempunyai nilai hukum (Pasal 1321 KUH Perdata).

b. Hak asasi manusia untuk menentukan nasibnya sendiri
terhadap tububnya.

c. Hukum pidana yang memberikan dasar pembenaran
hukum untuk tindak medik, asalkan sudah mexﬁperoleh

persetujuan pasien %

% Danny Wiradharma. Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, (Jakarta : Binarupa Aksara, 1996),
hal.12-13.
67 Soerjono Soekanto dan Herkutanto. Op.cit, hal. 123.

68 gollis dalam J. Guwandi. Trilogi Rahasia Kedokteran, (Jakarta : Balai Penerbit FKUI, 1992),
hal.22,
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Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 12 Permenkes No.
585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindak Medik, seorang
dokter harus melaksanakan tindakan medik dengan persetujuan pasien.
Persetujuan dapat diberikan secara lisan/tulisan kepada i)asien dewasa
atau orang tua/wali bagi pasien minor. Dokter bertanggung jawab atas
pelaksanaan ketentuan informed consent.

Menurut Fred Ameln ada empat golongan pasien yang hak atas
informasinya dikesampingkan karena alasan-alasan tertentu, yaitu :
pasien yang akan menjalani pengobatan dengan “placebo” (sugestif
therapeuticum), pasien yang akan merasa dirugikan bila mendengar
informasi tersebut, pasien yang sakit jiwa dan pasien yang belum
dewasa.”

Pelanggaran pelaksanaan informed consent oleh dokter dapat
dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 13
Permenkes No. 585/1989 tentang Persetujuan Tindak Medik
(informed consent),

“Terhadap dokter yang melakukan tindakan medik tanpa

adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya dapat

dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sural ijin
prakteknya. ”
Hak atas Rahasia Kedokteran

Kewajiban dokter untuk menjaga kerahasiaan dikenal dengan

wajib simpan rahasia kedokteran. Ada beberapa pengertian yang

berkaitan dengan wajib simpan rahasia ini, yaitu : rahasia pekerjaan,

% Fred Ameln dalam Herkutanto. Panduan Aspek Hukum Praktek Swasta Dokter, (Jakarta :
Yayasan Pencrbit ID1, 1994), hal.35.

37




rahasia jabatan dan rahasia kedokteran. Rahasia pekerjaan adalah
rahasia yang diketahui seseorang karena pekerjaannya atau profesinya,
sedangkan rahasia jabatan adalah rahasia yang diketahui seseorang
karena jabataﬁ yang diembannya.

Bagi seorang dokter yang melaksaﬁakan profesi di praktek
pribadi, maka rahasia yang diketahuinya termasuk dalam golongan
rahasia pekerjaan. Segala rahasia yang diketahuinya ketika ia bekerja -
di rumah sakit, merupakan rahasia jabatan. Dengan demikian, kedua |
jenis rahasia tersebut menjadi satu apabila seorang dokter bekerja di
rumah sakit.

Dasar hukum yang mengikat tenaga kesechatan (dokter)
mengenai wajib simpan rahasia kedokteran terdapat dalam
beberapa ketentuan,
yaitu :

a. Lafal Sumpah Dokter, berbunyi :

“Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya
ketahui karena pekerjaan saya sebagai dokter.”

Lafal Sumpah Dokter diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 1960, sehingga dokter yang melanggar ketentuan ini
bisa dikenakan sanksi hukum.

b. Kode Etik Kedokteran Indonesia, Bab II Pasal 11 berbunyi :
“Seorang dokter wajib merahasiakan segaka sesuatu yang
diketahuinya tentang seorang pasien, karena kepercayaan
yang telah diberikan kepadanya, bahkan juga setelah

pasien ity meninggal.”

c. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan

Rahasia Kedokteran
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Pasal 1 :

“Yang dimaksud dengan rahasia kedokteran ialah segala
sesuatu yang diketahui orang-orang tersebut dalam Pasal

3 pada waktu atau selama melakukan pekerjaan dalam
lapangan kedokteran.”

Pasal 2 :

“Pengetahuan tersebut dalam Pasal 1 harus dirahasiakan
oleh orang-orang dalam Pasal 3, kecuali apabila suatu
peraturan lain yang sederajat atau lebih tinggi dari
Peraturan Pemerintah ini menentukan lain.”

Pasal 3 :

“Yang diwajibkan menyimpan rahasia dimaksud ialah :
a. Tenaga kesehatan memirut Pasal 2 U] tentang Tenaga
Kesehatan, Lembaran Negara Tahun 1963 No. 7 adalah :
(1) Tenaga kesehatan sarjana, antara lain: dokter,
dokter gigi, apoteker dan sarjana lain di bidang
kesehatan.
(2) Tenaga kesehatan sarjana muda, menengah dan
rendah, antara lain:
e di bidang farmasi : asisten apoteker
e di biddang kebidanan : bidan
e di bidang kesehatan masyarakat : penilik
kesehatan, nutrisionis
e di bidang kesehatan lain
b. Mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam
lapangan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan
dan orang lain yang ditetapkan oleh menteri
kesehatan.”

d. Pasal 53 ayat (2) dan penjelasannya, Undang-undang No. 23
Tahun 1992 tentang Kesehatan
e. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan
Pasal 22 ayat (1) b dan penjelasannya
“Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu (dokter dan perawat)
dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk

menjaga kerahasiaom identitas dan data kesehatan pribadi
pasien.”
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f. Surat  Edaran  Jenderal Pelayanan Medik  Nomor
YM.02.04.3.5.2504 Tanggal 10 Juni 1997 tentang Pedoman Hak
dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit.

Romawi IIT b angka 5 :
“Dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang
diketahuinya tentang seorang penderita, bahkan juga
setelah penderita itu meninggal dunia. "
2.3. Hak atas Pendapat Kedua

Pasien mempunyai hak untuk mendapatkan penjelasan dari
dokter lain mengenai penvakitnya dalam hal ini idealnya dilakukan
dengan sepengetahuan dokter pertama yang merawatnya.”’ Hal ini
dimaksudkan untuk memberi bahan perbandingan bagi pasien dan
kemungkinan alternatif tindakan pengobatan lain, sebelum pasien
memberikan persetujuan atas kelanjutan tindakan medis yang akan
dilaksanakan.

Pendapat kedua merupakan kerja sama antara dokter pertama
dengan dokter kedua atas inisiatif pasien, karena apabila atas
inisiatif dokter pertama maka yang terjadi adalah rujukan pada dokter
kedua. Dokter pertama akan memberikan seluruh hasil pekerjaannya
kepada dokter kedua untuk dipelajari. Apabila dokter kedua melihat

adanya perbedaan, maka mereka akan membicarakan tentang

perbedaan diagnosa yang dibuat oleh keduanya.”

'® Rofak Setyowati. Tinjauan Yuridis Tentang Tindakan Medis Dokter terhadap Pasien,
(Semarang : Majalah Masalah-masalah Hukum FH Undip Semarang, No.4 Tahun 1995), hat.24.

! Danny Wiradharma. Pengantar Hukum Kedokteran, Op.cit, hal. 70.

72 Wila Chandrawila Supriadi. Hukum Kedokteran, (Bandung : CV Mandar Maju, 2001), hal. 21.
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Dasar hukum mengenai hak pasien atas pendapat kedua, antara
lain terdapat dalam :

a. Pasal 53 ayat (2) dan penjelasannya dalam Undang-undang No. 23
Tahun 1992 tentang Kesehatan.

b. Pasal 22 ayat (1)a dan penjelasannya dalam Peraturan Pemerintah
RI No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

c. ISurat Edaran  Jenderal  Pelayanan  Medik  Nomor
YM.02.04.3.5.2504 tanggal 10 Juni 1997 tentang Pedoman Hak
dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit.

Dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, pada intinya
disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas profesi seorang tenaga
kesehatan harus menghormati hak pasien, salah satunya hak atas

pendapat kedua.

Hak atas Melihat Rekam Medik

Sejarah rekam medis telah bertangsung sejak jaman purba,

yang dibuktikan melalui penemuan arkeologi berupa lukisan tentang

trepanasi dan amputasi di dinding gua batu di Spanyol (berumur
kurang lebih 25.000 tahun SM).”
Rekam Medik oleh Waters dan Murphy didefinisikan sebagai

kompendium (ikhtisar) yang berisi informasi tentang keadaan pasien

7 Amri Amir. Bunga Rampai Hukum Kesehatan, (Jakarta : Penerbit Widya Medika, 1997), hal.38.
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selama dalam perawatan penyakitnya atau selama dalam pemeliharaan

kesehatannya.”

Pertimbangan yang melatarbelakangi perlunya dibuat rekam

medik ialah untuk mendokumentasikan semua kejadian yang

berkaitang dengan kesehatan pasien serta menyediakan media

komunikasi di antara tenaga kesehatan bagi kepentingan perawatan

penyakitnya yang sekarang maupun yang akan datang. Oleh sebab -

itulah maka semua data medik perlu diungkap dan dicatat dalam

bentuk sedemikian rupa.”

a.

Rekam Medik diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut
Keputusan Menteri Kesehatan RI No.031/Birhup/1972, yang
menyatakan, semua rumah sakit diharuskan mengerjakan medical
recording dan reporting serta hospital stafistic;

Keputusan Menteri Kesehatan RI No.034/Birhup/1972 tentang
Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit, disebutkan bahwa
guna menunjang terselenggaranya Rencana Induk (master plan)
yang baik, maka setiap rumah sakit diwajibkan untuk :
1. Mempunyai dan merawat statistik yang up (o dafe
2. Membina medical record yang berdasarkan keteniuan-
kefentuan yang relah ditetapkan.
Surat Keputusan Menteri Kesehatan Rl No.

134/Menkes/SK/TV/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata

™ Sofwan Dahlan, Hukum Kesehatan Rambu-rambu bagi Profesi Dokter, (Semarang : Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal. 73.

5 Loc.cir.

' J. Guwandi. Trilogi Rahasia Kedokteran, Op.cit, hal 51-53.




Kerja Rumah Sakit Umum, menyatakan; Sub bagian pencatatan
medis mempunyai tugas mengatur pelaksanaan kegiatan

pencatatan medis;

d. Fatwa IDI tentang Rekam Medis dalam Surat Keputusan

Pengurus Besar IDI no. 315/PB/A 4/88 tanggal 8 Februari 1988,
menyatakan  bahwa praktek profesi kedokteran harus

melaksanakan rekam medis:

e. Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang

Kesehatan;

f. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga

Kesehatan.
Pasal 22 ayat (1)e :
“Bagi lenaga kesehatan jenis tertentu (dokter dan perawat)

dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk
membuat dan memelihara rekam medik.

h. Surat  Edaran  Jenderal  Pelayanan Medik  Nomor

YM.02.04.3.5.2504 tanggal 10 Juni 1997 tentang Pedoman Hak
dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit.

Romawi IIT b angka 8 :

“Dokter wajib membuat rekam medis yang baik secara
berkesinambungan berkaitan dengan keadaan pasien. ™

Permasalahan yang sering timbul berkaitan dengan rekam
medik adalah mengenai kepemilikannya. Menurut Annas, rekam medik

merupakan milik dokter atau rumah sakit, sedangkan informasi di
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dalamnya milik pasien.” Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
749a/Menkes/Per/X11/1989 tentang Rekam Medis/Medical Record,
menyatakan bahwa :

a. Berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan,

b. Isi rekam medis milik pasien.

Rekaman medis mempunyai peranan dan manfaat yang sangat
penting dalam pelayanan kesehatan. Manfaat rekam medis ada lima,
yaitu ;™

- Dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien,
- Bahan pembuktian dalam perkara hukum,

- Bahan untuk keperfuan penelitian dan pembuktian,

- Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan, dan

- Bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.

3. Aspek Yuridis bagi Pasien sebagai Konsumen Jasa Medis
3.1. Aspek Hukum Pidana Perlindungan Pasien
Aspek Hukum Pidana bagi perlindungan pasien meliputi dua
hal utama yaitu mengenai ketentuan pidana yang menyangkut
kejahatan/pelanggaran yang berkaitan dengan praktek kedokteran dan
sanksi administratif yang dapat diberikan pada pelanggaran-

pelanggaran pelaksanaan upaya kesehatan oleh dokter di rumah sakit.

T Annas dalam Benyantin Lumenta. Pasien, Citra, Peran dan Perilaku, (Yogyakarta ; Penerbit
Kanisius, 1989), hal. 96.

7 M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, (Jakarta : Penerbit
Buku Kedokieran EGC, 1999), hal.63.
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Seorang dokter sebagai pemberi jasa profesional dapat dipaksa
untuk memenuhi ketentuan yang bersifat melindungi kepentingan
publik. Sanksi Hukum Pidana yang bersifat lebih keras daripada sanksi
hukum yang lain disebut wltimum remedium. Barda Nawawi Arief
mengemukakan bahwa Hukum Pidana bersifat subsider.”” Sifat
subsider ini mengandung makna bahwa sanksi Hukum Pidana itu
janganlah digunakan sebagai sarana primair, tetapi hendaknya
digunakan secara selektif sebagai pengganti apabila sarana-sarana lain
dipandang tidak mampu. Ia harus digunakan secara selektif, karena
pada hakekatnya sanksi pidana itu sendiri mengandung unsur
penderitaan.

Sementara menurut  Muladi  tindakan tegas  dengan
menggunakan saran pidana dapat digunakan pada perlindungan pasien
dengan cukup alasan, dan mengingat segala sesuatu agar tidak
bertentangan dengan kode etik penggunaan hukum pidana, yaitu :

a. Jangan menggunakan hukum pidana dengan secara emosional
untuk melakukan pembalasan semata-mata;

b. Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk memidana
perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya;

c. Hukum pidana jangan dipakai guna mencapai suatu tujuan yang
pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama

efektifnya dengan pendenitaan atau kerugian yang lebih sedikit;

' Barda Nawawi Aricf. Pelengkap Bahan Kuliah, Hukum Pidana I, (Semarang : Yayasan Sudarto,
FH Undip, 1990), hal. 68.




. Jangan memakai hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkan

oleh pemidanaan akan lebih besar daripada keruagian yang

diakibatkan oleh tindak pidana yang akan dirumuskan:

. Hukum pidana jangan digunakan apabila hasil sampingan (by

product} yang ditimbulkan lebih merugikan dibandingkan dengan

perbuatan yang akan dikriminalisasikan;

. Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak dibutuhkan oleh

masyarakat secara kuat;

. Jangan menggunakan hukum pidana, apabila penggunaannya

diperkirakan tidak dapat efektif (unenforceable).

. Hukum pidana harus uniform, unvarying and universalistic;
. Hukum pidana harus rasional;

. Hukum pidana harus menjaga keserasian antara order,

legitimation and competence;

Hukum pidana harus menjaga keselarasan antara social defence,
proceduralfaorness and substantive justice,

Hukuim pidana harus menjaga keserasian antara moralis komunal,
moralis kelembagaan dan moralis sipil;

Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan  korban
kejahatan;

Dalam hal-hal tertentu hukum pidana harus mempertimbangkan
secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus
didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan yang

bersifat non penal (prevention without punishment),
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p. Penggunaan hukum pidana sebaiknya harus diarahkan pula untuk
meredam faktor krimonogen yang menjadi kuasa utama tindak

pidana.
3.2. Aspek Hukum Perdata Perlindungan Pasien

Aspek Hukum Perdata perlindungan pasien dalam perjanjian
terapeutik dibertkan melalui Hukum Pertanggungjawaban Profesi (the
law of profesional liability). Bidang hukum ini merupakan bagian dari
hukum perjanjian, yaitu hukum teniang hukum perjanjian melakukan
jasa profesional. Menurut Komar Kantaatmadja™, tanggung jawab
profesional merupakan tanggung jawab hukum (fegal liability) dalam

hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien.

Jadi pada prinsipnya pemberi jasa profesional (termasuk
dokter), bertanggung jawab atas jasa yang diberikannya serta dapat
diminta memberikan ganti rugi bila terjadi wanprestas_i atau
malpraktek, baik atas dasar cantractual liability atau fortius liability
(onrechmatigesdaad). Dengan demikian pertanggungjawaban profesi,
dimaksudkan untuk melindungi konsumen jasa dari perbuatan pemberi
jasa yang ingkar janji atau pemberi jasa yang melakukan malpraktek.®'

Selain itu, menurut kepustakaan Hukum Perdata, tanggung

jawab perdata dokter untuk memberikan ganti kerugian dapat timbul

# Komar Kantaatmadja. Tanggung Jawab Profesional, (Jurnal Era Hukum No. 10 Tahun III,
Oktober 1996). hal.4.

#! Menurut Pasal 19 ayat (1) UU No. § Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : Pelaku Usaha
bertanggung jawab memberikan ganti rugi alas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen
akibat mengkonsumsi barang danfatau jasa vang dihasilkan atau diperdagangkan.
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karena wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan
melanggar hukum tersebut dapat timbul karena perjanjian maupun
kurang hati-hati yang menyebabkan cacat badan atau matinya orang.

Pemberian hak atas gaﬁti rugi bagi pasien juga diatur oleh
Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, sebagai suatu
upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasien sebagai
akibat yang timbul karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan,
baik fistk maupun non fisik. Perlindungan hukum ini penting karena
akibat kesalahan atau kelalaian itu dapat menyebabkan kematian atau
cacat badan yang permanen. Kerugian fisik yang dimaksud adalah
hilangnya atau tidak berfungsinya seluruh atau sebagian tubuh, dan
kerugian non fisik berkaitan dengan martabat seseorang (Pasal 55 dan
Penjelasan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan).

Sanksi perdata diberikan dalam bentuk penggantian kerugian
atas cacat atau luka yang ditimbulkan karena kelalaian. Ha! ini berarti
bahwa dalam tuntutan hukum perdata haruslah ada unsur kerugian
(damage)} yang diminta penggantian, sehingga apabila tindakan medik
yang dimintakan dokter tanpa ijin tidak sampai menimbulkan
kerugian/cedera, maka kepadanya tidak dapat dijatuhkan sanksi

perdata.™

52 Hermien Hadiati Kocswadji. Undang-undang Ne. 23 Tahun 1992 tentang Keschatan, Asas-asas
dan Permasalahan dalam Implementasinya. (Bandung : PT Citra Aditva Bakii, 1996), 11al.68-69.
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3.3. Aspek Hukum Adntinistrasi Perlindungan Pasien

Aspek Hukum Administrasi bagi perlindungan pasien meliputi
[‘Jerijinan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dokter. sebagai
salah satu tenaga kesehatan profesional. Menurut peraturan yang ada,
seorang dokter dapat melakukan upaya kesehtan apabila memenuhi
persyaratan memuliki : ijazah dokter yang terdafiar, ijin praktek, dan
hal lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Aspek hukum lain yang bersifat administrasi adalah pembinaan
dan pengawasan. Pembinaan untuk meningkatkan mutu profesi dokter
dilakukan melalui pembinaan karier, disiplin dan teknis profesi tenaga
kesehatan. Pengawasan dilakukan sesuai standar profesi dokter dan
pelanggarannya dapat dikenakan tindakan disiplin berupa teguran dan
pencabutan ijin melakukan upaya kesehatan.

Aspek hukum yang bersifat administrasi bagi dokter terdapat
antara lain dalam :

a. Peraturan Pemerintah tentang Lafal Sumpah Dokter;

b. Peraturan Pemenntah No. 36 Tahun 1964 tentang Pendaftaran
ljazah dan Pemberian [jin Menjalankan Pekerjaan Dokter, Dokter
Gigi dan Apoteker;

c. Peraturan Pemenintah No. 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan
Rahasia Kedokteran;

d. SK Menter Kesehatan Rl No. 434/MENKES/SK/X/1983 taqgga}
28 Oktober 1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran

Indonesia bagi Para Dokter di Indonesia;
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. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 585/Men.Kes/Per/ix/1989

tentang Persetujuan Tindak Medik (Informed Consent);

. Peraturan Menten Kesechatan RI No. 749

a/Men Kes/PER/X11/1989  tentang Rekam Medis (Medical

Record);

. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 640/Men.Kes/SK/X/1991

tentang Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan
Medis (MP2EPM);

Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga

Kesehatan;
Surat Edaran Jenderal Pelayanan Medik No. YM.02.04.3.5.2504
tanggal 10 Juni 1997 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban

Pasien, Dokter dan Rumah Sakit;

. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 916 Tahun 1997 tentang Jjin

Praktek Tenaga Medis.
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BAB I11
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
PENERAPAH UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP A

HUBUNGAN HUKUM DOKTER DAN PASIEN

A. HASIL PENELITIAN

Setelah mengadakan penelitian di Rumah Sakit Umum Roemani
Muhammadiyah, Rumah Sakit Bersalin Bahagia, Kantor lkatan Dokter Indonesia
Kota Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang, Pengadilan Negent Semarang,
Pengadilan Negert Pati, serta wawancara terhadap beberapa dokter praktek dan

pasien, didapatkan data sebagai berikut :

1. Jasa Pelayanan Medis termasuk Ruang Lingkup Undang-undang

Perlindungan Konsumen

Di kalangan medis terdapat perbedaan pendapat mengenat layak
tidaknya Undang-undang Perlindungan Konsumen diterapkan di lapangan
kesehatan. Pendapat yang tidak setuju Undang-undang Perlindungan
Konsumen diterapkan dalam lapangan kesehatan karena layanan kesehatan
memiliki karakteristik tersendiri yang amat berbeda dengan layanan (jasa) di
bidang lain. Selain sifatnya yang altruistik, hasil layanan kesehatan tidak dapat

diperhitungkan secara matematik penuh (uncerfainty) dan bahkan berpotensi
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menimbulkan resiko. Bila resiko tersebut benar-benar terjadi, biasanya sulit
atau bahkan tidak mungkin diperbaiki lagi. Oleh sebab itu hubungan hukum
antara health care provider dan health care receiver hanya dapat
dikategorikan sebagai hubungan yang menghasilkan inspannings verbintenis
(perikatan dimana dokter hanya dituntut untuk memberikan prestasinya dalam
bentuk upaya atau ikhtiar), bukan reswltaat verbintenis (yang menuntut hasil
nyata seperti yang diingini pasien).'

Kalangan yang lain berpendapat bahwa pada dasarnya pasien adalah
termasuk konsumen, yang harus juga dilindungi hak-haknya oleh Undang-
undang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Perlindungan Konsumen itu sendiri sebetulnya juga
bukan merupakan awal. Sebab sebelum terbentuknya Undang-undang tersebut
sudah ada beberapa produk perundang-undangan yang materinya melindungi
kepentingan dan hak-hak konsumen, termasuk juga konsumen kesehatan,
seperti misalnya Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Juga
bukan merupakan akhir, sebab di masa datang masih terbuka kemungkinan
dibuatnya undang-undang baru mengenai hal yang sama guna meiengkapi
yang sudah ada.

Jika setiap orang yang terlibat dalam upaya kesehatan dapat memahami
secara benar dan utuh tentang hakekat, maksud dan tujuan diberlakukannya
Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka sesungguhnya undang-
undang tersebut tidak perlu dianggap sebagai momok bagi kelangsungan

upaya di bidang kesehatan, tetapi justru sebagai tantangan yang harus dijawab

! Sofwan Dahlan. Kurangnya Pengetahuan Dokter terhadap Hukum, Seminar Fakultas
Kedokteran Unisula, 135 Juni 2002,
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dengan penuh kearifan. Sebagai tantangan karena pada hakekatnya Undang-
undang Perlindungan Konsumen menuntut setiap pelaku usaha di bidang
kesehatan untuk meningkatkan mutu layanan, bersikap transparan serta
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan sebaik-baiknya kepada
setiap pasien untuk memperoleh hak-haknya yang pantas, yang sebetulnya
sudah sejak lama diamanatkan oleh prinsip-prinsip etika. Harus diakui bahwa
hak-hak pasien tersebut sering dilupakan atau bahkan tdak pernah dipahami
sebelumnya oleh sementara kalangan kesehatan, utamanya hak yang berkaitan
dengan informasi.

Demikian juga jika mau bersikap jujur, maka masih banyak ditemui
kekurangan-kekurangan di dalam melaksanakan manajemen klinik yang baik
(good clinical governance), yaitu suatu model manajemen klinik berdasarkan
bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan (evidence based medicine)
guna menghadapi berbagai kenyataan buruk, yang beberapa di antaranya
terpaksa harus berakhir di sidang pengadilan.

Bila dilihat dan judulnya, undang-undang tersebut memang berkesan
keberpihakan kepada konsumen, tetapi kalau diperhatikan isinya dengan
seksama tidakiah demikian, sebab kepentingan pelaku usaha juga ikut
diperhatikan. Dalam salah satu konsiderannya dijelaskan bahwa Undang-
undang Perlindungan Konsumen sengaja dibuat guna mewujudkan
keseimbangan perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan pelaku usaha
(termasuk juga health care provider) sehingga tercipta perekonomian yang
sehat. Kalau dilihat lebih lanjut pasal-pasainya, hak-hak pelaku usaha dan

kewajiban-kewajiban konsumen terhadap pelaku usaha juga mendapat
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perhatian yang serius. Dengan demikian Undang-undang Perlindungan
Konsumen harus mampu mewujudkan keseimbangan dan keselarasan antara

kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen.

Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Konflik antara Dokter dengan

Pasien, Upaya Pencegahan dan Upaya Penyelesaiannya

2.1. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Konflik antara Dokter
dengan Pasien

Timbulnya konflik antara dokter dengan pasien dapat terjadi
karena beberapa sebab :

e Kurangnya komunikasi dua arah antara dokter dengan pasien;

¢ Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pasieh terhadap hakekat
hubungan terapeutik;

e Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap standard
pelayanan di bidang kesehatan.

Menurut hasil penelitian terhadap dua rumah sakit dan dua
tempat praktek pribadi dokter, pernah terjadi konflik antara pasien
dengan dokter di kedua rumah sakit yang menjadi lokasi penelitian,
Namun pada tempat prakiek pribadi dokter yang menjadi lokast
penelitian belum pernah terjad konflik antara pasien dengan dokter.
Atau bila terjadi pun mampu diselesaikan dengan cara kekeluargaan,

dengan cara memberikan penjelasan yang dapat diterima dengan baik
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oleh pasien maupun keluarganya melalui dialog dan musyawarah

mufakat. Untuk jelasnya disajikan data dalam bentuk tabel berikut

ini

No | Lokast Konflik Penyebab Upaya
Penelitian | Pasien-Dokier Konflik Peayelesaian
1. |RSB Pernah tejadi | Ketidaktahuan pasien | Sidang
Bahagia fentang standar | Pengadilan
pelayanan yang | Negeri
mengakibatkan
ketidakpuasan
2, RSU Pernah terjadi | Ketidaktahuan pasien | musyawarah
Roemani mengenai hakekat | mufakat
hubungan terapeutik
3. ) Praktek dr. | Tidak pernah
Evi A Ulfah | terjadi - -
4. | Praktek dr. | Tidak pernah
Hartono, terjadi
SpA - -

Sumber : Hasil wawancara, diolah.

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa ketidaktahuan

pasien tentanyg standar pelayanan yang mengakibatkan ketidakpuasan
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menjadi penyebab utama timbulnya konflik antara pasien dengan
dokter. Ketidaktahuan pasien mengenai hakekat hubungan terapeutik
juga dapat mengakibatkan konflik ini timbul. Sementara itu, pada
tempat praktek pribadi pada umumnya tidak ditemukan. adanya
konflik antara pasien dengan dokter. Hal ini karena pada umumnya
penyakit yang diderita pasien tidak memerlukan penanganan yang
berisiko tinggi, sehingga dapat ditangani dokter praktek dengan baik
tanpa menimbulkan ketidakpuasan pasien.

Penyelesaian konflik yang terjadi antara dokter dengan
pasien dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat dengan atau
tanpa pemberian tali asih. Cara ini ditempuh dengan cara memberikan
penjelasan kepada pasien yang bersangkutan. Apabila melalui jalan
damai ini tidak tercapai mufakat, maka penyelesaian dilakukan
melalui sidang di pengadilan negeri.

{ Data di Pengadilan Negeri Semarang menunjukkan bahwa
sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 terdapat tiga putusan
hakim atas kasus gugatan perdata pasien pada dokter yang bekerja di
rumah sakit. Adapun tuntutan pidana atas tindakan malpraktek
dokter selama kurun waktu tersebut tidak ada. Untuk lebh jelasnya

berikut disajikan kasus posisi dari salah satu perkara tersebut :
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Kasus Posisi gugatam perdata Ir. Eko Tjiptartono
melawan dr. Hamidun Kosim, Sp.Og. (Putusan Nomor :
192/Pdt.G/2000/PN.Smg) :

Pasangan suami istri Ir. Eko Tjiptartono merupakanpasien
program kehamilan dan kelahiran yang selalu menggunakan jasa dr.
Hamidun Kosim, Sp.Og, seorang dokter spesialis kandungan yang
berpraktek di Rumah Sakit Bersalin Bahagia Semarang.

Pada bulan Februari 1987, Ny. Eko Tjiptartono pertama kali
memeriksakan din pada dr. Hamidun Kosim, Sp.Og dan dinyatakan
positif hamil. Selanjutnya Ny. Eko Tjiptartono memeriksakan
kandungannya secara teratur dengan hasil pemeriksaan selalu
dinyatakan baik.

Anak pertama Ny. Eko Tjiptartono lahir hidup pada 30
September 1987 melalui proses operasi caesar dengan berat 4,2 kg.
Operasi dilakukan di Rumah Sakit Roemani dengan ketua tim dr.
Hamidun Kosin Sp.Og sebagai pemberi rujukan. Selanjutnya anak
kedua Ny. Eko Tjiptartono lahir hidup tanpa proses operasi pada 23
Januari 1989 di Rumah Sakit Bersalin Bahagia, juga dengan
menggunakan jasa dr. Hamidun Kosim, Sp.Og.

Pada November 1990, Ny. Eko Tjiptartono memeriksakan
kandungannya untuk anak ketiga pada dr. Hamidun Kosim, Sp.Og.
Pada usia kehamilan lima bulan, Ir. Eko Tjiptartono mempertanyakan
penyebab berat bayi lahir yang selalu lebih dari 4 kg, sehingga terjadi

kesulitan dalam proses persalinan. Untuk mengetahui penyebabnya,
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dr. Hamidun Kosim, Sp.Og meminta pasien melakukan tes darah
untuk mengetahut apakah Ny. Eko Tjiptartono menderita penyakit
diabetes militus atau tidak. Berdasarkan hasil laboratorium, pasien
dinyatakan tidak mengidap penyakit diabetes, sehingga menurut dr.
Hamidun Kosim, Sp.Og wajar bila bayi yang lahir besar karena kedua
orangtuanya juga berbadan besar. Pada usia kehamilan delapan bulan,
dilakukan USG dan dinyatakan tidak terdapat kelainan pada
kandungan Ny. Eko Tjiptartono. Dengan demikian, pasien tidak
pernah mendapat informasi mengenai kemungkinan adanya kelainan
pada bayi.

Pada tanggal 9 Juni 1991, Ny. Eko Tjiptartono merasa
hendak melahirkan. Ketika tiba di Rumah Sakit Bersalin Bahagia, dr.
Hamidun Kosim, Sp.Og sedang bersiap-siap pergi ke Jepara untuk
urusan pribadi. Oleh karena itu, dr. Hamidun Kosim, Sp.Og
menyatakan tidak dapat menolong secara pribadi dan menawarkan
untuk melahirkan di Rumah Sakit Telogorejo atau Rumah Sakit
Roemant; atau apabila tetap berkehendak melahirkan di Rumah Sakit
Bersalin Bahagia akan ditangani oleh dokter mitra.

Pasien tetap ingin melahirkan di Rumah Sakit Bersalin
Bahagia dan ditangani oleh dr. Anatyo Binarso Muchtar, Sp.Og.
Bayi lahir hidup (5,25 kag) dengan proses persalinan dibantu
ekstraksi vacuum di Rumah Sakit Bersalin Bahagia. Dalam proses
persalinan ini, Ny. Eko Tjiptartono mengalami fuka di bagian

kandungan sehingga harus dioperasi di Rumah Sakit Telogorejo.
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Operasi dilakukan dengan persetujuan Ir. Eko Tjiptartono dan
dipimpin oleh dr. Hamidun Kosim, Sp.Og. Setelah prosese operasi,
Ny. Eko Tjiptartono mengalami gangguan syaraf (newrology) pada
anggota gerak kiri. Adapun sang bayi, setelah 26 jam dirawat
akhirnya meninggal dunia.
Pada awal 1992 terjadi perjanjian perdamaian antara dr.
Hamidun Kosim, Sp.Og dengan Ir. Eko Tjiptartono. Dicapai
persetujuan bahwa dr. Hamidun Kosim, Sp.Og membayar Rp
20.000.000,00 {(dua puluh juta rupiah) untuk rehabilitasi medik Ny.
Eko Tjiptartono yang dipandu oleh dr. Hamidun Kosim, Sp.Og.
Namun sejak saat itu Ny. Eko Tjiptariono tidak pernah datang
konsultasi pada dr. Hamidun Kosim, Sp.Og untuk realisasi panduan
medik. Pada tahun 2000 Ir. Eko Tjiptartono menggugat dr. Hamidun
Kosim Sp.Og.
Perkara gugatan perdata Ir. Eko Tjiptartono (Penggugat)
melawan dr. Hamidun Kosim, Sp.Og (Tergugat), pada pokok
gugatan penggugat adalah sebagai berikut
1. Adanya kelalaian Tergugat di dalam memberikan pertolongan
persalinan anak ketiga dari istri Penggugat, mengakibatkan istri
Penggugat harus dioperasi karena ada luka di dalam
kandungannya.

2. Karena besarnya bayi (berat 5,25 kg) bayi dilahirkan dengan
kesulitan dan dengan pemaksaan sehingga bayi tersebut akhirnya

meninggal dunia.
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Akibat dari operasi tersebut, istri Penggugat mengalami
kelumpuhan di sebagian tubuhnya sampai sekarang.

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan
melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil. maupun
immaterial, sehingga keseluruhan berjumlah Rp.
3.730.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

sebagai berikut :

Gugatan Penggugat kepada Tergugat cacat hukum karena
Penggugat bukan subyek hukum yang berhak mengajukan
gugatan, karena yang mempunyai hubungan hukum dengan
Tergugat adalah istri Penggugat sebagai pasien dr. Hamidun
Kosim, Sp.Og.

Gugatan Penggugat merupakan error in persona karena
Tergugat hanya membantu dr. Anatyo Binarso, Sp.Og vyang
menangani persalinan istri Penggugat.

Gugatan Penggugat adalah kabur (obscuure liebel) karena
gugatan tidak lengkap. |

Tergugat dalam gugatan Rekonpensi mendalilkan pada

pokoknya :

Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi
sudah ada kesepakatan damai dan Tergugat Rekonpensi
menyetujul serta menerima bantuan rehabilitasi medik sebesar

Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).
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- Tindakan wanprestasi Tergugat Rekonpensi terhadap isi
perdamaian di bawah tangan tersebut telah menimbulkan
kerugian bagi Penggugat Rekonpensi sebesar
Rp.694.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta
rupiah).

-  Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk merehabilitasi nama
baik Penggugat Rekonpensi melalui madia massa lokal dan
nasional sebanyak tujuh kali berturut-turut.

- Meletakkan sita jaminan atas rumah Tergugat Rekonpensi.

Majelis Hakim menimbang bahwa dari pokok permasalahan
gugatan Penggugat dan sangkalan-sangkalan Tergugat, maka poin-
poin yang harus dibuktikan Penggugat adalah :

Benarkah Tergugat telah melakukan kelalaian dalam memberikan
pertolongan persalinan 'terliiadap isti Penggugat, sehingga
kandungannya luka dan harus mengalami operasi.

Apakah benar bayi Penggugat yang dilahirkan seberat 5,25 kg
dilahirkan dengan pemaksaan sehingga kondist bayi rusak berat dan
akhirnya meninggal dumia.

Adanya hubungan kausalitas secara langsung antara tindakan medis,
vaitu operasi yang dilakukan Tergugat terhadap istri Penggugat
dengan akibat kondisi tubuhnya menjadi lumpuh sebagian.

Kelalaian Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang

merugikan Penggugat.
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Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-
saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil
gugatannya dan bukti-bukti serta saksi-saksi yaﬁg diajukan oleh
Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, sebagai berikut:
Bahwa ukuran atau standar yang dipakai untuk menentukan kehati-
hatian seorang dokter adalah standar operasi medis sebagaimana
seorang dokter yang mempunyai kemampuan rata-rata dalam bidang
keahlian yang sama, dalam situasi dan kondisi yang sama untuk
mencapai tujuén pengobatan secara konkrit (Bunga Rampai tentang
Medical Malpractise Jihid II A Tahun 1991 terbitan MARI).
Pengertian “bidang keahlian yang sama” adalah tindakan dokter ahli
kandungan dan obstertn, sedangkan “situasi dan kondisi yang sama”
dimaksudkan untuk membedakan keadaan dimana suatu bantuan
medis dilakukan, migalnya terapt yang dilakukan di rumah berbeda
dengan terapi yang dilaksanakan di rumah sakit yang sarananya lebih

lengkap.

Tergugat tidak terbukti melakukan kelalaian dalam
mémberikan pertolongan persalinan terhadap istri Penggugat karena :
a. Selama pemeriksaan kehamilan, dokter telah melakukan

kewajiban dengan teliti dan hati-hati dengan meminta pasien

melakukan tes laboratorium dan USG.
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. Tindakan Tergugat dan dr. Anatyo Binarso Muchtar, Sp.Og

telah memenuhi standar medis; melakukan proses persalinan
yang diperingan dengan ekstraksi vacuum karena pada pasien
ada bekaé operasi caesar.

Sebelum pelaksanaan operasi, Tergugat telah meminta
persetujuan Penggugat dan telah disetujui secara tertulis oleh
Penggugat.

Istri Penggugat telah diberitahu bahwa tata cara dan kebiasaan di
Rumah Sakit Bersalin Bahagia, jika Tergugat berhalangan maka
pasien ditangani dokter mitra.

Surat Penyampaian Keputusan Majelis Kehormatan Etika
Kedokteran lkatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Tengah
tanggal 22 Desember 2000 No.217/IDI/Wil. Jateng/X11/00 dan
Tkatan Dokter Wilayah Jawa Tengah :

(1). Surat Keputusan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran
[katan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Tengah No.04/SK-
MKEK-Int/IDI Jateng/X1/00

(2). Surat Keputusan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran
Ikatan Dokter Indonesita Wilayah Jawa Tengah No.07/5K-
MKEK-Ekst/IDI ~ Jateng/XIl/00,  tentang  dugaan
pelanggaran etik oleh dr. Hamidun Kosim, Sp.Og terhadap
pasiennya Ny. Sri Wahyu Handayani, dengan keputusan

menetapkan :
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- Tidak terdapat pelanggaran etik pada tahapan
keputusan medik.

- Tidak terdapat pelanggaran medik pada tahapan
pelaksanaan dari keputusan medik.

- Tidak terdapat pelanggaran etik yang menyangkut
kebyjaksanaan penanganan setelah terjadinya komplikasi

persalinan.

. Dalil Penggugat bahwa bay: seberat 5,25 kg dilahirkan dengan

pemaksaan tidak terbukti. Menurut keterangan saksi, Kelahiran bayi
dengan ekstra vacwum bukan merupakan pemaksaan terhadap
keluarnya bayi, tetapt untuk memenuhi standar medik bagi pasien
yang pernah operasi caesar dan kelahiran bayi cukup besar.
Kelahiran tanpa operasi bagi bayi dengan berat besar merupakan

suatu hal yang biasa dilakukan oleh para dokter.

Tidak terbukti adanya hubungan kausal antara tindakan operasi yang
dilakukan oleh Tergugat terhadap istri Penggugat; dengan akibat
kondisi tubuhnya menjadi lumpuh sebagian. Menurut saksi ahli,
perubzhan kondisi phisik istn  Penggugat disebabkan oleh
terganggunya syaraf otak dan menurut pengalamannya sulit untuk

menghubungkan adanya proses persalinan dengan kelemahan di otak.
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4. Magelis berkesimpulan tidak terbukti adanya kelalaian yang dilakukan
Tergugat terhadap istri Penggugat sebagai pasiennya, maka mutatis
mutandis tidak terbukti pula perbuatan melawan hukum oleh

Tergugat yang merugikan pihak Penggugat.

Pengadilan Negeri Semarang memberikan putusan yaitu sebagai
berikut :
Mengadili; dalam Konpensi dan dalam Eksepsi menolak Eksepsi Tergugat
untuk seluruhnya; dalam Pokok Perkara njenolak gugatan Penggugat
untuk seluruhnya dan membebankan biaya perkara yang timbul sebesar Rp.
274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat;
dalam Rekonpensi menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk
seluruhnya dan membebankan biaya perkara dalam perkara Rekonpensi
sebesar nihil kepada Penggugat Rekonpensi.

Penggugat menolak putusan Pengadilan Negeni dan mengajukan
banding pada Pengadilan Tinggi Negeri Semaraﬁg. Majelis Hakim Banding
yang memenksa perkara im dalam putusannya mempertimbangkan bahwa
alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dapat
diterima dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Banding dalam memutus perkara ini.

Dalam mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Pertama maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan
Pengadilan Negeri Semarang dalam Konpensi, dalam Eksepsi, dalam

Pokok Perkara dan dalam Rekonpensi.
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Pengadilan Tinggi Semarang memberi putusan yang pada
pokoknya :

* Menerima permohonan banding dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat
Rekonpensi/Pembanding

¢ Menguatkan putusan Pengadilan Negéri Semarang tanggal 14 Maret
2001 No.192/Pdt.G/2000/PN  Semarang dalam Konpensi, dalam
Eksepsi, dalam Pokok Perkara dan dalam Rekonpensi.

* Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding
membayar biaya perkara pada kedua tingakat Peradilan, yang untuk
peradilan tingkat banding sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu
rupiah).

Catatan : Putusan mi telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 10 Mei

2002.

- Sebagai tambahan data, berikut ini adalah kasus posisi perkara

pidana malpraktek dokter yang terjadi di Pengadilan Negeri Pati.

Perkara Pidana No. 8/1980/Pid.B/Pn.Pt :

Bahwa terdakwa, dr.Setyaningrum binti Siswoko, pada hari
Kamis, tanggal 4 Januan 1979 sekira jam 18.00 WIB di desa dan
kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, sebagai dokter yang ditugaskan
di Puskesmas Kecamatan Wedarijaksa, yang telah mendapatkan ijin untuk
menjalankan praktek/pekerjaan dokter di Indonesia dart Departemen

Kesehatan RI tanggal 16 Apnl 1975 No. ID. 75-394, pada saat
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menjalankan  praktek sebagai dokter, karena kealpaannya atau
kekuranghati-hatiannya pada waktu mengobati seorang perempuan/pasien
bernama Rusmini, tidak mengadakan penelitian secara cermat terlebih
dahulu. Terhadap pasien tersebut telah diberikan suntikan sebanyak tiga
kali berturut-turut, vaitu pertama suntikan berupa strepiomicine 1 gram,
disuntikkan melalui anggota badan bagian pantat sebelah kirl. Kemudian
setelah keadaan penderita (pasien) kelihatan tanda muntah, selanjutnya
diberikan suntkan yang kedua kali berupa cortison 2 cc, setelah itu
diberikan mit_mm kopi dimana penderita sudah dalam keadaan kritis, dan
yang terakhir diberikan suntikan delladryl sebanyak 2 cc pada pahanya
depan bagian kiri. Akibat suntikan yang berturut-turut tadi karena tidak
tahan terhadap suntikan tersebut, pasien diangkut ke Rumah Sakit Umum

Pati, dalam keadaan tidak sadar. Setelah mendapat perawatan selama 15

menit di rumah sakit, pasien meninggal dunia.

Adapun berdasarkan surat visum et repertum dari dr. Goesmoro
Supammo pada tanggal 25 Januart 1979, meneréngkan telah melakukan
‘pemeriksaan terhadap penderita bernama Rusmini tersebut dengan hasil
sebagai berikut : |
Terdapat kelainan-kelainan :
Penderita datang di RSU RAA. Soewondo Pati, tanggal 4 Januari 1979
jam 18.15 :
o Dalam keadaan tidak sadar, pemafésan terhenti, tekanan darah tidak
teratur, denyut nadi kecil tidak teratur, isi dan tegangan kurang.

e Penderita mengalami shock irriverible.

117




Kesimpulan :

» Kelainan/cacat/luka-luka yang tersebut di atas disebabkan oleh reaksi

tubuh yang tidak tahan terhadap obat yang diterima.

Sebagaimana akibat tindakan tersebut, yang bersangkutan dinyatakan
meninggal dunia lima belas menit kemudian setelah mendapatkan

pertolongan di RSU Pati.

Terdakwa dr. Setyaningrum binti Siswoko didakwa melanggar
pasal 359 KUHP jo. 360 KUHP.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa
perbuatan terdakwa telah memenuht unsur-unsur pasal 359 KUHP
“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain
dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-
lamanya satu tahun.”

Pertimbangan Magelts Hakim selanjutnya antara lain adalah :
Merﬁtﬁbang, kurang kurang hati-hatinya terdakwa ‘ternyata bahwa
sebelumnya untuk keamanan penyuntikannya ia tidak meneliti dengan
menanyakan riwayat sakitnya si pasien yang berhubungan dengan alergi
(anamnesis), melainkan hanya percaya saja kata-kata pasien yang
berpendidikan rendah dan awam obat-obatan, tanpa meneliti kapan,
dimana, siapa dulu yang menyuntiknya, apakah dulu jenis penyakitnya sama

dengan yang diderita sekarang dan bagaimana reaksinya. Bahwa
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sebelumnya terdakwa juga tidak memeriksa tekanan darah pasien, tidak
melakukan test kulit untuk menyelidiki apakah pileknya merupakan
manifestasi dari keadaan alergi dan juga untuk mengungkapkan jenis
alergen penyebab.

Bahwa terdakwa baru kemudian, setelah penyuntikan yang
ketiga memeriksa nadinyal ternyata kecil dan cepat, tekanan darahnya
rendah, kesadarannya menurun, 1a baru mengerti terjadinya anaphylastic
shock bukan anaphylaxis ringan, sehingga ia terlambat memberikan
adrenalin,  yang  semestinya  didulukan penyuntikannya  setelah
streptomycin, dan diulanginya bila yang pertama belum berhasil.

Baﬁwa terdakwa juga tidak mencoba melakukan vena seksi
untuk memberikan cairan per-infus, pemberian oksigen (02) dan
pemberian obat-obatan lain sebagai ulangan serta pemijatan jantung untuk
merangsang geraknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata kematian Rusmini
karena ketidaktahanan obat sfrepfomycin yang diterimanya, sehingga
suntikan itu merupakan causa langsung kematiannya, karena dengan
diberikar.mya suntikan tersebut keadaan Rusmini menjadi sedemikian
berubahnya (sakitnya menjadi sangat berat/kritis sehingga timbul
arnaphylastic shock) sehingga dari padanya pasti timbul akibat yang
| terlarang (kematian) itu bukan karena hal lain, dan di persidangan telah

dibacakan visum et repertumnya, sehingga terbukti kematian 1tu

disebabkan ketidaktahanan terhadap obat strepfomycin yang diterimanya.
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Pasal 361 KUHP menyatakan : “Kejahatan yang dilakukan
dalam menjalankan jabatan/pencaharian maka pidananya ditambah
sepertiganya.”

Sesuai dengan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi,
ketika korban Rusmini datang untuk berobat, terdakwa sedang praktek
partikelir sebagai dokter umum di rumahnya, maka jelas perbuatan itu

dilakukan dalam jabatan/pekerjaan/mata pencahariannya.

Keputusan Majelis Hakim menyatakan terdakwa dr.
Setyaningrum binti Siswoko bersalah melakukan kejahatan “Karena
kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia.”; dan menghukum

terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan 10

(sepuluh) bulan.

Atas putusan ini, baik jaksa maupun terdakwa menyatakan
banding. Amér pufusan banding pada pokoknya menguatkan keputusan
Pengadilan Negeri Pati. Selanjutnya atas Keputusan di tingkat banding
tersebut terdakwa mohon Kasasi pada Mahkamah Agung Dan akhirnya
pada Putusan Kasasi, terdakwa dr. Setyaningrum binti Siswoko dinyatakan

bebas dari segala dalkwaan.

Demikian dua kasus yang disebabkan karena terjadi konflik antara dokter

dengan pasien.
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Untuk mengetahui lebih lanjut faktor-faktor penyebab timbulnya konflik

antara pasien dengan dokter, peneliti mengadakan wawancara dengan

berbagai sumber, sehingga diperoleh data sebagai berikut

No.

SUMBER

URAIAN

dr.Sofwan

Sp.F.

Dahlan,

Ketidaktahuan pasien terhadap:

¢ Hubungan terapeutik merupakan

inspanningsverbintenis dan bukan

resultansverbintenis.

+ Pasien tidak menyadari bahwa upaya medik
merupakan upaya tidak pasti (wncertainty)
dan hasilnya tidak dapat diperhitungkan
secara matematis.

¢ Terdapat banyak faktor yang
mempengaruhi kerja dokier dan faktor-
faktor itu berada di luar kendali dokter.

*» Perbedaan logika, pasien dan keluarganya
mengembangkan logika sendiri yang salah
karena tidak dilandasi pengertian tentang

upaya kesehatan.

dr. Hamidun

Sp.Og.

Kosim,

e Perbedaan persepsi antara pasien dengan
dokter mengenai hubungan terapeutik.
Menurut pasien, apabila dokter melakukan

tindakan medis maka penyakit akan
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sembuh, sedangkan menurut dokter
kewajibannya adalah melaksanakan
tindakan medis sesuai dengan standar
pelayanan  dan  tidak  menjanjikan
kesembuhan.

o Adanya pihak ketiga yang ikut campur dan
memberikan informasi yang salah pada
pasien.

e Kesadaran hukum  masyarakat yang

semakin meningkat

dr. Abdul Rakub, Sp.B.

s Ketidakpuasan pasien
« Pelayanan yang substandar
e Perbedaan paradigma

o Ketidaktahuan pasien

dr. Evi A Ulfah

o Kurangnya informasi tentang penyakKit,
diagnostik,  terapi,  prognasis, dan
sebagainya. |

e Adanya komentar pihak ketiga dalam
hubungan terapeutik.

¢ Kepercayaan masyarakat menurun, karena
dokter mengabaikan hak pasien.

¢ Komunikasi yang jelek.

o Kekeliruan dokter yang memang ada.
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5. Sugtnah (pasien) Pasien kurang memahami istilah-istilah
medis yang digunakan dokter dalam
menjelaskan penyakit yang diderita.

6. Trt Asnun, SH Dokter tidak mempunyai waktu cukup

(pasien) untuk memberikan penjelasan mengenai
penyakit yang diderita pasien.

7. Dra Ajssyiaﬁ Hilal Dokter tidak menjelaskan secara gamblang

(pasien) dan  terperinci  mengenai  prosedur
pengobatan yang scharusnya diterima
pasien.

8. Yoga Saptanto Dokter menggunakan bahasa/istilah-istilah

(pasien) kedokteran yang kurang dapat dipahami
pasien.
Doktér kurang sabar menghadapi pasien.

10. Intan Sukma Dokter salah mendiagnosis penyakit yang

Trningtyas diderita.
11. Mulyadi, SH Kurang koordinasi antara dokter dengan

perawat dalam hal pemberian obat

terhadap pasten.

Sumber : hasil wawancara, diolah.




Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor-faktor penyebab

timbulnya konflik antara pasien dengan dokter antara lain :

- Komunikasi yang kurang baik antara pasien dengan dokter;

- Ketidaktahuan pasien mengenai hakekat perjanjian terapeutik;

- Informasi yang salah dari pihak ketiga;

- Dokter berbuat wanprestasi, kelalaian atau kesalahan.

- Pasien kurang memahami istilah-istilah medis yang digunakan dokter

dalam menjelaskan penyakit yang diderita pasien.

2.2. Upaya Pencegahan Timbulnya Konflik antara Dokter dengan Pasien

Dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa dokter dan pasien,

diketahui bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan guna mencegah timbulnya

konflik antara pasien dengan dokter adalah sebagai berikut :

No.

SUMBER

URAIAN

dr.Sofwan Dahlan,

Sp.F.

Mengupayakan komunikasi dan informasi yang
baik, karena konflik  timbul akibat
kesalahpahaman. Dokter harus mengupayakan
sedemikian rupa sehingga adverce oufcome tidak
terjadi. Perlu dihindarkan phisical hazard, moral

hazard, morally hazard dan legal hazard.

dr.Hartono, Sp.A.

Perlu adanya hospital by laws sebagai

perpanjangan hukum. Hospital by laws dipakai
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sebagai usaha untuk menyatakan hak dan
kewajiban yang seimbang antara manajemen,
provider (konsumen internal vaitu dokter) dan

klien (konsumen eksternal yaitu pasien).

dr.Hamidun Kosim,

Sp.Og.

. Mengémbangkan komunikasi yang baik antara
dokter dengan pasien.

* Dokter melaksanakan informed consent.

) deter melaksanakan tindakan medis sesuai

dengan standar prosedur.

dr.Abdul  Rakub,

Sp.B.

» Pembuatan hospital by leows

» Sosialisast fospital by laws

e Pembuatan prosedur tetap/protap pelayanan
medis

» Ewvaluasi pelaksanaan protap

e Pelayanan vyang berorientasi  ‘“customer

satisfaction™

dr. Evi A.Ulfah

e Memberi informast yang cukup pada pasien
e Hormati hak-hak pasten

e Perbaiki komunikasi

¢ Bertindak hati-hati

s Ingat Sumpah Dokter dan Kode Etik

Kedokteran Indonesia

¢ Bekerja sesuat Standar Pelayanan Medis

(RT-PUSTAL VDI
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Jangan lupa informed consent
Tidak menjanjikan hasil atau kesembuhan

sempurna (tidak memberikan garansi sembuh)

6. Suginah {pasien) Dokter harus lebih banyak menggunakan
bahasa yang dapat dipahami pasien.
7. Tri Asnuri, SH Dokter menyediakan waktu yang cukup untuk
(pasten) membertkan penjelasan kepada pasien.
8. Dra Aissyiah Hilal Dokter harus memberikan pénjelasan sedetail
(pasien) mungkin mengenai penyakit pasien dan
prosedur pengobatan yang harus ditempuh
pasten.
9. Yoga Saptanto Diperlukan kesabaran ekstra dari dokter untuk
(pasien) menghadapt  pasien yang sedang kalut
menghadapi penyakitnya.
10. | Intan Sukma Diperlukan kesabaran ekstra dari dokter untuk

menghadapi pasien yang sedang kalut
menghadapi penyakitnya.

Dokter harus lebih  transparan  dalam
memberikan penjelasan kepada pasien, dengan
sedapat mungkin menggunakan istilah-istilah

umum yang dapat dipahami pasien.

11,

Mutlyadi, SH

Diperlukan kerjasama dan komunikasi yang

baik antara sesama tenaga kesehatan itu sendiri
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dalam rangka upaya penyembuhan pasien.

» Dokter harus memberikan penjelasan yang baik
kepada pasien mengenai tahap-tahap upaya
penyembuhan yang akan dilakukan, sehingga
tercipta kerjasama yang baik antara dokter

dengan pasien/keluarga pasien.

Sumber : hasil wawancara, diolah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka upaya pencegahan

timbulnya konflik antara pasien dengan dokter harus dilakukan kedua belah

pihak, baik oleh pasien sendiri maupun oleh dokter.

Upaya Penyelesaian Konflik antara Dokter dengan Pasien

Berdasarkan hasil penelitian, konflik antara dokter dengan pasien dapat

diselesaikan dengan beberapa cara, antara lain : musyawarah mufakat (damai),

MKEK IDI, Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) dan Pengadilan

Negeri. Untuk lebih jelasnya disajikan data dan wawancara dengan beberapa

orang dokter dalam bentuk tabel berikut ini :

NO. SUMBER URAIAN
1. dr.Sofwan Dahlan, | Pasien bisa memilih IDI atau Otorisasi
Sp.F. Kesehatan. Upaya Hukum sebauknya sebagai

alternatif terakhir, upaya yang terbaik adalah
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memakat Alternatif Disputes Resolution

(4DR).

i8]

dr.Hartono, Sp.A

Komunikasi antara dokter dan pasien; dokter
memberikan penjelasan pada pasien. Kalau
ada pthak vang merasa dirugikan, diselesaikan
secara kekeluargaan untuk menyamakan
persepsi. Apabila tidak tercapai kesepakatan

dapat ditempuh jalur hukum,

TvJ

dr.Hamidun  Kosim,

Sp.Og.

‘terapeutik.

Diupayakan lewat musyawarah, karena
konflik sering timbul akibat ketidaktahuan

pasien  mengenai  hakekat  hubungan

dr.Abdul Rakub, Sp.B.

Upaya penyelesaian konflik :

¢ Mempelajari kasus secara internal oleh
Komite atau Panitia Etik di Rumah Sakit.

e Mediasi dengan pthak pasten.

e Bila tidak berhasﬁ maka ditempuh
penyelesaian melalui IDI (MKEK), LBH,

dan Pengadilan Negeri.

dr. Evi A.Ulfah

¢ Diutamakan untuk terus melakukan
dialog/musyawarah dengan
pasien/keluarganya guna mencapai

mufakat. Bila tidak terselesaitkan dapat
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diselesaikan melalui IDI atau bahkan ke

Pengadilan Negeri.

Sumber : hasil wawancara, diolah.

Penerapan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 sebagai Perlindungan

terhadap Hubungan Hukum Dokter dan Pasien

Hubungan hukum dokter dengan pasien pada umumnya dituangkan
dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian terapeutik. Perjanjian
terapeutik ini merupakan perjamjian antara dokter dengan pasien, dimana
dokter setuju akan berupaya menyembuhkan penyakit yang diderita pasien,
sedangkan pasien menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter
yang merawat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder
yang didukung data primer diperoleh hasil bahwa perjanjian terapeutik antara
pasien dengan dokter, dapat dilakukan secara lisan dan tertulis.

Pada khnik-klinik atau tempat Praktek Dokter, pada umumnya
Perjanjian Terapeutik dilakukan secara lisan. Hal i disebabkan karena pada.
umumnya penyakit yang ditangani di tempat praktek dokter merupakan
penyakit yang tidak beresiko tinggi dan tidak membutuhkan tindakan yang

rumit. Apabila penyakit yang diderita pasien sudah berat dan dirasa dokter
praktek tidak mampu menanganinya maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit.

Selain itu pasien di tempat praktek dokter biasanya merupakan pasten
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tetap/langganan yang sudah biasa ditangani dokter yang bersangkutan,
sehingga tingkat kepercayaannya tinggi terhadap dokter tersebut.

Perjanjian terapeutik di rumah sakit berupa hak dan kewajiban pasien
dan dokter, yang secara umum ditentukan pihak rumah sakit sebagai
penyelenggara sarana pelayanan kesehatan; kecuali kesepakatan-kesepakatan
khusus. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasien
dan dokter, rumah sakit menetapkan hak dan kewajiban masing-masing.
Uraian hak dan kewajiban tersebut dituangkan dalam beberapa bentuk, seperti
: peraturan rumah sakit (fospital by laws), surat keputusan direktur rumah
sakit dan pengumuman direktur rumah sakit. Adapun kesepakatan khusus
misalnya : mengenai waktu pemeriksaan rutin dokter atau jadwal konsultasi
pasien, diserahkan pada kesepakatan pasien dengan dokter yang
bersangkutan.

Berdasarkan hasi! penelitian diketahui bahwa jumlah hak pasien selalu
lebih banyak dibanding jumlah kewajibannya. Selain itu jumiah kewajiban
pasien lebih sedikit dibandingkan dengan kewajiban dokter maupun kewajiban
rumah sakit. Pada pokoknya, isi perjanjian terapeutik yang melindungi

kepentingan dan hak-hak pasien meliputi :

- Hak Pasien :

o Mengetahui berbagai peraturan rumah sakit yang berkaitan dengan
kepentingan pasien dan tidak diberlakukannya perubahan peraturan

yang ditetapkan pada saat pasien tengah berada dalam masa perawatan.
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¢ Memilth dokter yang jenis keahlian atau kompetensinya mampu
menangani gangguan kesehatan pasien; mengetahui identitas , status
profesional serta kualifikasi dokter; dan memperoleh pelayanan medis
sesuai dengan standar profesi kedokteran.

» Mengakses informasi; mengetahui sistem dan fasilitas layanan kesehatan
di rumah sakit, mendapatkan informasi mengenai kondist kesehatannya,
diagnosa penyakit dan prognosanya, mengetahui resiko tindakan medis
dan alternatif tindakan medis yang ada, mendapatkan second opinion
dari dokter lain, memberikan persetujuan atau penolakan tindakan
medis dan mengetahui jumlah biaya yang harus dibayar beserta
rinciannya.

e Dilindungi kerahasiaan mediknya, melepaskan kerahasiaan mediknya,
dan mengijinkan orang lain atau korporasi mengakses atau
mendapatkan informasi mediknya.

- Hak dokter :

« Memperoleh keterangan yang benar dan sejelas mungkin mengenai

riwayat penyakit pasien.
- Hak rumah sakit :

e Melindungi dokter dan memberikan bantuan administrast dan hukum

bilamana dalam melaksanakan tugas dokter tersebut mendapat

perlakuan tidak wajar atau tuntutan hukum darni pasien atau

keluarganya.

Adapun kewajiban dari masing-masing pihak dalam perjanjian terapeutik adalah

sebagai berikut :
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- Kewdjiban pasien :

o Kewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit,
serta kewajiban untuk memenuhi segala perjanjian yang telah
ditandatanganinya, dikaitkan dengan isi pernyataan dalam informed
consent tertulis.

« Wajib memberikan keterangan vang benar dan sejelas mungkin
mengenai_ riwayat penyakit yang dideritanya.

- Kewajiban dokter :

¢ Melakukan upaya medik dengan kualitas tertinggt sesuai standar profesi
kedokteran dan standar mutu layanan medik yang berlaku di rumah
sakit, serta merujuk pasien ke dokter lain/rumah sakit lain yang
memp.unyai keahlian/kemampuan vyang lebih baik, apabila ia tidak
mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.

e Mentaati etika biotik, etika kiimk dan etika kedokteran, keputusan
melakukan tindakan medik selalu berpegang pada azas berbuat baik
(beneficence), keadilan (justice), menghormati otonormu pasien serta
ketaatan dan kejujuran (fidelity).

e Mentaati hukum, undang-undang dan peraturan rumah sakit; serta
memenuhi kesepakatan khusus yang dibuat dengan pasien.

e Menghormati hak-hak pasien, membuat rekam medik pasien, dan

meminta informed consent pasien/keluarga.
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- Kewajiban rumah sakit :

» Mematuhi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah.

« Memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membedakan suku, ras,
agama, seks dan status sosial pasien.

» Menyediakan sarana dan peralatan umum yang dibutuhkan,
menyediakan sarana dan peralatan medik (medical equipment) sesuai
dengan standar yang berlaku, serta menjaga agar semua sarana dan
peralatan senantiasa dalam keadaan siap pakai (ready for use).

» Merujuk pasien pada rumah sakit lain apabila tidak memiliki sarana,

prasarana, peralatan dan tenaga yang diperiukan.

Perjanjian terapeutik secara lisan lebih banyak dilakukan pada jenis
pelayanan medis rawlat jalan karena tindakan medis yang dilakukan dokter tidak
mengandung resiko yang besar bagi pasien. Dokter memberikan informasi dan
meminta persetujuan lisan pasien pada saat pemeriksaan.

Perjanjian  terapeutik  secara  tertulis  dilaksanakan  melalui
penandatanganan lembar /nformed consent oleh pasien atau keluarga pasien.
Pada jenis tindakaﬁ medis yang mengandung resiko, dokter akan memberikan
informasi pada pasiten atau keluarga. Selanjutnya persetujuan atau penolakan
pasien atau keluarga pasien pada tindakan medis yang disarankan oleh dokter

dituangkan dalam lembar informed consent.

Isi pokok informed consent tersebut adalah sebagai berikut

a. ldentitas pasien/keluarga yang membuat pernyataan persetujuan atau

penolakan.
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b. Tandatangan pasien, dua orang saksi dan dokter serta perawat.

c. Pernyataan bahwa persetujuan atau penolakan diberikan setelah pasien
memahami penjelasan yang diberikan oleh dokter/perawat/bidan tentang
tindakan medis, meliputi sifat, tujuan, prosedur, akibat serta resikonya.

d. Pernyataan bahwa pasien akan menanggung sendiri segala resiko tindakan
medis; dan membebaskan dokter serta rumah sakit dari tanggung jawab
hukum jika terjadi akibat atau resiko yang tidak diharapkan kemudian hari.

e. Pernyataan memberikan kuasa pada dokter untuk melakukan tindakan

medis lebih lanjut yang diperlukan demi keselamatan jiwa pasien.

Dalam UU Perfindungan Konsumen, tidak diatur secara khusus bentuk
perlindungan yang diberikan kepada pasien sebagai konsumen jasa medis.
Namun dengan persepsi yang menyamakan pasien adalah juga sebagai
konsumen, maka dengan demikian kedudukan, hak dan kewajiban pasien dalam
hal ini telah juga termuat sebagaimana kedudukan, hak dan kewajiban
konsumen pada umumnya, dalam UU Perlindungan Konsumen ini. Pasal-pasal

yang mengatur perlindungan terhadap konsumen secara lebih jelas diuraikan

dalam tabel berikut :

NO. KETENTUAN PASAL URAIAN
1. Pasal 4 butir (¢} Hak atas informasi yang benar,

jelas, dan jujur mengenat kondisi

dan jaminan barang dan/atau jasa.

2. Pasal 4 butir (e) Hak untuk mendapatkan advokasi,
perlindungan dan upaya

penyelesaian sengketa perlindungan
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konsumen secara patut.

Pasal 4 butir (h)

Hak untuk mendapatkan
kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuat dengan perjanjian atau tidak

sebagaimana mestinya.

Pasal 19 ayat (1)

Pelaku usaha bertanggung jawab
memberikan  ganti  rugi  atas
kerusakan, pencemaran, dan/atau
kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi barang dan/atau jasa
yang dihasilkan atau

diperdagangkan.

Pasal 45

(1). Setiap konsumen yang
dirugikan dapat menggugat pelaku
usaha melalui lembaga vyang
bertugas menyelesaikan sengketa
antara konsumen dengan pelaku
usaha atau melalul peradilan yang
berada di lingkungan peradilan
urmum.

(2). Penyelesaian sengketa
konsumen dapat ditempuh melalui
pengadilan atau di luar pengadilan
berdasarkan pilihan sukarela dari
pihak yang bersengketa.

(3). Penyelesaian sengketa di luar
pengadilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak menghilangkan
tanggung jawab pidana sebagaimana

diatur dalam undang-undang.




(4). Apabila telab dipilih upaya
penyelesaian sengketa konsumen di
luar pengadilan, gugatan melalui
pengadilan hanya dapat ditempuh
apabila upaya tersebut dinyatakan
tidak berhasil oleh salah satu pihak
atau oleh para pihak yang

bersengketa.

Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen
melalui pengadilan mengacu pada
ketentuan tentang peradilan umum
yang berlaku dengan
memperhatikan  ketentuan dalam

pasal 45.

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan
terhadap pelaku usaha dan/atau

pengurusnya.

Pasal 62 ayat (3)

Terhadap pelanggaran yang
mengakibatkan luka berat, sakit
berat, cacat tetap atau kematian
diberlakukan ketentuan pidana yang

berlaku.

Pasal 63 butir (b}, (c), (f).

Terhadap sanksi pidana
sebagaimana dimaksud dalam pasal
62, dapat dijatuhkan hukuman
tambahan, berupa :

- pengumuman keputusan hakim,

- pembayaran ganti rugi,

- pencabutan izin usaha,
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3.1,

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa
perlindungan hukum bagi pasien terbagi dalam tiga tahapan, yaitu
perlindungan hukum bagi pasien sebelum pelaksanaan pelayanan medis,
perlindgngan hukum‘bagi pasien pada saat pelaksanaan pelayanan medis dan

perlindungan hukum bagi pasien setelah pelaksanaan pelayanan medis.

Perlindungan hukum bagi pasien sebelum pelaksanaan pelayanan

medis

a. Pengaturan kualifikast dokter
Pelaksanaan .pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu
kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga
kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan
tindakan medis. Seseorang harus memenuhi kualifikasi sebagai “dokter”
sebelum memberikan pelayanan medis dalam perjanjian terapeutik.

Dasar hukum utama adalah Undang-undang No. 23 Tahun 1992

tentang Kesehatan Pasal 50 ayat (1):

“Tenaga Kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan
kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang dan atau kewenangan

tenaga kesehatan yang bersangkutan”

Ketentuan pelaksanaannya antara lain :

- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga

Kesehatan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) -
“Tenaga kesehatan wajib memilili pengetahuan dan

keterampilan di bidang kesehatan yang dinyatakan dengan
ijazah dari lembaga pendidikan. Tenaga kesehatan hanya
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dapat melakukan upaya kesehatan setelah tenaga yang
bersangtutan memiliki ijin dari Menteri Kesehatan.”
- Peraturan Menteri Kesehatan Rl No. 916 Tahun 1997 tentang

Ijin Praktek Tenaga Medis

Menurut hasil penelitian, setiap rumah sakit selalu mensyaratkan
adanya ijazah dan Surat ljin Praktek Dokter bagi setiap dokter yang akan
bekerja di rumah sakit yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat- (1) butir (a) Undang-
undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, pelanggaran terhadap
pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,
merupakan tindak pidana, yaitu tanpa keahlian dan kewenangan sengaja
melakukan pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 ayat (4). Ancaman hukumannya adalah pidanan penjara paling

lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00

(seratus juta rupiah).

Kewajiban dokter untuk melaksanakan informed consent

Tujuan dari informed consent sebagaimana dikemukakan oleh
Sollis adalah melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang
dilakukan tanpa sepengetahuan pasien dan memberikan perlindungan

hukum kepada dokter terhadap akibat yang tak terduga dan bersifat

negatif.
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Dasar hukum dari pelaksanaan informed consent:
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Idonesia nomor
585/MEN.KES/PER/IX/1989 tentang Persetujuan
Tindakan Medik (Pertindik)

e Pasal 2 ayat (1)

“Semua tindakan medik yang akan dilakukan
terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan.”

e Pasal 4 ayat (1)

“Informasi tentang tindakan medik harus diberikan
kepada pasien, baik diminta maupun tidak diminta.”

e Pasal 12 ayat (1)

“Dokter bertanggung jowab atas pelaksanaan
kefentuan tentang persetujuan tindakan medik.”

e Pasal 12 ayat (2)

“Pemberian persetujuan tindakan medik yang
dilaksanakan di rumah sakit’klinik, maka rumah
sakit’klinik  yang bersangkutan ikut  bertanggung
Jawab.”

- Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan :

e Pasal 15 ayat (2) ¢

“Tindakan medis untuk menyelamatkan jiwa ibu
hamil dan janinnya hanya dapat dilakukan dengan
persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami
atau keluarganya.”

o Pasal 34 ayat (2) :

“Pengambilan organ dan atau jaringan tubuh dari
seorang donor harus memperhatikan kesehatan
donor yang bersangkutan dan ada persetujuan donor
dan ahli waris atau keluarganya.”
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e Pasal 53 ayat (2) :
“Tenaga keschatan dalam melokukan  tugasnya
berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan
menghormati hak pasien.”

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa hak pasien itu

antara lain : hak informasi dan hak memberikan

persetujuan  (#uformed consent), hak atas rahasia

kedokteran dan hak atas pendapat kedua (second opinion).

Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga

Kesehatan
Pasal 22 ayat (1) adanc:

“Bagi tenaga kesehatan jenis terfentu (dokter dan
perawat) dalam melaksanakan tugas profesinya
berkewajiban untuk menghormati hak pasien dan
memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi

dan tindakan yang akan dilakukan.”

Surat  Edaran  Jenderal  Pelayanan  Medik  No.
YM.02.04.3.5.2504 tanggal 10 Juni 1997 tentang Pedoman
Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit.
Kewajiban dokter menurut Romawi III b angka 7 adalah
memberikan informasi yang adekuat tentang perlunya
tindakan medik yang bersangkutan serta resiko yang dapat
ditimbulkannya.

Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen

Kesehatan RI No. HK.00.06.3.5.1866 tanggal 21 April 1999
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tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik (Informed
Consent).

Di dalam Romawi II angka 5 ditegaskan kewajiban dokter
memberikan informasi dan penjelasan, serta Romawi II angka
9 mengatur bahwa semua tindakan medis yang mengandung

resiko tinggi harus disertai informed consent.

Menurut hasi! penelitian, informed consent dapat
dilakukan secara lisan atau tertulis. Persetujuan atau penolakan
dilakukan tindakan medis diberikan oleh pasien atau keluarganya
(khusus pada pasien tidak kompeten atau pasien minor).

Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 85 ayat (1) Undang-undang
No. 23 Tahun 1952 tentang Kesehatan menegaskan; tindakan medis
yang dilakukan terhadap ibu hamil témpa persetujuan ibu hamil yang
bersangkutan, atau suami atau keluarganya termasuk tindak pidana
kejahatan. Tindakan medis yang tidak memenuhi ketentuan Pasal

15 ayat (1) dan (2)- Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan, dapat dipidana penjara p-aling lama 15 (lima belas) tahun
penjara dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

Adapun menurut Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan
RI No. 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan
Medis menyatakan bahwa terhadap dokter yang melakukan

tindakan medik tanpa adanya persetujuan dari pasien atau
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keluarganya dapat dikenakan sanksi administratif berupa

pencabutan ijin prakteknya.

3.2. Perlindungan hukum bagi pasien pada saat pelaksanaan

pelayanan medis

Perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien menimbulkan
kewajiban profesional bagi dokter. Kewajiban profesional dokter
Indonesia diuraikan dalam Sumpah Dokter Indonesia (SDI), etika
profesi, standar profesi dan peraturan perundang-undangan di bidang
kesehatan.

Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun
1992 tentang Kesehatan telah menyebutkan bahwa para tenaga
kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum apabila mereka
melaksanakan tugas-tugasnya sesual dengan standar profesi mereka.

Seorang dokter yang bekerja di rumah sakit, selain memiliki
kewajiban profesi sebagaimana diuraikan di atas, juga terikat pada
peraturan rumah sakit. Peraturan rumah sakit (hospital by laws)
menetapkan rambu-rambu khusus mengenai sikap tindak dokter dalam

memberikan pelayanan medis di rumah sakit tersebut.

Di dalam kontrak perjanjian kerja antara dokter mitra dan rumah
sakit, selalu terdapat klausula perjanjian mengenai kewajiban dokter.
Kiausula tersebut memberikan perlindungan pada pasien sebagai pihak

ketiga yang berhak atas prestasi dalam perjanjian tersebut.
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3.3.

Kewajiban dokter antara lain meliputi :
a. Mgmatuhi peraturan rurnah sakit;
b.  Melaksanakan tugas dokter sesuai dengan standar dan
etika profesi serta sumpah dokter;
¢.  Selalu mengutamakan kepentingan pasien dalam
melakukan pelayanan medis;

d. Menyelenggarakan rekam medik pasien.

Perlindungan hukum bagi pasien setelah pelaksanaan pelayanan

medis

Bentuk perlindungan hukum bagi pasien setelah pelaksanaan
pelayanan medis, yaitu berupa keselamatan pasien setelah pelaksanaan
pelayanan medis;r sebagaimana telah diatur oléh ketentuan Undang-
undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan:

a. Pasal 54 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang

Kesehatan :

“Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau
kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan

tindakan disiplin.”

b. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang

Kesehatan :

“Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau
kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan. ”
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Pasien juga berhak dilindungi atas kerahasiaan atas informasi
kesehatan pasien. Pengaturan hukum mengenai rahasia kedokteran dan
rekam medik, melalui perangkat hukum perdata, pidana dan administrasi

negara yang mengatur secara tegas mengenal kewajiban dokter untuk

~ wajib simpan rahasia, telah cukup memberikan perlindungan hukum bagi

pasien.

Dasar hukum yang mengikat tenaga kesehatan ({dokter)
mengenai wajib simpan rahasia kedokteran terdapat dalam beberapa

ketentuan, yaitu :
a. Lafal Sumpah Dokter, berbunyi -

“Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya
ketahui karena pekerjaan saya sebagai dokter.”

Lafal Sumpah Dokter diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 26
Tahun 1960, sehingga dokter yang melanggar ketentuan ini bisa
dikenakan sanksi hukum.

b. Kode Etik Kedokteran Indonesia, Bab 11 Pasal 11 berbunyi :
“Seorang dokter wajib merahasiakan segala sesuatu
yang diketakuinya tentang seorang pasien, karena
kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, bahkan

Jjuga setelah pasien ity meninggal.”

¢. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1996 tentang Wajib Simpan
Rahasia Kedokteran

-Pasal 1 :

“Yang dimaksud dengan rahasia kedokteran ialah
segala sesuatu yang diketahui orang-orang tersebut
dalam Pasal 3 pada waktu atau selama melakukan
pekerjaan dalam lapangan kedokteran.”
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- Pasal 2 :

“Pengetahuan tersebut dalam Pasal 1  harus
dirahasiakan oleh orang-orang dalam Pasal 3, kecuali
apabila suatu peraturan lain yang sederajat atau lebih
tinggi dari Peraturan Pemerintah ini menentukan
lain.” '

- Pasal 3 :

“Yang diwajibkan menyimpan rahasia yang dimaksud

ialah :

(a) “Tenaga Kesehaian menurut Pasal 2 Undang-
undang tentang Tenaga Kesehatan, Lembaga
Negara tahun 1963 No. 7 adalah :

(1) Tenaga kesehatan sarjana, aniara lain :
dokter, dokter gigi, apotekker dan sarjana
lain di bidang kesehatan

(2) Tenaga kesehatan sarjana muda, menengah
dan rendah, antara lain:

- di bidang farmasi : asisten apoteker

- di bidang kebidanan : bidan

- di bidang perawatan : perawai,
fisioterapis

- di bidang kesehatan masyarakat:
penilik kesehatan, nutrisionis

- di bidang kesehatan lain.”

(b)  “Mahasiswa kedokieran, murid yang bertugas
dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan dan
atau perawatan dan orang lain yang ditetapkan
oleh menteri kesehatan.”

- Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga

Keschatan.
Pasal 22 ayat (1)b dan penjelasannya :

“Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu (dokter
dan perawat) dalam melaksanakan tugas
profesinya  berkewajiban unfuk : menjaga
kerahasiaan  identitas dan data kesehatan
pribadi pasien.”




- Surat Edaran Jenderal Pelayanan Medik Nomor:
YM.02.04.3.5.2504 Tanggal 10 Juni 1997 tentang Pedoman
Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit.

Romawi I1I angka 5 :
“Dokter wajib merahasiakan segala sesuatu
yang diketahuinya tentang seorang penderita,
bahkan juga setelah penderita itu meninggal
dunia. " ‘
Berdasarkan hasil penelitian, setiap peraturan rumah
sakit (prosedur tetap rekam medik) menetapkan :
¢ Wajib adanya persetujuan tertulis (write consent) dari
pasien yang bersangkutan, apabila ada pihak lain yang
membutuhkan informasi kesehatan pasien (asuransi,
kantor, dan sebagainya}.
e Wajib adanya ijin direktur rumah sakit yang bersangkutan

bagi permintaan informasi medis untuk kepentingan

penelitian yang tidak disertai identitas pasien.

. ANALISIS HASIL PENELITIAN

1. Jasa Pelayanan Medis termasuk Ruang Lingkup Undang-undang

Perlindungan Konsumen

Hukum sangat diperlukan dalam praktek pelayanan kesehatan

(melengkapi kaidah sosial lainnya dalam masyarakat) adalah karena selain
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kelebihan-kelebihannya yang menyangkut nilai serta kekuatan paksanya,

hukum memiliki fungsi antara lain :

1. Menjaga ketertiban dalam masyaraka;[;

2. Menyelesaikan sengketa yang sewaktu-waktu tejadi  dalam kehidupan

bermasyarakat;
3. Melakukan rekayasa masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai “a
tool of social engineering”.
intervensi hukum ke dalam dunia kesehatan memang tidak terelakkan
sebagai konsckuensi logis dari adanya “the police power”, yaitu suatu
kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk melindungi kesehatan,
keselamatan, moral dan kesejahteraan sosial bagi warganya (the power of the
state to protect the health, safety, moral, and social welfare of it’s citizen) ?
Perlu digarisbawahi bahwa pada kenyataannya profesi medik (yang

dimanfaatkan untuk melakukan layanan kesehatan) memiliki ciri-cin tersendiri
yang sangat unik, Kendati ilmu kedokteran masuk ke dalam golongan-
golongan ilmu eksékta, tetapi pada kenyataannya tidaklah sepenuhnya benar.
Tidak semua pasien yang menerima terapi yang benar akan sembuh dan tidak
semua pasien yang memperoleh pengobatan yang salah bakal meninggal
dunia. Masalahnya adalah karena sampai sekarang ilmu kedokteran masih
belum mampu mengidentifikasi semua variabel yang dapat mempengaruhi
upaya kesehatan, di samping belum pula berhasil mengukur besaran tiap-tiap

variabelnya sehingga resultant-nya sulit diperhitungkan secara matematik.

2 Sofwan Dahilan. Operasionalisasi Hukum dalam Praktek Pelayanan Kesehatan, Makalah dalam

Seminar di Unika Soegiyopranoto, Semarang, 2003,
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Dalam kondisi yang demikian ini, ditambah dengan lemahnya posisi
pasien sebagai konsumen, yang disebabkan oleh awamnya pengetahuan
mereka tentang pelayanan medis, menyebabkan timbulnya suatu kebutuhan
akan undang-undang yang mampu memberikan perlindungan hukum terhadap
hak-haik' pasien sebagai konsumen.

Dalam Ketentuan Umum UU Perlindungan Konsumen dinyatakan
bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan dinl sendiri, keluarga, orang
lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Dengan
pengertian yang demikian maka jelaslah bahwa pasien sebagai penerima
layanan kesehatan (health care receiver) termasuk juga dalam pengertian
yang diisyaratkan oieh Undang-undang Perlindungan Konsumen ini. Adapun
jasa menurut pengertian undang-undang ini adalah setiap layanan yang
berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk
dimanfaatkan oleh konsumen. Dalam hal ini pasien sebagai konsumen yang
mengkonsumsi jasa pelayanan medis yang diberikan oleh tenaga medis
(dokter) sebagai pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha menurut undang-
undang ini adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.

Penjelasan UU Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa pada

dasarnya UU perlindungan Konsumen bukan merupakan awal dan akhir
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hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Ada undang-undang

yang materinya melindungi kepentingan konsumen antara lain Undang-undang

Kesehatan. Terbentuknya Undang-undang Kesehatan dengan tujuan agar

pelaku usaha (dokter} dan konsumen jasa pelayanan kesehatan (pasien)

mendapatkan periindungan dari Undang-undang Perlindungan Konsumen. Hal
ini dapat dilihat dari :

- UU Perlindungan Konsumen merupakan landasan yang kuat untuk
menjamin adanya kepastian hukum, untuk memberi perlindungan baik
bagi konsumen, maupun pelaku usaha yang beritikad baik;

- Penjelasan UU Perlindungan Konsumen bahwa matert UU Kesehatan
melindungt konsumen;

- UU Perlindungan Konsumen adalah payung yang mengintegrasikan dan
memperkuat penegakan hukum bidang perlindungan konsumeh;

- Ketentuan Peralihan UU Perlindungan Konsumen (pasal 64) berbunyi :
“Segala  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang
bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat UU ini
diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepamjang tidak diatur
secara khusus dan/atan tidak berfentangan dengan kefentuan
dalam UU ini”;

- UU Perlindungan Konsumen mengandung asas “Lex Specialis derogat

lex generalis” artinya ketentuan umum UU Kesehatan sebagai fex
specialis dan UU Perlindungan Konsumen sebagai /ex generalis.

Dari karakteristik di atas, maka beberapa pasal dalam UU

Perlindungan Konsumen menjadi tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan,

misalnya :
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Pasal 4 ayat a, hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barangfjasa tidak sepenuhnya terpenuhi karena dokter
harus mengintervensi tubuh pasien untuk melaksanakan tindakan medik,
misalnya suntik, bedah, dan lain-lain;

Pasal 4 ayat b, hak konsumen untuk memilih jasa tidak berlaku dalam
keadaan darurat, karena dokter harus mengadakan upaya penyelamatan
tanpa pasien dapat memilih tindakan yang akan dilakukan terhadap
dirinya;

Pasal 4 ayat ¢, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur tidak dapat
diberlakukan dalam kasus-kasus tertentu, rﬁisa]nya pasien lemah jantung,
karena akan berakibat lebih melemahkan pasien; |

Pasal 4 ayat h, ganti rugi harus diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) han,
tidak mungkin dilaksanakan délam pelayanan kesehatan, karena
pembuktian kesalahan memerlukan waktu yang tidak sedikit; |

Pasal 7 ayat e, kewajiban memberikan jaminan dan/atau garansi tidak
dapat dilakukan, karena hasil pelayanan kesehatan tidak dapat dipastikan
(uncertainty);

Pasal 8 ayat d, jasa dokter tidak dapat diberi label, sehingga dokter tidak
dapat menjamin kondisi dan kemanjurannya;

Pasal 9 sampai dengan pasal 17, iklan/promosi dilarang pada pelayanan
kesehatan, menurut pasal 4 dan pasal 6 KODEKI;

Pasal 18, pencantuman klausula baku, karena ilmu kedokteran tidak ada

kepastian (uncertainty),

(PT-PUSTAK-URDI] w0




- Pasal 22 menyatakan adanya pembuktian terbalik akan berakibat

timbulnya defensive medicine di kalangan dokter, yaitu melakukan
pemeriksaan secara berlebihén, mengasuransikan profesi, mempekerjakan
penasehat hukum, yang pada akhimya semua biaya harus dipikul pasien.
Sikap mempersenjatai diri pada waktu orang meminta pertolongan medis
mencerminkan kurangnya kepercayaan terhadap pemberi pelayanan
kesehatan. Reaksi defensive medicine dari dokter mencerminkan
ketidakpercayaannya pada itikad baik pasien. Keadaan ini menimbulkan
krisis pé!ayanan kesehatan yang dapat diatasi dengan perlindungan
hukum, antara lain berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak;
Pasal 23, gugatan melalu! badan penyelesaian sengketa konsumen. IDI
(Ikatan Dokter Indonesia) sudah menetapkan melalui MKEK (Majelis
Kehormatan Etik Kedokteran) dan BPA (Badan Pembelaan Anggota).
Penyelesaian sengketa melalui MKEK dan BPA tersebut tidak dapat
melalui class action,

Pasal 26, pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib menjamin
barang yang diperjanjikan. Dokter tidak dapat memamin kesembuhan,

hanya menjamin bahwa akan dilakukan upaya yang sebaik-baiknya.
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2.

Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Konflik antara Dokter dengan Pasien,

Upaya Pencegahan dan Upaya Penyelesaiannya

2.1. Faktor-fakior Penyebab Timbulnya Konflik antara Dokter

dengan Pasien

Konflik antara dokter dengan pasien pada umuimnya terjadi
karena adanya kesenjangan antara harapan pasien dengain kenyataan,

Kesenjangan tersebut timbul karena :

- kurangnya komunikasi antara dokter dengan pasien;

- ketidaktahuan pasien mengenai hakekat perjanijian terapeutik; dan

- dokter yang wanprestasi, lalai atau berbuat kesalahan.i

Untuk lebih jelasnya akan diuratkan sat-persatu sebagai be;rikut :

a. Kurangnya komunikasi antara dokter dengan pasiien
Komunikasi yang kurang antara dokter dtiangan pasien
menjadi penyebab utama timbulnya konflik. Dalamé kondisi ini,
walaupun terdapat informed consent tetapi‘ proisesnya tidak
berlangsung secara sempurna. !

Kurangnya komunikasi antara dokter dengan pasien ini
|

bisa terjad: karena :

- Dokter kurang memberikan penjelasan kepada éasien karena

sibuk;
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- Dokter memberikan penjelasan singkat, yang tidak dipahami
pasien;
- Penjelasan dokter cukup, tetapi pasien atau keluarganya tidak
paham karena pengetahuan kurang;
- Penjelasan dokter cukup dan dipahami pasien, tetapi keluarga
yang tidak paham merasa tidak mendapat penjelasan;
- Pasien atau keluarga tidak mau mengerti penjelasan yang
diberikan dokter;
- Pasien atau keluarga tidak memperdulikan peraturan rumah
sakit;
- Peraturan rumah sakit tidak jelas atau tidak ada.
Komunikasi yang kurang baik antara pasien dengan
dokter pada akhirnya menimbulkan tidak adanya hubungan kerja
sama yang baik yang secara langsung atau tidak langsung

berpengaruh pada upaya penyembuhan pasien.

Ketidaktahuan pasien mengenai hakekat perjanjian
terapeutik

Perjanjian terapeutik sebagai inspafmingsverbt'ﬁterris
meletakkan kewajiban pada dokter sebatas untuk berdaya upaya
secara maksimal dalam merawat pasien dan tidak memberikan
janji kesembuhan. Pada umumnya pengertian pasien sering keliru,
yaitu dokter harus dapat menyembuhkan pasien. Dalam perjanjian

terapeutik, bukan “kesembuhan” yang diperjanjikan dokter, tetapi
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“daya/upaya/usaha/ikhtiar ~ maksimal” dari  dokfter untuk
menyembuhkan pasien, berdasarkan standar profesi medis.

Ukuran keberhasilan untuk mencapai kesembuhan tidak
hanya bergantung pada tindakan medis dokter saja, tetapi juga
faktor lain yang mempengaruhi kerja dokter, antara lain kepatuhan
pasien pada instruksi dokter, daya tahan tubuh pasien atau

kualitas obat dan kondisi-kondisi tertentu lainnya.

. Wa_nprestasi dokter, kelalaian atau kesalahan

Dalam hal wanprestasi yang dilakukan dokter adalah
dokter yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik atau
melaksanakan kewajiban tetapi mengabaikan hak-hak pasien.

Dalam berbagai kasus yang tegadi pada umumnya
ditemukan adanya alasan substantif terjadinya konflik, antara lain :
- Dokter tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan;

- Dokter melakukan apa yang seharusnya dilakukan tetapi
terlambat;

- Dokter melakukan apa yang seharusnya dilakukan tetapi tidak
sempurna, misalnya melakukan tindakan medik di Bawah
standard of care;

- Dokter melakukan apa yang seharusnya tidak boieh dilakukan,
misalnya : melakukan tindakan medik tanpa informed consent

dan melakukan tindakan medik yang tidak lege artis.’

3 Sofwan Dahlan. Dokter dalam Menghadapi Gugatan Hukum, (Semarang : Makalah Bahan
Diskusi IDI Wilayah Jawa Tengah, 2001).




Analisis kasus gugatan perdata Ir. Eko Tjiptartono melawan
dr. H. Hamidun Kosim, Sp.Og.

Perjanjian terapeutik antara dr.H. Hamidun Kosim,
Sp.Og dengan Ny. Eko Tjiptartono terjadi di Rumah Sakit
Bersalin Bahagia Semarang, Perjanjianlterapeutik ini berobyek
pelayanan medis untuk program kehamilan dan kelahiran.

Selama dalam pelaksanaan perjanjian, pelayanan medis
yang dilakukan dokter Hamidun telah memenuhi standar profesi
dan etika kedokteran. Pasien telzh memperoleh haknya, yaitu :
pasien telah memperoleh pelayanan medis sesuai dengan standar
profesi kedokteran, memperoleh informed consent dan memiliki
rekam medis. Namun dr. Hamidun kurang memberikan informasi
pada pasien atau keluarganya. Dokter kurang memberikan
penjelasaﬁ I-nengenai rencana proses persalinan dengan
menggunakan ekstrasi vacuum. Proses persalinan yang diperingan
dengan ekstrasi vacuum dilakukan karena pasien selalu
melahirkan bayi dengan ukuran besar dan pernah mengalami
operasi caesar. Hal ini selanjutnya menjadi penyebab timbulnya
konflik antara dokter dengan pasien.

Ketika pasien hendak melahirkan dan datang ke RSB
Bahagia Semarang, dr. Hamidun mengundurkan diri karena
urusan pribadi. Hal ini dapat dibenarkan karena pgsien tidak dalam

kondisi gawat darurat, pengunduran diri telah diketahui dan
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disetujui pasien, serta pasien setuju untuk dirawat oleh dokter lain
di rumah sakit tersebut. Dengan demikian, perjanjian terapeutik
antara pasien dengan dr. H. Hamidun Kosim, Sp.Og. telah
berakhir. Kemudian lahir perjanjian terapeutik baru antara pasien
dengan dr. Anatyo Binarso Muchtar, Sp.Og.

Dalam perjanjian terapeutik yang baru, dokter telah
melaksanakan kewajiban profesi sesuai dengan standar profesi
medis dan etika kedokteran, namun terjadi resiko yang tidak
diharapkan. Pasien mengalami [uka pada kandungan sechingga
harus dioperasi oleh dr. H. Hamidun Kosim, Sp.Og.

Terjadinya komplikasi berupa gangguan syaraf
(neurology) pada anggota gerak kiri'pasien setelah dilakukannya
tindakan operasi, merupakan suatu hasil tindakan medis yang
tidak diharapkan (adverce owicome) karena tidak dapat diduga
sebelumnya (unforeseeable). Apabila tindakan medis yang
ditakukan dokter telah memenuhi standar medis, maka dokter

tidak dapat dikatakan telah melakukan malpraktek.

Analisis perkara pidana dr. Setianingrum binti Siswoko
Perjanjian terapeutik antara Rusmini dengan dr. Setyaningrum
binti Siswoko terjadi di tempat praktek dokter tersebut. Perjanjian
ini terjadi dimana Rusmini secara sukarela datang untuk
mendapatkan layanan kesehatahn dari dr Setyaningrum atas sakit

yang dideritanya. Dalam upaya menyembuhkan pasiennya, dr.
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Setyaningrum telah memberikan penyuntikan streptomicine 1
gram, suntikan cortisone 2 cc dan yang terakhir delladryl 2cc.
Akibat suntikan yang berturut-turut ini, tubuh pasien diperkirakan
menjadi tidak tahan sehingga tidak sadar. Selanjutnya pasien
dibawa ke Rumah Sakit Umum Pati. Setelah mendapat perawatan
selama 15 menit di rumah sakit, pasien meninggal dunia.

Tindakan dr. Setyaningrum dalam memberikan suntikan
tiga kali berturut-turut tanpa memperhitungkan secara cermat
ketahanan tubuh pasien dianggap melanggar standar upaya medis
karena kealpaan dan kekuranghati-hatiannya telah menyebabkan
pasien meninggal dunia. Terdakwa dr. Setyaningrum binti
Siswoko didakwa melanggar pasal 359 jo. 360 KUHP.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Pati berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah
memenuhi unsur-unsur pasal 359 KUHP : “Barang siapa karena
kealpaannya menyebabkan matinya orang lain dihukum penjara
selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-famanya satu
tahun”, dan menghukum terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara
dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.

Atas putusan ini baik jaksa penuntut umum maupun
terdakwa menyatakan banding. Putusan banding pada pokoknya
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati. Kemudian pada

putusan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa tindakan

yang dilakukan dr. Setyaningrum telah sesuai dengan standard




layanan medis, dimana sebelum pemeriksaan dr. Setyawati telah
menanyakan riwayat penyakit yang pernah diderita pasien dan
pengobatan yang dilakukan memang telah sesuai dengan penyakit
yang dideritanya, sehingga tindakan penyembuhan yang dilakukan
dr. Setyawati binti Siswoko tidak dapat dikatakan suatu kealpaan

atau kekuranghati-hatian.

Dari kedua kasus di atas, dapat ditarik kesimpﬁlan bahwa
penyelesaian konflik yang terjadi antara dokter dan pasien yang
dilakukan dengan melalui pengadilan banyak mengalami kendala, di
mana pasien kesulitan dalam hal pembuktian kesalahan dokter. Pasien
sebagai masyarakat yang awam terhadap istilah-istilah kedokteran pada
umumnya tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan yang diperbuat
dokter telah melanggar standar profesi kedokteran maupun peraturan-
peraturan perundangan. Selain itu solidnya ikatan di antara sejawat
dokter menyebabkan pasien kesulitan mendapatkan sakst ahli yang
bersedia memberikan kesaksian secara obyektif dan tidak memihak.

Untuk mengatasi hal tersebut, haruslah dibentuk suatu lembaga
advokasi yang tidak saja mengerti mengenai aspek-aspek hukuzﬁ saja,

tetapi juga dituntut untuk mé.mpu memahami bidang kedokteran.
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2

.2,

Upaya Pencegahan Timbulnya Konflik antara Dekter dengan

Pasien

Hubungan antara dokter dengan pasien merupakan hubungan
yang terjadi dua arah secara seimbang antara kedua belah pihak. Untuk
keberhasilan dalam hubungan tersebut membutuhkan peran yang sama
besar baik dari pihak dokter maupun dan pasien, termasuk juga dalam

upaya mencegah konflik yang mungkin timbuf.

a. Upaya yang harus dilakukan dokter

Upaya yang harus dilakukan dokter untu mencegah terjadinya
konflik dengan pasien adalah mencegah terjadinya pelanggaran
kewajiban profesional dokter. Dokter di dalam hubungan
terapeutik harus mengembangkan komunikasi dan informasi yang
baik pada pasien atau keluarganya. Seorang dokter harus
melaksanakan informed consent dengan baik, menginformasikan
penyakit yang diderita pasien, rencana terapi dan tindakan,
kemungkinan resiko yang terjadi dan menginformasikan alternatif
yang mungkin ada atau akan terjadi. Untuk selanjutnya melakukan

tindakan medis dengan persetujuan pasien.
Informasi ini harus disampaikan secara kekeluargaan,
sedapat mungkin menggunakan bahasa dan istilah-istilah yang

dapat dimengerti sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan

pasien.




Dalarn memberikan pelayanan medis harus diminimalkan
terjadinya ketidakpuasan pasien dengan menghindarkan phisical
hazard (peralatan dan instrumen yang kurang memadai), moral
hazard (pelanggaran etika/tidak menggunakan pertimbangan etis
dalam pengobatan), morally hazard (dokter yang over
confidence, tidak mengantisipasi terjadinya shock), dan legal
hazard (melanggar hukum/peraturan).

Selain itu dokter harus bertindak sesuai dengan
kewenangannya dan melaksanakan rujukan/konsultasi pada
sejawat  vang  memiliki  kewenangan dan  keahlian

spesialis/subspesialis yang dibutuhkan dalam pengobatan pasien.

Upaya yang harus dilakukan pasien

Pasien sebagal salah satu pihak dalam perjanjian
terapeutik, harus bertindak sebagai pemakai jasa yang baik dengan
memenuhi segala kewajibannya. Untuk itu dalam pelaksanaan
pelayanan medis hendaknya pasien tidak bersikap apatis dan turut
aktif mencari informasi yang benar mengenai penyakitnya pada
dokter yang berwenang, mengetahui rencana pengobatan dengan
benar, dan berkonsultasi mengenai kemungkinan alternatif upaya
pengobatan dirinya serta mematuhi instruksi atau nasehat
pengobatan dari dokter.

Dengan semakin majunya pendidikan dan tingkatan

sosial pasien, tidak jarang justru terjadi pasien atau keluarganya
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yang mengatur dokter dalam upaya penyembuhan. Hal ini
menyebabkan dokter sulit untuk menentukan upaya-upaya
penyembuhan yang tepat dan bahkan dapat berakibat fatal bagi
pasien itu sendir.

Pasien hendaknya memahami hak dan kewajibannya
dalam hubungan terapeutik, sechingga dapat berperan serta secara
aktif dalam upaya pelayanan medik yang direncanakan oleh
dokter. Segala keluhan dan masalah yang dihadapi sehubungan
dengan pelaksanaan pelayanan medis dapat dikonsultasikan pada
dokter yang merawat, sehingga dapat diberikan upaya
pemecahannya. Pasien mempunyai hak untuk mendapatkan
second opinion dari dokter lain yang dianggap lebih mampu,
namun hendaknya second opinion ini haruslah dan pihak yang
benar-benar ahli dan menguasai dalam bidang penyakit yang
diderita pasien dan tidak perlu mendengarkan pendapat-pendapat
dari pihak lain yang tidak kompeten dan tidak didasari oleh
pengetahuan kedokteran yang justru dapat menimbulkan
kerancuan. Apabila pasien telah yal;in deﬁgan kemampuan
seorang dokter yang mengupayakan penyembuhannya, lmaka
harus dijalin suatu komunikasi dan kerjasama yang baik antara

dokter dengan pasien sehingga dapat mencegah terjadinya konflik.
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2.3. Upaya Penyelesaian Konflik antara Dokter dengan Pasien

Apabila dalam hubungan antéra dokter dan pasien terjadi
konflik yang tidak dapat dihindarkan lagi, maka selalu diupayakan
penyelesaian dengan jalan damai terlebth dahulu, karena pada
umumnya konflik yang terjadi karena akibat yang sama-sama tidak
diinginkan oleh kedua belah pihak. Penyelesaian secara damai itu dapat
dengan pemberian penjelasan oleh dokter yang selanjutnya dapat
dimenggrti oleh pasien. Dalam penyelesaian damai ini dapat diberikan
semacam tali asth namun dapat juga tanpa santunan demikian.
Ungkapan simpati sebagai tanda ikut prihaiin pihak dokter atau rumah
sakit, harus dikemukakan secara jelas, karena seringkali pasien
menganggap ungkapan simpati ini sebagai upaya untuk memberikan
ganti rugi secara damai tanpa melalui jalur pengadilan.

Perdamaian dapat - dilakukan secara lisan maupun tertulis.
Namun guna menghindari itikad buruk salah satu pihak ingkar janji,
maka perjanjian damai sebaiknya dilakukan secara tertulis, sebagai alat
bukti di kemudian hari. Dalam pelaksanaan perjanjian damai ini
haruslah tetap dipahami bahwa perjanjian perdamaian tidak menghapus

tuntutan pidana bagi pihak yang melakukan kesalahan atau kelalaian.
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a. Penyelesaian konflik melalui MKEK TDI

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) adalah
suatu lembaga perlengkapan organisasi profesi 1IDI. MKEK
merupakan badan khusus dalam bidang etika yang dibentuk
berdasarkan pasal 16 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga IDI.

Tugas dan wewenang dari Majelis Kehormatan Etik
Kedokteran (MKEK) diatur dalam pasal 16 ayat 2 Anggaran
Rumah Tangga IDI sebagat berikut :

- melakukan tugas bimbingan, pengawasan dan penilaian dalam
pelaksanaan etik kedokteran.

- Memperjuangkan étik kedokteran agar dapat ditegakkan di
Indonesia.

- Memberikan usul dan saran, diminta dan tidak diminta kepada
Dewan Pertimbangan dalam hubungan dengan masalah etik -
kedokteran.

- Membina hubungan baik dengan aparat etik yang ada, baik
pemerintah maupun  oOrganisasi profeéi lain dengan
sepengetahuan Dewan Pertimbangan.

- Bertanggungjawab kepada Muktamar/rapat pembentukan
wilayah melatui Dewan Peftimbangan.

Adapun tugas pokok dari Majelis Kehormatan Etik
Kedokteran (MKEK) adalah melakukan tugas bimbingan,

pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan etika kedokteran.
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Bimbingan etika kedokteran harus memperhatikan
seluruh aspek pendekatannya berupa upaya :

- Promotif, yaitu bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan
kesadaran etik pada dokter dan juga masyarakat pemakal jasa
dokter.

- Preventif, yaitu bertujuan memperkecil peluang tindakan
pelanggaran etik. Di dalam aspek int termasuk penyusunan
standar profesi medik, pengeluaran fatwa tentang ilmu dan
teknologi kedokteran serta pengkajian dinamika pelanggaran.

- Kuratif, yaitu bertujuan untuk menyadarkan dokter dari
kesalahan/pelanggaran dengan memberikan sankst yang
sesuai Rehabilitatif, yaitu bertujuan agar penerimaan sanksi
atau dokter yang namanya tercemar karena pelanggaran yang
terbukti atau yang tidak terbukti, tetap mempunyai harga diri
dan tetapmemberikan pengabdiannya kepada masyarakat,

kemanusiaan dan kepada pengembangan ilmu kedokteran.*

Dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota, MKEK
bersifat mendidik yaitu “menghukum tanpa publisitas”. Karena
penyelesaian melalui MKEK IDI yang bersifat tertutup bagi
masyarakat inilah maka sering dicurigai oleh masyarakat sebagai
lembaga yang memihak dan semata-mata membela anggotanya.

Menghukum tanpa publisitas demikian dapat dipahami mengingat

4 Asmuni Rachmat, Perkembangan Kode Etik Kedokteran dan Tugas MKEK yang Efektif, Pustaka
Sinar Harapan, Jakarta 1989, hal. 4
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setelah  dilakukan pembinaan, IDI kembali memberikan
rekomendasi ijin praktek bagi dokter yang bersangkutan. Apabila
sanksi yang dnatuhkan dipublikasikan, akan mengakibatkan

mematikan kegiatan praktek dokter tersebut untuk selama-

lamanya.

Mekanisme kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran
dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran etika, disusun
sebagai berikut :°

a. Materi :
- materi yang disidangkan dapat diperoleh dari laporan
yang datang dari manapun juga termasuk dari anggota

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran sendiri.

- Materi tersebut dikelompokkan menjadi  tiga yaitu:

- kesalahpahaman,  biasanya  kemudian
dikembalikan  kepada pengurus IDI
setempat disertai petunjuk secukupnya;

- perselisthan  yang  diusahakan  untuk
diselesaikan secara damai atau diajukan ke
pengadilan oleh yang bersangkutan sebagai
perkara perdata.

- pelanggaran etik yang ditangani Iangsung

oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran.

5 Abdullah Cholil Peranan Organisasi Profesi Dokter dan Dokter Gigi Terhadap Pengamalan Profesi

Dokier, hal 6-8
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b. Persidangan :

persidangan  selalu  bersifat  tertutup, hanya
dihadirioleh mereka yang mendfapat undangan tertulis
dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran.

jika dianggap perlu sidang dapat memanggil saksi-
saksi untuk didengar keterangannya. Baik secara
terpisah maupun bersama-sama dengan tertuduh.
dalam pemeriksaan terhadap anggota IDI, Badan
Pembela Anggota (BPA) wajib mengirimkan wakilnya
guna mengikuti sidang sejakpermulaan kecuali bila

tidak disetujui oleh anggota yang bersangkutan.

¢. Keputusan :

secara mufakat atau berdasarkan suara terbanyak.
pelanggaran Kasus menurut pelanggaran, yaitu
ringan, sedang, atau berat, dengan memperhatikan
akibat tindakan tersebut terhadap kehormatan profesi,
akibat tindakan tersebut bagi kebaikan pasien, akibat
tindakan tersebut bagi kepentingan umum, faktor luar
termasuk faktor pasien yang ikut mendorong
terjadinya pelanggaran, serta tujuan yang ingin dicapai
pelaku.

sesuai dengan berat ringannya pelanggaran, sanksi

yang dapat dijatuhkan ialah tegoran tertulis, skorsing
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sementara dari keanggotaan, pemecatan keanggotaan
serta pencabutan rekomendasi iyjin praktek selama-

lamanya tiga tahun.

d. Banding :

- jika terdapat ketidakpuasan, baikpengadu maupun
tersangka dapat mengajukan banding kepada Majelis
Kehormatan EtikKedokteran setingkat iebih tinggi,

- dalam hal pelanggaran etik kedokteran, keputusan Majelis
Kehormatan Etik Kedokteran Pusat bersifat final dan
mengikat,

- selain peranannya dalam organisasi profesi maka Ketua
Majelis Kehormatan Etik Kedokteran juga sekaligus
merangkap sebagai Wakil Ketua Panitia Pertimbangan

dan Pembinaan Etik Kedokteran (P3EK).

Di dalam organisasi profesi IDI, keberadaan MKEK
sangat dihormati sehingga teguran dao sanksi yang diberikan
merupakan “pukulan keras” bagt anggota. Hal ini dapat dipahami,
karena MKEK memiliki anggota yang menguasai dan memahami
bidang medis sehingga mengetahui dengan pasti ada tidaknya
kesalahan yang dilakukan sejawatnya. Putusan sidang MKEK
dapat merekomendasikan pencabutan ijin praktek bagi anggota

yang terbukti bersalah.
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. Penyelesaian Konflik melalui Majelis Disiplin  Tenaga

Kesehatan (MDTK)

Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) adaiah
lembaga yang dibentuk Pemerintah untuk menentukan ada atau
tidaknya kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dalam
menerapkan standar profesi.

Penyelesaian konflik melalui MDTK bersifat tertutup,
sehingga memiliki kesamaan dengan penyelesaian konflik melalui
MKEK. Namun demikian penyelesaian konflik melalui jalur ini
sebenarnya dapat memberikan jalan keluér bagi pasien atau
keluarga untuk membuktikan ada tidaknya kelalaian dokter. Oleh
karena itu Keputusan MDTK dapat digunakan sebagai alat bukti
adanya kesalahan dokter sehingga pasien dan keluarga dapat
mengajukan tuntutan perdata (ganti kerugian) melalui Pengadilan
Negeri.

Pada umumnya penyelesaian konflik antara dokter
dengan pasien yang dilakukan melalui MKEK IDI maupun melalui
MDTK, tidak mendapatkan hasil yangf memuaskan bagi pihak
pasien. Hal ini karena adanya anggapan bahwa penyelesatan
melalui kedua lembaga ini tidak dapat dilakukan secara obyektif,
mengingat solidaritas antar rekan sejawat dokter. Pada akhimya

pasien memilih untuk menggunakan jalan terakhir dalam
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penyelesaian konfliknya, yaitu melalui pengadilan. Hal ini tidak
berarti kemudahan bagi pasien, karena penyelesaian melalui
pengadilan akan memakan biaya yang tidak sedikit dan waktu
yang lama. Selain itu sebagaimana telah dikemukakan di atas,
pasien sebagai masyarakat yang awam akan kesulitan dalam hal

pembuktiannya

. Penyelesaian Konflik melalui Pengadilan Negeri

Upaya penyelesaian konflik antara pasien dengan dokter
melalui Pengadilan Negerai merupakan upaya terakhir, di mana
penyelesaian melalui jalur hukum membutuhkan waktu lama,
biaya yang tidak sedikit dan hasilnya seringkali mengecewakan
salah satu atau bahkan kedua belah pihal;:.

Hambatan vang dihadapi pasien dalgm upaya
penyelesaian konflik melalui Pengadilan Negeri, yaitu :

- Pembuktian
. Pasien sebagai penggugat tidak marripu membuktikan
dalil-dalil gugatannya karena ketergantungannya pada sakst
ahli. Pasien selalu mengalami kesulitan untuk menghadirkan
saksi ahli dari kalangan profesi dokter, karena pada umumnya
dokter-dokter enggan membuka kesalahan sejawatnya sendiri.
Padahal keterangan saksi ahli ini sangat penting karena hakim

tidak menguasai ilmu kedokteran, sehingga hakim tergantung
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pada keterangan saksi untuk memperjelas duduk perkaranya.

Biasanya justru saksi ahli ini dihadirkan oleh tergugat (dokter),

guna membela kepentingannya.

- Tidak adanya standar profesi yang pasti

Standar profesi yang dipakai saat in1 sangat tergantung

pada situasi dan kondisi serta kemampuan rata-rata dar dokter

yang asama. Dengan demikian, dapat terjadi kesalahan yang

sama akan memiliki akibat hukum yang berbeda karena situasi

dan kondisi yang berbeda.

Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan tabel mengenai upaya

* penyelesaian konflik antara dokter dengan pasien :

NO. JENIS UPAYA
KONFLIK | PENYELESAIAN

DASAR HUKUM

1. | Kesalahan atau | Majelis  Disiplin | -
kelalaian tugas | Tenaga Kesehatan

profesi dokter (MDTK) Tingkat | -

Pasal 54 UU No. 23 Tahun
1992 tentang Kesehatan
Keppres No. 56 Tahun

Propinst dan 1995  tentang  Majelis
Tingkat Pusat Disiplin Tenaga Kesehatan
(MDTK)
2. | Pelanggaran IDI Cabang untuk | - AD/ART IDI

etika profesi | disidangkan pada | - Keputusan Menteri

dokter MKEK D1 Kesehatan RI No.
Wilayah atau 434/Men.Kes/SK/X/1983
MKEK PUsat tentang Berlakunya

KODEKI bagi para Dokter
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di Indonesia

3. | Tindak pidana
bidang  medis

oleh dokter

Pengadilan Negeri
dan Pengadilan

Tinggi

KUH Pidana

Pasal 80-86 UU WNo. 23
Tahun 1692 tentang
Kesehatan

Sanksi ~ pidana  dalam
peraturan kesehatan lainnya
Pasal 62 ayat (3) UU No. 8
Tahun 1999  tentang

Perlindungan Konsumen

4. 1 Tuntutan ganti

rugi (perdata) -

- Perdamaian
(dading)

- ADR

- Pengadilan
Negeri dan
Pengadilan
Tinggi

Pasal 1853 KUH Perdata
Pasal 55 UU No. 23 Tahun
1992 tentang Kesehatan
Pasal 4 butir (h) jo. Pasal
48 UU No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan
Konsumen

UU No. 30 Tahun 1999
tentang  Arbitrase  dan
Alternatif

Penyelesaian

Sengketa

Sumber : Hasil penelitian, diolah.

terhadap Hubungan Hukum Dokter dan Pasien

3. Penerapan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 sebagai Perlindungan

Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

hanya mengatur secara umum terhadap hak-hak pasien yang dipersamakan

kedudukannya dengan konsumen, yaitu pada pasal 62 ayat (3) dan pasal 4

butir (h) jo pasal 48.
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Pasal 62 ayat (3) menyatakan :

" Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit
beral, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana

yang berlaku ",

Pasal 4 butir (h) :

“Hak untuk mendapathan kompensasi, ganti rugi dan atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”,

Pasal 48 UU No. 8 Tahun 1999 :
“ Pe{welesafarr sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu
pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan
memperhatikan ketentuan dalam pasal 457
Namun demikian; mengingat ruang lingkup pelayanan kesehatan yang
begitu luas, masih diperlukan adanya hukum yang secara khusus mampu
mengatur hak-hak dan kewajiban antara konsumen kesehatan dan para pelaku
.pelayanan kesehatan. Adapun pengelompokan yang perlu mendapat perhatian
dalam hukum kesehatan menurut Leenen, adalah sebagai berikut :°

Pertama hak atas pemeliharaan kesehatan, hak atas bantuan
medis, tanggung jawab pribadi atas pemeliharaan
kesehatan dan perawatan diri sendiri, hak menentukan
nasib  sendiri, peranan dari penguasa dalam

pemeliharaan kesehatan, fungsi peraturan perundang-

undangan dan hukum dalam pemeliharaan kesehatan.

® Teuku Moh. Radhic, Hukum Keschatan dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional,
Grafikatama Jaya, Jakarta 1991, hal, 7-11,
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Kedua

Ketiga

hak untuk hidup, hak atas tubuh sendiri, inseminasi
buatan, sterilisasi, abortus provocatus, genetika, status
hukum dari anak di bawah umur dalam hukum
kesehatan, transeksisme atau perubahan kelamin, hak-
hak dari pasien, kewajiban-kewajiban dari pasien, hak-
hak dari orang yang lemah ingatan, berakhirnya hidup,
hak atas kematian, kematian otak, ewthanasia,
perawatan jenazah, saksi, rahasia dalam hukum
kesehatan, kir medis.
mengenai pelaksanaan profesi, antara lain menyangkut
undang-undang tentang pelaksanaan profesi dokter,
ketidakwenangan  melaksanakan profesi  dokter,
keterangan dokter, kedudukan dokter perusahaan,
dokter asuranst dan lain-lainnya, ilmu kedokteran
militer, peraturan perundang-undangan mengenai
dokter gigi, lembaga-lembaga kedokteran gigi, undang-
undang tentang pengadaan obat-obatan, wewenang
apoteker, industri obat-obatan, weweﬁang penjual obat
(drogist), wewenang bidan, undang-undang tentang
pekerjaan  paramedis, undang-undang  tentang
perawatan orang sakit, undang-undang tentang
perawat, wewenang para fisisi, ahli kimia, psikolog dan

lain-lainnya dalam pelayanan kesehatan, undang-undang
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Keempat

Kelima

disiplin medis, peraturan disiplin lainnya, cara-cara
penyembuhan alternatif,

mengenai hubungan perdata, antara lain mengenai
perjanjian antara dokter dengan pasien, informasi
kepada pasien, perizinan bagi perawatan medis,
pemilihan dokter yang bebas, dan penolakan perawatan
medis. Termasuk juga dalam kelompok ini : hubungan

antara dokter dengan pemberi dana kesehatan,

. hubungan dokter dengan rumah sakit, hubuﬁgan pasien

dengan rumah sakit, hubungan dokter dengan tenaga

keschatan lain, asosiasi prakiek kelompok, pusat

kesehatan, dokter pengganti dan pengoperan praktek,

pertanggung jawaban dokter, dokter gigi, apoteker dan

lain-lain, pertanggungjawaban tim dalam pefneliharaan
kesehatan, pertanggung jawaban mengenai pemberian
obat-obatan, struktur yuridis dari rumah sakit, dan
fungsi rumah sakit.

mengenal aspek-aspek hukum pidaﬁa, antara lain
meliputi : pertanggungjawaban pelaksana profesi
kesehatan, perumusan perawatan medis dalam hukum
pidana, kewajiban melaporkan tindak pidana, penolakan
pemberian bantuan dan kealpaan dalam memberikan

bantuan, bantuan dalam bunuh diri, penganiayaan anak,

tes darah.
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Keenam

Ketujuh

Kedelapan

Kesembilan

mengenai pemeliharaan kesehatan kuratif, antara lain :
kewajiban dokter dan pemberi bantuan lainnya,
penjagaan kualitas eksperimen atas manusia, paksaan
dan dorongan pada perawatan medis, batas-batas
pemberian bantuan rnedis,. penghentian perawatan
medis yang tidak berarti, transplantasi bagian tubuh,
anestesi, reanimasi, penyakit menular, undang-undang
karantina, psykoterapi, opname paksaan di rumah sakit
psikiatris,  elektrostocktherapy,  psychochirurgie,
psychofarmaca, “tindakan diagnostik berat, tindakan
kosmetis, alat-alat bantuan medis, penggunaan
komputer, dossir, undang-undang mengenai darah
manusia, undang-undang tentang serum dan vaksin.
mengenal pemeliharaan kesehatan preventif dan sosial,
.antara lain : pencacaran, undang-undang tentang
perlindungan anak sekolah terhadap bahaya penyakit
menular, undang-undang  penelittan  penduduk,
kewajiban rﬁelapor tentang congentinale
misvormingesn, aspek-aspek yuridis dari penyelidikan
epidemilogis, pemeliharaan kesehatan perusahaan.
undang-undang candu, undang-undang absint dan
peraturan-peraturan internasional.
mengenai kesehatan lingkungan, antara lain meliputi :

undang-undang mengenai kesehatan lingkungan,

e
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Kesepuluh

Kesebelas

Keduabelas

undang-undang  tentang pencemaran  permukaan
perairan, undang-undang air bersih, penggunaan fluor
untuk air minum, undang-undang pencemaran udara,
undang-undang pemusnahan, undang-undang tenaga
atom, undang-undang tentang bahan-bahan berbahaya,
undang-undang tentang higiene, keamanan tempat-
tempat renang, undang-undang mengenai higiene
tempat perkemahan, undang-undang  tentang
pencemaran limbah, perundang-undangan tentang
bahan-bahan  limbah,perundang-undangan  tentang
gangguan bunyi, peraturan-peraturan internasional.
undang-undang- tentang barang, undang-undang tentang
kir daging, undang-undang tentang dewan urusan
makanan.

menyangkut peraturan perundang-undangan tentang
organisasi, antara lain : undang-undang kesehatan,
pengawasan negara atas kesehatan rakyat, tentang
pengadaan rumah  sakit, téntang pemeliharaan
kesehatan, tentang tanf pemeliharaan kesehatan,
tentang pengangkutan ambulans, tentang propinsi dan
kotapraja, peraturan-peraturan organisasi pemeliharaan
kesehatan swasta dan organisast tenaga profesional.
menyangkut asuransi biaya sakit swasta, undang-

undang tentang dana sakit, undang-undang umum
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tentang biaya sakit khusus, pengaturan subsidi, undang-
undang dana prefensi.

Ketigabelas © hukum kesehatan internasional, antara lain terdiri atas
peraturan-peraturan  atau  masalah-masalah  yang
dikeluarkan dalam rangka WHO, Konvensi-konvensi
Jenewa.

Meskipun tidak semua hal di atas sesuai untuk diterapkan di Indonesia,
namun hal tersebut membuka pikiran kita bahwa ruang lingkup hukum
kesehatan sangatlah luas, sehingga perlindungan terhadap pasien tidak
tertampung seluruhnya dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.
Beberapa hal yang penting justru belum diatur dalam undang-undang ini

sehingga masih diperlukan suatu peraturan yang jelas dan tegas.

3.1. Perlindungan Hukum bagi Pasien Sebelum Pelaksanaan

Pelayanan Medis

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasien
sebagai konsumen jasa medis, maka langkah dasar yang harus
dilakukan adalah menyediakan perangkat hukum yang dibutuhkan
sehingga terdapat dasar hukum yang cukup untuk mengatur hak dan
kewajiban para pihak dalam hubungan hukum dokter dan pasien.

Pasal 53 ayat (4) UU No. 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan, menghandaki pengaturan standar profesi dalam bentuk

Peraturan Pemerintah. Namun hal in1 belum terwujud. Selama ini,

177




ketentuan mengenai standar profesi dokter hanya ditetapkan oleh
Departemen Kesehatan dan IDI. Sebenarnya dengan terpenuhinya
pengaturan standar profesi dokter dalam bentuk Peraturan Pemerintah
akan dapat lebih memberikan perlindungan hukum bagi pasien, karena
di dalamnya dapat ditentukan sanksi hukum apabila dokter
memberikan pelayanan di bawah standar. Dengan demikian dalam
acara pembuktian di Pengadilan, hakim yang memeriksa perkara
sengketa dokter dengan pasien juga memiliki dasar penilaian yang jelas
dan _pasti dalam memutus perkara.

Pasal 54 ayat (4) ini secara khusus juga menghendaki
pengaturan hak-hak pasien dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Hal
ini dimaksudkan agar dapat lebih memberikan perlindungan hukum
kepada pasien karena di dalamnya dapat ditentukan sanksi hukum
yang pasti apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kéwajibannya
dengan baik. Sebelum pelaksanaan pelayanan medis, pasien
mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum, yaitu hak atas
informasi dan memberikan persetujuan (informed consent) dan hak
étas pendapat kedua (second opinion).

Dalam hal sanksi pidana, selama inl pengaturan sanksi
tidak melaksanakan informed consent masih terbatas pada sanksi
pidana tidak melaksanakan infoermed consent khusus bagi pasien ibu
hamil (Pasal !5 ayat (1) dan (2), Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 85 ayat (1)
UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan) dan sanksi administratif

(Pasal 13 Peraturan  Menten  Kesehatan RI ~ No.
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585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan  Tindakan Medis).
Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan
RI No. HK.00.06.3.5.1866 tentang Pedoman Persetujuan Tindakan
Medik (Informed Consent), tidak mencakup ketentuan sanksi pidana
bagi dokter/rumah sakit yang mengabaikannya.

Dalam hubungan dokter dengan pasien, informed
consent sangat diperiukan karena masing-masing pihak akan
terlindungi ofeh hukum. Kurangnya informasi yang diberikan oleh
dokter atau bahkan sama sekali tidak diberikan, dapat menyebabkan
kerugian pada pasien sehingga menimbulkan gugatan pasien terhadap
tanggung jawab hukum dokter.

Pelanggaran pelaksanaan informed consent oleh dokter
dapat dikenai saksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 13
Permenkes No. 585/1989 tentang Persetuyjuan Tindak Medik

(Informent Consent) :
Terhadap dokter yang melakukan tindakan medik tanpa
adanya persetujuan dari pasien aiau keluarganya dapat
dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat
ijin prakteknya. ” :

Hak lain yang dimiliki pasien yaitu hak atas pendapat
kedua (second opinion). Pasien mempunyai hak untuk mendapatkan
penjelasan dari dokter lain mengenai penyakitnya dalam hal ini idealnya
dilakukan dengan sepengetahuan dokter pertama yang merawatnya.
Hak atas pendapat kedua ini bermanfaat bagi pasien, antara lain pasien

tidak perlu mengulangi pemeriksaan rutin lagi dan dokter pertama

dapat berkomunikasi dengan dokter kedua, sehingga terdapat
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keterbukaan dari para ahli yang setingkat kemampuannya untuk
menghasilkan pendapat yang lebih baik.
Dasar hukum mengenai hak pasien atas pendapat kedua,
antara lain terdapat dalam -
a. Pasal 53 ayat (2) dan penjelasannya dalam UU No. 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan;
b. Pasal 22 ayat (1) a dan penjelasannya dalam Peraturan Pemerintah
RI No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
¢. Surat Edaran Jenderal Pelayanan Medik No. YM.02.04.3.5.2504
Tanggal 10 Juni 1997 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban
Pasien, Dokter dan Rumah Sakit.
Dalam ketentuan-ketentuan tersebut, pada intinya disebutkan bahwa
dalam pelaksanaan tugas profesi seorang tenaga kesehatan harus
menghormatt hak pasien, salah satunya hak atas pendapat kedua.

Namun denukian tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai teknis

pelaksanaan hak pasien ini.

Pelaksanaan informed consent dan second opinion ini
sesuai dengan pemenuhan hak konsumen yang diatur dalam pasal 4
butir (¢) UU No. 8 Tahun 1999, yang menyatakan hak pasien atas

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang dan/atau jasa.
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3.2. Perlindungan Hukum bagi Pasien pada saat Pelaksanaan

Pelayanan Medis

Perlindungan hukum bagi pasien pada saat pelaksanaan
pelayanan medis dapat dilakukan dengan cara meningkatan kesadaran
pasien untuk memanfaatkan hak-haknya selama terjadi hubungan
terapeutik. Banyak pasien hanya bersikap pasrah dan percaya
sepenuhnya kepada dokter yang merawat. Hal ini terjadi karena pasien
tidak mengetahui hak-haknya dalam hubungan hukum dokter dengan
pasien, atau pasien mengetahui teta}pi tidak dapat memanfaatkan hak-
haknya dengal.l sebaik-baiknya. |

Hak-hak pasien pada saat pelaksanaan pelayanan medis
dilindungi oleh hukum. Hak pasien ini antara lain adalah hak untqk
melihat rekam medik. Rekam medis yéitu berkas yang berisi catatan
dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, tindakan dan
pelayanan lain kepada pasien pada sarana layanan kesehatan. Isi rekam

medis untuk pasien rawat jalan berbeda dengan rekam medis untuk
pasien rawat inap. Isi rekam medis untuk pasien rawat inap lebih
lengkap karena pasien rawat inap memerlukan perawatan yang intensif
oleh dokter atau rumah sakit sehingga di dalam rekam medis memuat
hal-hal secara lebih lengkap.

Rekam medis mempunyai hubungan yang sangat erat

dengan rahasia kedokteran. Hal ini disebabkan karena rekam media
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memuat rahasia yang berkaitan dengan penyakit, tindakan medis, dan

pengobatan kepada pasien. Manfaat rekam medis bagi pasien adalah :

dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien;

bahan pembuktian dalam perkara hukum

bahan untuk keperluan penelitian dan pembuktian:

- dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan.

- Masalah rekam medik ini diatur dalam peraturan-peraturan berikut :

2. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 031/Birhup/1972, yang

menyatakan bahwa semua rumah sakit diharuskan mengerjakan

medical recording dan reporting serta hospital statistic;

b. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 034/Birhup/1972 tentang

Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit, disebutkan bahwa

guna menunjang terselenggaranya_Rencana Induk (Master Plan)

yang baik, maka setiap rumah sakit diwajibkan untuk mempinyai -

dan merawat statistik yang up fo date serta membina medical

record yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan.

c¢. Fatwa IDI tentang Rekam Medis dalam Surat Keputusan Pengurus

Besar IDI No. 315/PB/A4/88 tanggal 8 Februari 1988,

menyatakan bahwa praktek profesi kedokteran harus melaksanakan

rekam medis. ]

Hak pasien yang lain adalah hak atas rahasia kedokteran.

Dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik, tidak jarang dokter
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mengetahui penyakit pasien yang merupakan aib untuk diri pasien
sendiri atau rahasia pribadi pasien yang terpaksa diSampaikan pada
dokter demi kesembuhan penyakitnya. Dalam hal ini kewajiban dokter
adalah untuk menjaga kerahasiaannya, yang dikenal dengan wajib
simpan rahasia kedokteran. Secara khusus, bagi dokter berlaku
ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1965 tentang Wajib

Simpan Rahasia Kedokteran.

Dalam kenyataannya di lapangan, pasien tidak menyadari
akan hak-haknya tersebut, atau mengetahui hak-haknya tetapi tidak
tahu bagaimana menggunakannya. Oleh karena itu perlu dilakukan
upaya sosialisasi pemanfaatan hak-hak pasien dalam hubungan antara
dokter dengan pasien. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan :

a. Pengumuman mengenai ketentuan hak dan kewajiban pasien,
dokter dan rumah sakit yang dipasang di tempat terll)uka dan‘
mudah diakses pasien;

b. Pemberian brosur-brosur yang berisi tentang informasi fasilitas
rumah sakit dan tata laksana hak dan kewajiban menjadi pasien di
rumah sakit yang bersangkutan;

c. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dokter dalam rangka
peningkatan pelayanan yang sesvai dengan standar dan etika
profesi, serta menghormati hak-hak pasien.

d. Adanya perjanjian yang mengatur secara tegas mengenai hal-hal
yang dapat dilakukan dokter dalam rangka kesembuhan pasien,

sesuai dengan standar dan etika profesi dokter.
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3.3.

Upaya-upaya tersebui perfu dilaksanakan sebagai wujud
pelaksanaan hak pasien untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan
konsumen (Pasal 4 butir ¢ dan d UU No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen).

Perlindungan Hukum bagi Pasien setelah Pelaksanaan Pelayanan

Medis

Perlindungan terhadap pasien yang tidak kalah penting
adalah pengawasan pelaksana.an kewajiban profesioﬁal dokter dengan
sebaik-baiknya. Hal ini dap_at dipahami karena kondisi pasien yang
serba terbatasl; bahwa pasien dalam keadaan lemah karena menderita
rasa sakit, tidak mampu berpikir jernih seperti ketika sehat, dan
perasaan khawatir tentang penyakit yang dideritanya; pada akhimya
akan menghambat gerak pasien untuk menuntut pemenuhan hak-hak
selama hubungan terapeutik berlangsung. Upaya pengawasan dapat
dilakukan oleh organisasi profesi (IDI) dan Komite Etik Rumah Sakit.

Ada kalanya meskipun kedua belah pihak telah
melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya, namun dapat pula
terjadi gesekan kepentingan maupun kesalahpahaman antara dokter
dengan pasien. Permasalahan yang timbul ini tidak jarang kemudian
melebar dan berlarut-larut hingga diangkat ke tingkat pengadilan

negeri. Penyelesaian yang didapat seringkali mengecewakan kedua

belah pihak. Untuk mensikapi permasalahan antara dokter dengan
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pasien ini dapat dibentuk lembaga mediasi yang dapat mengakomodir
kehendak kedua belah pihak. Lembaga ini haruslah bersifat independen
dan mempunyai kapabilitas yang tinggi untuk menyelesaikan
permasalahan yang timbul dalam hubungan hukum dokter dengan
pasien.

Eksistensi  hukum  yang semakin nyata dalam
menyelesaikan persoalan yang timbul daﬁ praktek profesi dokter,
menimbutkan beberapa pandangan. Di satu pihak ada yang
mengatakan bahwa profesi dokter harus dibiarkan bebas mengatur
dirinya. Apabila hukum mengharuskan dokter bertindak berdasarkan
kaidah-kaidah etika, maka dokter menjalankan kewajtbannya hanya
karena takut akan sanksi, bukan karena kesadaran daﬁ tanggung jawab
moralnya. Padahal suatu sikap percaya timbal-balik antara dokter
dengan pasien lebih besar kemungkinannya berkembang berdasarkan
moralitas daripada hubungan yang diatur oleh ketentuan hukum saja.

Pendapat lain yang sama kuatnya, menolak bahwa dokter
harus dibiarkan bebas menentukan apa yang terbaik dalam mengatur
hubungannya dengan pasien. Tidaklah tepat, apabila dokter diberi hak
sepenuhnya untuk memutuskan masalah hidup matinya pasien ditinjau
dari sudut kepentingan umum. Sebab, jika dokter sendiri yang berhak
menentukan apa yang harus ia lakukan terhadap pasiennya, berarti hal
itu meniadakan hak individu pasien untuk menentukan apa yang
terbaik bagi dirinya. Menurut pandangan ini, meskipun hukum tidak

sempurna dan sering tidakmenjangkau kenyataan, tetapi setidak-
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tidaknya merupakan sarana untuk mengawasi profesi dokter demi
kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu perlu pula dibentuk suatu lembaga
advokasi yang khusus menangani konsumen di bidang kesehatan,
sehingga mampu secara khusus memfokuskan perhatiannya pada
advokasi pasien. Dengan khusus menangani di bidang advokasi hak-
hak pasien diharapkan mereka yang tergabung dalam iembaga ini
memang mempunyai kredibilitas yang cukup memadai mengenai
hukum k_esehatan maupun hukum kedokteran. Dengan demikian dalam
proses advokasinya mereka benar-bengr mampu membela kepentingan
dan hak-hak pasien yang terabaikan,

Undang-undang Perlindungan Konsumen hanya mengatur
secara umum saja mengenai perlindungan ;erhadap konsumen, dalam
hal ini pasien sebagai konsumen jasa medis, yaitu :

Pasal 4 butir (¢) : Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

2. Pasal 4 butir (e} : Hak untuk mendapatkan advokast, perlindungan

dan upaya penyelesaian.

3. Pasal 4 butir (h) : Hak untuk mendapatkan kompensasi, gantt rugi

dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

4. Pasal 19 ayat (1) : Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan

dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara

patut.
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Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen :

(1). Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku
usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa
antara konsumen dengan pelaku usaha atau melatui peradilan yang
berada di lingkungan peradilan umum.

(2). Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui
pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela
dari pihak yang bersengketa.

(3). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab
pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang,

4). Apabila telah dipilih upaya penyélesaian sengketa konsumen
di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat
ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh
salah satu pihak atan oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 48 : Penyelesaian sengketa konsumen melélui pengadilan
mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku
dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45.

Pasal 61 : Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku
usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62 ayat (3) : Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka

berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan

pidana yang berlaku.
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9.

Pasal 63 butir (b), {(¢), (f) : Terhadap sanksi pidana sebagaimana
dimaksud dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan,
berupa :

- pengumuman keputusan hakim;

- pembayaran ganti rugi;

- pencabutan izin usaha.

Dengan pengaturan perlindungan hak-hak pasien yang
sangat minim dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen ini, maka
masih diperfukan adanya peraturan-peraturan lain yang mengatur

perlindungan terhadap hak-hak pasien.
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BAB 1V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan di muka, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut :

Jasa Pelayanan Medis termasuk Ruaﬁ‘g Lingkup Undang-undang
Perlindungan Konsumen
Pasien sebagai penerima jasa layanan medis termasuk dalam

pengertian konsumen sebagaimana disyaratkan dalam UU Perlindungan

Konsumen. Adapun jasa menurut pengertian undang-undang ini adalah
setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan
bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Jasa pelayanan
medis adalah layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi di bidang
medis/késehatan yang disediakan oleh dokter sebagai pelaku usaha, yang
dimanfaatkan oleh pasien sebagai konsumen jasanya. Dengan demikian
jasa pelayanan medis adalah termasuk dalam ruang lingkup Undang-
undang Perlindungan Konsumen, sehingga pada dasarnya pasien adalah

konsumen jasa medis yang harus juga dilindungi hak-haknya oleh

Undang-undang Perlindungan Konsumen.
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2.

Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Konflik antara Dokter dengan

Pasien, Upaya Pencegahan dan Upaya Penyelesaiannya

Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Konflik antara Dokter

dengan Pasien adalah sebagai berikut :

kurangnya komunikasi antara dokter dengan pasien;

kurangnya pengetahuan dan pemahaman pasien terhadap hakekat
perjanjian terapeutik;

tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap standar
pelayanan di bidang kesehatan;

dokter yang wanprestasi, lalai atau berbuat kesalahan.

Adapun upaya pencegahan yang harus dilakukan meliputi -

Upaya yang harus dilakukan dokter adalah tidak melanggar
kewajiban profesional dokter dan mengembangkan komunikasi
yang baik dengan pasien/keluarganya;

Upaya yang dapat dilakukan pasien yaitu memenuhi segala

kewajibannya,r menjalin  komunikasi dan kerja sama yang baik

dengan dokter.

Upaya penyelesaian konflik antara dokter dengan. pasien dilakukan

melalul cara-cara benkut :

musyawarah mufakat sehingga tercapai jalan damai;

penyelesaian melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI;
penyelesaian melalut Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan;

melalui Pengadilan Negeri.
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Penerapan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 sebagai Perlindungan

terhadap Hubungan Hukum Dokter dan Pasien

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat

diterapkan terhadap hubungan hukum dokter dan pasien, meskipun

undang-undang ini hanya mengatur secara umum terhadap hak-hak

pasien yang dipersamakan kedudukannya dengan konsumen.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap

konsumen yang dapat diberlakukan pula terhadap pasien diatur dalam :

1.

Pasal.4 butir (c) : Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pasal 4 butir te) : Hak untuk méndapatkan advokasi, perlindungan
dan upaya penyelesaian,

Pasal 4 butir (h) : Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi
dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 19 ayat (1) : Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan
dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara
patut.

Pasal 45 : (1). Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat
pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan
sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui
peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum; (2).
Penyelesaian  sengketa konsumen dapat ditempuh melalui

pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela dari
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pihak yang bersengketa; (3). Penyelesaian sengketa di luar
pengadilan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menghillangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam
undang-undang; (4). Apabila telah dipilih upaya penyelesaian
sengketa konsumen di [uar pengadilan, gugatan melalui pengadilan
hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak
berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang
bersengketa,
Pasal . 48 : Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan
mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku
dengan memperﬁatikan ketentuan dalam pasal 45.
Pasal 61 : Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha
dan/atau pengurusnya.
Pasal 62 ayat (3) : Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka
berat, sakit berat, cacat tefap atau kematian diberlakukan ketentuan
pidana yang berlaku.
Pasal 63 butir (b), (c), (f) : Terhadap sanksi pidana sebagaimana
dimaksud dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan,
berupa;
- pengumuman keputusan hakim;
- pemb'ayaran ganti g,

- pencabutan izin usaha.
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B. SARAN

Dokter sebagai pelaku usaha harus selalu melaksanakan kewajiban
profesi sesuai sumpah, KODEKI dan standar profesi medis, serta
mengembangkan  komunikasi yang baik pada pasien serta
keluarganya dalam rangka meningkatkan kualitas jasa layanan
medisnya;

Pasien sebagai konsumen jasa medis perlu turut serta berperan aktif
dalam pelaksanaan upaya medis, mengembangkan komunikasi dan
kerja sama yang baik dengan dokter, mengetahui serta mampu
memanfaatkan hak-haknya sebagai pasien; .

Pemerintah perlu segera membuat peraturan pelaksanaan standar
profesi dan perlindungan atas hak-hak pasien, agar terdapat dasar

hukum yang kuat dan adil bagi para pihak dalam pelaksanaan

hubungan hukum dokter dan pasien.
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